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BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II



Menetapkan
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Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah
Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor S1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan

Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

Bupati adalah Bupati Bulungan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah
tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan
Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
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pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada

umumnya.

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(1)

(2)

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

pada Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang terdiri atas:

a. Lampiran I Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Lampiran II Penganggaran Daerah;

c. Lampiran III pelaksanaan dan penatausahaan;

d. Lampiran IV akuntansi dan pelaporan;

e. LampiranV penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

f.  Lampiran VI kekayaan Daerah dan Utang
Daerah, BLUD, penyelesaian kerugian Daerah
dan informasi Keuangan Daerah; dan

g. Lampiran VII pembinaan dan pengawasan,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 22), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam = Berita Daerah  Kabupaten

Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Salinan sesuai dengan aslinya

An. Kepala Bagian Hukum pada tanggal 30 Desember 2022
Analis Hukum Ahli Muda,

BUPATI BULUNGAN,
ttd

MUHAMMAD HATTA, SH..MH ttd
Penata / Illc
NIP. 197501082003121003

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 89



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah

yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan

tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan

informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dapat

dilakukan secara elektronik.

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.

Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan

Daerah yang dipisahkan.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai

kewenangan:

a.

menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan
rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan
rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
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e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh
Daerah dan/atau masyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

menetapkan KPA;

0

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran;

i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah;

j- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang
dan Piutang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran;

1. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu
paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu,
bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional
sekolah, bendahara BLUD, bendahara wunit organisasi bersifat
khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan
peraturan perundang-undangan.

4. Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebagian
atau  seluruh  kekuasaannya yang berupa  perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada
Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem
pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima
atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

5. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
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c. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.

Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancangan  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan; dan

f. memimpin TAPD.

Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah paling sedikit

meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah
daerah; dan

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Koordinator dalam Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan

peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam

menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan
urusan pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan

Daerah.

C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1.

Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada
pemerintah daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan

Daerah.
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2. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

a.

menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan
Daerah;

menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur
dalam Peraturan Daerah;

melaksanakan fungsi BUD; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a.
b.
c.
d.

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan anggaran kas dan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama pemerintah daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan
dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

4. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

a.

b.

c
d.

.0

mengelola investasi;

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

membuka rekening Kas umum daerah;

membuka rekening penerimaan;

membuka rekening pengeluaran; dan

menyusun laporan keuangan yang merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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5. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan

dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak
daerah.

Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung
dari investasi tersebut.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

D. KUASA BUD

1.

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD

kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola /
menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas
Beban APBD;

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama
pemerintah daerah;

j- melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

k. melakukan penagihan piutang daerah.

4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan
menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk

ditetapkan oleh BUD;
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melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak
tertagih atas investasi; dan

menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan

dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

5. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

6. Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)

Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran

jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang

kendali.

7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban

kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan

Bupati.

E. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

1. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas:

a.
b.

C.

menyusun RKA-SKPD;

menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya

dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



-12 -

2. Selain tugas kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

mempunyai tugas lainnya, meliputi:

a. menyusun anggaran kas SKPD;

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan
pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
tersebut; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang,

meliputi:

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan
dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD);

c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran
Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan

wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah, Pengguna

Anggaran melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan

dari pelaksanaan DPA-SKPD.

Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain

sebagai akibat:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
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b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia
barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui
tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya
kewajiban  tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:

a. perjanjian atau perikatan;

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan

jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat

komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai pejabat pembuat

komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi

sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen
pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan

wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat

melimpahkan pada Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah

selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan dikarenakan sesuatu hal

maka ketentuan diatur sebagai berikut :

a. apabila PA berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, PA dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
SPM berdasarkan Surat Tugas dari PA; atau

b. apabila PA berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 1
(satu) bulan atau lebih wajib menunjuk pejabat yang diberi

wewenang untuk melaksanakan pengelolaan keuangan SKPD
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yang dipimpin dalam jangka waktu tertentu dan ditetapkan oleh

Bupati.

F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

1.

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala

Unit SKPD selaku KPA.

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran

anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan

dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran

Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.

Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan

terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana

Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas

usul kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan

dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya

memungut pajak daerah kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada

Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
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Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,
KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan

bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat wunit organisasi bersifat khusus, KPA

mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab Unit Organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

j- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya;

1. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih

pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala

Unit SKPD selaku KPA.
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G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

1.

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA

meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD /Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/
Sub  kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan
barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis

Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan

anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub

kegiatan meliputi:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-
undangan; dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab

kepada PA.

Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung

jawab kepada KPA.
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Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat
yang dilaksanakan oleh PPTK.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di
lingkungan SKPD/Unit SKPD.

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi,
rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang

kriterianya ditetapkan Bupati.

. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan

tugas dan fungsi.

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat

satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki

kemampuan manajerial dan berintegritas.

Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai

ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah

KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan

struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku

PPTK yang kriterianya sebagai berikut:

a. diutamakan yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;

b. memiliki tanggung jawab, kemampuan dan keahlian serta
pengalaman teknis sesuai dengan bidangnya;

c. memiliki kemampuan manajerial; dan

d. minimal pangkat dan golongan ruang II D/Pengatur Tk. I.

H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK SKPD)

1.

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.

Pada  pola  pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup

tugas dan wewenang BLUD.
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PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang

bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah,

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,

Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu/

Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.

PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

e. menyusun laporan keuangan SKPD.

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti

kelengkapan dan keabsahan.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK

SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
lainnya;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan; dan

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas

membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas

penatausahaan keuangan SKPD.

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD (PPK UNIT
SKPD)

1.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA
menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Unit SKPD.

Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:
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a. Besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah;

b. rentang kendali dan/atau lokasi;

c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan
layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS Dbeserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan
SPPLS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan

SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan

laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD

melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM.

PPK unit SKPD ©pada unit organisasi bersifat khusus

mempunyai tugas meliputi:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara

lainnya;
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b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

c. menyiapkan SPM;

d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan

f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

8. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki
jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan
keuangan unit SKPD.

9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas
membantu PPK Unit SKPD.

10. Ketentuan tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
dan PPK Unit SKPD yang melakukan perjalanan Dinas, cuti, sakit,
atau karena sesuatu hal berhalangan, apabila lebih dari 3 (tiga) hari
dapat memberikan Surat Kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melakukan tugas-tugas atau fungsi PPK SKPD dan diketahui oleh
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

J. BENDAHARA
1. Bendahara Penerimaan
a. Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.
b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima,
menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya.
c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan
memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;
2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Bupati;
3) meneliti kesesuaian antara jumlah wuang yang diterima

dengan jumlah yang telah ditetapkan;
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4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

S5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada

KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan

Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.

Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan

oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.

Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang

sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling

sedikit meliputi:

1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah
pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Bupati,

4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan;

5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif

dengan membuat laporan = pertanggungjawaban  secara

administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan

disampaikan kepada KPA.
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k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

l. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
pendapatan daerah.

n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara
Penerimaan.

p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.

Bendahara Pengeluaran

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada
Bupati.

b. Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD
dan SKPKD.

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
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6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Pengeluaran

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan
Bupati;

2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal,

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal; dan

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
yang melaksanakan fungsi BUD.

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati

atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas

pertimbangan:

1) besaran anggaran;

2) rentang kendali dan/atau lokasi;

Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang

meliputi:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU
dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang
dikelolanya;

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
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7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu

memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan
oleh Bupati;

2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada
tahun berjalan; dan

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal pada tahun berjalan.

Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bupati menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan

wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif

denganmembuat laporan pertanggungjawaban secara

administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.

Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional

denganmembuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
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atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD

selaku BUD.

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran.

q- Kepala SKPD atas wusul Bendahara Pengeluaran dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja
dan/atau pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan,
dan penjualan jasa;

2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau
penjualan jasa;

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun
tidak langsung;

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara
Khusus; dan

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan,
dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan
pelaksanaan APBD.

3. Dalam hal Bendahara penerimaan/Bendahara penerima pembantu
dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu
yang malakukan cuti, sakit, atau karena sesuatu hal berhalangan
maka :

i. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu)

bulan wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang
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ditunjuk  untuk  melaksanakan tugas-tugas Bendahara
penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu, Bendahara
pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu atas
tanggungjawab Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan
pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran
pembantu yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD.

apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga )
bulan harus ditunjuk pejabat Bendahara penerimaan/Bendahara
penerimaan pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

pengeluaran pembantu dan diadakan Berita Acara Serah Terima.

K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

1)

2)

Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD

yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

TAPD Dberanggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah,

PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.

TAPD mempunyai tugas:

a.
b.

membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan
perubahan KUA,;

menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan
perubahan PPAS;

melakukan verifikasi RKA-SKPD;

membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggungjawaban APBD;

membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban APBD;

melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan
perubahan DPA-SKPD;

menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan
RKA; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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4) Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai

dengan kebutuhan.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum
Analis Hukum Ahli Muda,

ttd
MUHAMMAD HATTA, SH.,MH

Penata / Illc
NIP. 197501082003121003
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

PENGANGGARAN DAERAH

A. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. Ketentuan Umum

a. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat

dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat

dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban

Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi
daerah serta melakukan pinjaman;

kewajiban @ Daerah  untuk  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
penerimaan Daerah;

pengeluaran Daerah;

kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah
yang dipisahkan; dan/atau

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah

dan/atau kepentingan umum.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan daerah yang menjadim kewenangan Daerah dan

kemampuan Pendapatan Daerah.

d. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan
pada RKPD.
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. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,
alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk

uang dianggarkan dalam APBD.

. Penerimaan Daerah terdiri atas:

1) pendapatan daerah; dan
2) penerimaan pembiayaan daerah.

Pengeluaran Daerah terdiri atas:

1) belanja daerah; dan
2) pengeluaran pembiayaan daerah.

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan

berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang

melandasinya.

.Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan
secara bruto dalam APBD.

. Selain didasarkan pada RKPD dan KUA/PPAS, APBD juga

didasarkan pada pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh

Menteri.

. APBD mempunyai fungsi:

1) Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi
dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

2) Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah
menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan
kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

3) Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran
daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan
penyelenggaraan  pemerintahan daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.
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4) Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah
harus diarahkan untuk menciptakan lapangan
kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya
serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5) Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran
daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6) Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah
daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

1) hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih;

2) kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih; dan

3) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang

bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

2. Struktur APBD

APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur

tertentu.

Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

a.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
1) Pendapatan Daerah;
2) Belanja Daerah; dan

3) Pembiayaan daerah.

. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan

organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan
organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh
Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas

yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
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Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan
pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang
merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran

berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Klasifikasi APBD dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Klasifikasi APBD dalam rancangan Bupati tentang penjabaran
APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang
urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki
karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari
Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan
pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat
berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau
mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian

objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada
SKPD dan SKPKD.

Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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3. Pendapatan Daerah
a. Ketentuan Umum
1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok,
jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek
pendapatan daerah.
2) Pendapatan Daerah terdiri atas:
a) Pendapatan Asli Daerah;
b) Pendapatan Transfer; dan
c¢) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
b. Ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah
Ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai
berikut:
1) Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

a) pajak daerah;

o

) retribusi daerah;

O

) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD

dan SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah SKPKD atau SKPD yang memiliki
tugas dan wewenang pengelolaan
naialk
Retribusi Daerah SKPD

Hasil Pengelolaan Daerah | SKPKD

yang Dipisahkan
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7)
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Lain-lain Pendapatan SKPKD kecuali

1. Hal-hal terkait pajak dan
retribusi tetap dikelola oleh
Bendahara Penerimaan di
SKPD terkait.

2. Pendapatan BLUD dikelola
oleh BLUD terkait.

3. Pendapatan Hibah Dana
BOS, Dana kapitasi, dan
pendapatan lainnya yang
dikelola oleh Bendahara
Penerimaan Khusus.

Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub
rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah
diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang- undang
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub
rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah
diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci
menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan
penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang
dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di
SKPKD maupun SKPD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
c) hasil kerja sama daerah;

d) jasa giro;

e) hasil pengelolaan dana bergulir;

N

pendapatan bunga;
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penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan
Daerah;

penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai
akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi,
dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan
atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang
pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang
daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan
Daerah;

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

pendapatan denda pajak daerah;

pendapatan denda retribusi daerah;

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

pendapatan dari pengembalian;

pendapatan dari BLUD; dan

pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dilarang:

a)

melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang
dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam
undang-undang; dan

melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya
tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang
dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang

merupakan program strategis nasional.

10) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib

disetorkan seluruhnya ke kas negara.

c. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Ketentuan terkait pendapatan transfer meliputi:

1)

Pendapatan transfer terdiri dari:

a)

b)

transfer Pemerintah Pusat; dan

transfer antar-daerah.
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Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian

objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola

berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

Transfer Pemerintah Pusat:

a)

g

h)

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan,

Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana

Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer

Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan;

Dana Perimbangan terdiri dari:

(1) Dana Transfer Umum meliputi Dana Bagi Hasil dan
Dana Alokasi Umum; dan

(2) Dana Transfer Khusus berupa Dana Alokasi Khusus.

DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber

Daya Alam;

DAU merupakan pendapatan APBN yang dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi;

DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah

untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana

Alokasi Khusus Non Fisik.

Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria

tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan

atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

Transfer Antar-Daerah:

a)

b)

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil
dan Bantuan Keuangan.
Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber

dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah
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lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

c) Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari
daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah,
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau
tujuan tertentu lainnya.

d) Bantuan Keuangan terdiri atas:

(1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan

(2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

e) Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau
kabupaten/kota, terdiri atas:

(1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang
diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama
daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan
keuangan.

(2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana
yang diterima dari daerah lainnya wuntuk tujuan

tertentu.

d. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

1)

2)

3)

4)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

a) Hibah;

b) Dana Darurat; dan/atau

c) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian

objek, sub rincian objek lain-lain pendapatan daerah yang syah

dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada

SKPKD.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa

yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri

yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan

penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan yang  menjadi

kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak

mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak
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mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan
kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak
menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan
hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang
diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk
mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana
yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan
menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS,

dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

4. Belanja Daerah

a. Ketentuan Umum

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri
atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan
Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang
dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan
pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai

dengan kebutuhan daerah.
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7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan
dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang
dimiliki Daerah.

8) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan
Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan antara lain
besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran
kesehatan, dan insfrastruktur.

9) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan
daerah, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10) Standar harga satuan daerah, analisis standar belanja dan
standar teknis ditetapkan dengan Bupati.

11) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau
standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan
anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

12) Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek,
rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.

13) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

a) Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi
manfaat jangka pendek.

b) Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberi
manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c) Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran
atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

d) Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

14) Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD,

meliputi:
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Jenis Belanja Kewenangan Pengelolaan
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL SKPD, SKPKD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA | SKPKD
BELANJA TRANSFER SKPKD

b. Ketentuan Terkait Belanja Operasi

1)

2)

Belanja operasi dirinci atas jenis:

a) Belanja Pegawali;

Qa o o

) Belanja Barang dan Jasa;
) Belanja Bunga,;

) Belanja Subsidi;

e) Belanja Hibah; dan

f) Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

(1)

(2)

(3)

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan
kompensasi yang  ditetapkan = sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kompensasi diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati,
pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
(a) Belanja Pegawai bagi Bupati dan Wakil Bupati
dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
(b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
(c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja
SKPD bersangkutan.
Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang
representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan
Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan

dan anggota DPRD serta Bupati, Wakil Bupati,




(4)

(5)

(6)

(7)
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honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium
yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan
dalam peraturan perundang- undangan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai ASN dengan
memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan
memperoleh  persetujuan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan
KUA.

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan
beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi,
prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan
sebagai berikut:

a) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan
untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau
beban kerja normal;

b) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya Dberada di daerah memiliki

tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

C) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan
tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko
tinggi;

d) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban
tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;

€) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja
yang tinggi dan/atau inovasi; dan

f) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
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(8)

9)
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Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN
daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah.

Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Bupati dapat
memberikan tambahan penghasilan bagi

Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

Belanja Barang dan Jasa

(1)

(2)

(3)

(4)

Belanja barang dan jasa digunakan untuk
menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka

melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan

Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran

prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja

barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja

perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa
untuk  diberikan  kepada  Pihak  Ketiga/Pihak

Lain/Masyarakat.

Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja

barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:

(a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang berupa barang pakai habis,
barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;

(b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari
12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi,
sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana
mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan
dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan
layanan (availibility payment), beasiswa pendidikan
PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan
teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak
daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif
pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non

ASN;



(9)

(6)

(7)
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(c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk
menganggarkan belanja  pemeliharaan  tanah,
belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja
pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja
pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja
pemeliharaan aset tetap lainnya dan belanja
perawatan kendaraan bermotor;

(d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk
menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam
negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri;

() Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau
Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/ Masyarakat.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan
jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada
SKPD terkait.
Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang
diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dalam
rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan
dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD
dengan  memperhatikan  kepatutan, kewajaran,
rasionalitas dan efektifitas.

Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang

diberikan kepada masyarakat/Pihak ketiga/Pihak Lain

diberikan dalam bentuk:

(a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

(b) penghargaan atas suatu prestasi;

(c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;

(d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat
penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis
nasional dan non proyek strategis nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,;
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() Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang
penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan;

(f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian;
dan/atau

(g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang
lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan.

Belanja Bunga

(1)

(2)

(3)

(4)

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman
dan belanja bunga utang obligasi, yang dianggarkan
pembayarannya dalam APBD tahun anggaran
berkenaan.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan
pembayaran bunga utang yang tidak berasal
pembayaran atas kewajiban pokok wutang, yang
dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun
anggaran berkenaan.

Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang
melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang
melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.

Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek

dan sub rincian objek.

Belanja Subsidi

(1)

(2)

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan
belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang
dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD
dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga
dapat terjangkau oleh masyarakat.

Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan
usaha milik swasta merupakan badan yang
menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar
masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan
publik antara lain dalam bentuk penugasan
pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public

service obligation).
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Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan
usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai penerima subsidi,
terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik,
pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat
dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan
ditetapkan oleh Bupati.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan
pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan
kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian
subsidi.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi
dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk
memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
Penerima  subsidi sebagai objek pemeriksaan
bertanggung jawab secara formal dan material atas
penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib
menyampaikan laporan pertanggung- jawaban kepada
Bupati.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi
dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD
terkait.

Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara
sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan
Menteri.

Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil
kepada wusaha mikro kecil dan menengah pada
perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam
Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Belanja Hibah

(1)

(2)

(3)

(4)

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lainnya, badan wusaha milik
negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap
tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja
urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran, program, Kkegiatan, dan sub
kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan
Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD
terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan
sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat
daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan
merupakan urusan dan kewenangan pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang bertujuan untuk menunjang
pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada
perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Belanja hibah diberikan kepada:

(2)

(b)

(©)

(d)

pemerintah pusat

i. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan
kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non-kementerian yang wilayah
kerjanya  berada dalam  daerah  yang
bersangkutan.

ii. Hibah dari pemerintah daerah dilarang
tumpang  tindih  pendanaannya  dengan
anggaran pendapatan dan belanja negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

iii. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri
yang membidangi urusan pemerintahan di
bidang Administrasi Kependudukan dapat
memperoleh Hibah dari pemerintah daerah
untuk penyediaan blanko kartu tanda
penduduk elektronik.

iv. Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda
penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua)
sumber dana yaitu APBD maupun anggaran
pendapatan dan belanja negara.

v. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud
hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam
tahun berkenaan.

pemerintah daerah lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya

diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan

untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BUMD

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan

dalam rangka untuk meneruskan hibah yang
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diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat
diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau
jasa.

Badan dan Lembaga, serta Organisasi

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

i. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan
kepada badan dan lembaga:

(1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial
yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang- undangan;

(2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial
yang telah memiliki surat keterangan
terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri,
gubernur atau bupati; atau

(3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat
sosial kemasyarakatan berupa kelompok
masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum
adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah
pusat dan/atau  Pemerintah  Daerah
melalui pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau kepala
satuan kerja perangkat daerah terkait
sesuai dengan kewenangannya.

(4) Koperasi yang didirikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-
undangan dan memenuhi kriteria yang
ditetapkan oleh  pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya.

ii. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia diberikan
kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum, yayasan atau organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum
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perkumpulan, yang telah mendapatkan

pengesahan badan hukum dari kementerian

yang membidangi urusan hukum dan hak
asasi manusia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

iii. Hibah kepada badan dan lembaga dapat
diberikan dengan persyaratan paling
sedikit:

(1) memiliki kepengurusan di  daerah
domisili;

(2) memiliki keterangan  domisili  dari
lurah/kepala desa setempat; dan

(3) berkedudukan dalam wilayah
administrasi Pemerintah Daerah
dan/atau badan dan Lembaga untuk
menunjang pencapaian sasaran program,
kegiatan dan sub kegiatan pemerintah
daerah pemberi hibah.

iv. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan
dapat diberikan dengan persyaratan paling
sedikit:

(1) telah terdaftar pada kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak
asasi manusia;

(2) berkedudukan dalam wilayah
administrasi Pemerintah Daerah yang
bersangkutan; dan

(3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang
bersangkutan.

(f) Partai Politik

Belanja hibah berupa pemberian bantuan

keuangan kepada partai politik yang mendapatkan

kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan

kepada partai politik dimaksud sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



f)

(6)

(7)

(8)

9)

- 49

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

(b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

() tidak terus menerus setiap tahun anggaran,
kecuali:

i. kepada pemerintah pusat dalam rangka
mendukung penyelenggaraan pemerintahan
daerah sepanjang tidak tumpang tindih
pendanaannya dengan APBN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan;

ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh
pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

iii. partai politik; dan/atau

iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan,;

(d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah
dalam  mendukung  terselenggaranya  fungsi
pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.

() memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang

disampaikan kepada bupati.

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan

material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

Belanja Bantuan Sosial

(1)

Belanja bantuan sosial digunakan untuk
menganggarkan pemberian bantuan berupa uang
dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi
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dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang
merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi,
krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang
jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan
semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi
wajar.
Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa
bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko
sosial.
Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
(a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang mengalami risiko sosial; atau
(b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok, dan/atau
masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak
stabil sebagai dampak risiko sosial.
Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan
sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.
Bantuan sosial berupa wuang adalah uang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti
beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim
piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut wusia,
terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra

putri pahlawan yang tidak mampu.
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Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti
bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar
biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan
perahu untuk nelayan miskin, bantuan
makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial,
ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima
dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan
dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala
SKPD.

Penganggaran  belanja  bantuan sosial  yang
direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan
dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian
objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dialokasikan wuntuk kebutuhan akibat
risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi
anggaran bantuan sosial yang direncanakan.
Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja
Tidak Terduga.

Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD
terkait.
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(16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

(2)

(b)

(d)

selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya
diberikan kepada calon penerima yang ditujukan
untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
memenuhi persyaratan penerima bantuan
diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan;
bersifat sementara dan tidak terus menerus,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan
sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap
tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial
dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
dan
sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan
pemberian bantuan sosial meliputi:
i. rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang yang
mengalami  disfungsi sosial agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
ii. perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani
resiko dari guncangan dan kerentanan sosial
seseorang, keluarga, kelompok masyarakat
agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi
sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
iii. pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau
kelompok  masyarakat yang  mengalami
masalah sosial mempunyai daya, sehingga
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
iv. jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk

menjamin penerima bantuan agar dapat
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memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
layak.
v. penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan
sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang,
keluarga, kelompok masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai sumber mata
pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
vi. penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan
untuk rehabilitasi.
Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan
tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada
bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan dan
kewenangannya.
Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara
formal dan material atas penggunaan bantuan sosial
yang diterimanya.
Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

c. Ketentuan Terkait Belanja Modal

1)

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran

yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset

tetap lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

a)
b)

c)

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

batas minimal kapitalisasi aset.

Selain itu juga memuat kriteria lainnya yaitu:

a)
b)

c)

d)

berwujud,;

biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal,

tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
entitas; dan

diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
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Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi

aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas

minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati
yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi.

Aset tetap dianggarkan pada belanja modal sebesar harga

perolehan.

Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun asset

ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

a) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam
kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi
siap dipakai.

b) Belanja Peralatan dan  Mesin, digunakan untuk
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan
peralatan lainnya yang nilainya memenuhi batasan
kapitalisasi aset dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan,
irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah
serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah
dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk
menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap
yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset
tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap

dipakai.
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f) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan
aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan
operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi
aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.

Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan

aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus

disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

a) dapat diidentifikasi;

b) tidak mempunyai wujud fisik;

c) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau
jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak
atas kekayaan intelektual,

d) dapat dikendalikan oleh entitas; dan

e) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

b. Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga

1)

2)

3)

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan

pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan

daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial

yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-

masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat meliputi:

a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum

tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam

RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat

bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja

untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial,
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dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap
darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban
bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana,
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang,
pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian
sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu

status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap

darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap
tanggap darurat selesai.

Keperluan mendesak meliputi:

a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib:

(1) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan
dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

(a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran
kekurangan gaji, tunjangan; dan

(b) belanja barang dan jasa antara lain untuk
pembayaran telepon, air, listrik dan internet

(2) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja
untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain
pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban
kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok
pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo,
dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan;
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c) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang- undangan;

d) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat; dan/atau

e) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang
belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA
SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan

daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun
sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

a) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja
(RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola
keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah
(BUD);

b) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan
BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari
terhitung sejak diterimanya RKB.

Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian

objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak

Terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk

mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:

a) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program,
kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran
Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b) memanfaatkan kas yang tersedia.
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Penjadwalan wulang capaian program, kegiatan, dan sub

kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA

SKPD.

10) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai

keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

a)

Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana
alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik
sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen
lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,
Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan
fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada
PPKD selaku BUD.

berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD
mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD
yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling
lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya

rencana kebutuhan belanja.

11) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai

keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran

dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD

yang membidangi, dengan tahapan:

a)

b)

dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-
SKPD yang membidangi keuangan daerah;

dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam
Perubahan DPA-SKPD; dan

RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) menjadi dasar
dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
atau telah melakukan perubahan APBD.
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12) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan

untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan

keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

a) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-
SKPD yang membidangi keuangan daerah;

b) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam
Perubahan DPA-SKPD; dan

c) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) menjadi dasar
dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
atau telah melakukan perubahan APBD.

13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran,

pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga

ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

. Ketentuan Terkait Belanja Transfer

1)

2)

3)

4)

Kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

a) Belanja Bagi Hasil; dan

b) Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian

objek, dan sub rincian objek.

Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi

keuangan daerah.

Belanja Bagi Hasil

a) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi
hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada
pemerintah desa/pemerintah daerah lainnya/pihak lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Belanja Bantuan Keuangan

a)

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain
dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu
lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau
penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan

Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan  Pilihan serta alokasi belanja yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bantuan keuangan terdiri atas:

(1) bantuan Keuangan Daerah ke Pemerintah Kabupaten
dan/Kota lain, dan/atau Pemerintah Provinsi,
dan/atau

(2) bantuan Keuangan Daerah kepada desa.

Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.

(1) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan
pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah
dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

(2) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya
ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pengelolaannya
diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

(3) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah
desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus
tidak menggunakan sesuai peruntukan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah
dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan
keuangan khusus wajib mengembalikan kepada
pemerintah daerah.

(4) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat
khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana

pendamping dalam APBD Pemerintah Daerah lainnya
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atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima
bantuan.

f) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran,

pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan

pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan

keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

5. Pembiayaan Daerah

a. Ketentuan Umum

1)

2)

3)

4)

5)

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas:

a) penerimaan pembiayaan; dan

b) pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
dan sub rincian objek pembiayaan daerah

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan
BLUD.

Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus

anggaran atau menutup defisit anggaran.

b. Ketentuan Terkait Penerimaan Pembiayaan

1)

2)

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

a) SiLPA;

b) pencairan Dana Cadangan;

c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d) penerimaan Pinjaman Daerah;

e) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

f) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari

pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan

pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain

Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan
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Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak

ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target

Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Pencairan Dana Cadangan, diatur sebagai berikut:

a)

g)

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk
menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening
Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam
tahun anggaran berkenaan.

Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.

Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran
menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun
anggaran berkenaan.

Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai
dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan
dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko
rendah.

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari
rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah
dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan
bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/
keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan
dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan

sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

a)

b)

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat

berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
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c) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta
jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

Penerimaan Pinjaman Daerah;

a) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah
pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian
pinjaman bersangkutan.

b) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk
penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan
diterima pada tahun anggaran berkenaan.

c) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:

(1) pemerintah pusat;

(2) pemerintah daerah lain;

(3) lembaga keuangan bank;

(4) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
(5) masyarakat.

d) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan

untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang

diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan

lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan
pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

c. Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan

1)

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

a) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;

b) penyertaan modal daerah;

c) pembentukan Dana Cadangan;

d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

e) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

a)

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok
utang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai
dengan  perjanjian pinjaman dan  pelaksanaannya
merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban
pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun
anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
Pembayaran cicilan pokok wutang yang jatuh tempo
merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang
dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan
berakhirnya kewajiban dimaksud.

Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak
mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Bupati
dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului

perubahan atau setelah perubahan APBD.

Penyertaan Modal Daerah

a)

d)

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal

pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha

milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan

pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan

perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat

ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya

meliputi:

(1) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang
mendapatkan penyertaan modal daerah.

(2) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu

tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
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bagi badan wusaha yang mendapatkan penyertaan
modal daerah;

(3) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil
penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka
waktu tertentu;

(4) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan
modal daerah;

(5) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
bagi badan wusaha yang mendapatkan penyertaan
modal daerah;

(6) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah
tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat
langsung dari penyertaan modal daerah;

(7) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat
dari penyertaan modal daerah.

Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan

modal berupa investasi surat berharga dan/atau

penyertaan modal berupa investasi langsung.

Penyertaan modal berupa investasi surat berharga

dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau

pembelian surat utang.

Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan

dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian

pinjaman.

Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam

pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir),

penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank
atau lembaga keuangan bukan bank.

Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan

investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis

oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan

apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun

anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan

Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
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Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan
investasi pelaksanaan investasi, penganggaran,
pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan
pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah,
divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan
kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara
nasional.

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang surat berharga dan
investasi langsung.

Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan
penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu
menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang
dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi,
pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan
modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan
penyertaan modal.

Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah
dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh
bupati.

Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah
daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis

portofolio dan analisis risiko.

Pembentukan Dana Cadangan

a)

b)

Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai
kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.
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c) Dana cadangan Dbersumber dari penyisihan atas

penerimaan daerah kecuali dari:

(1) DAK;

(2) pinjaman daerah; dan

(3) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan

d) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan
dikelola oleh PPKD selaku BUD.

e) Pembentukan dana cadangan = dianggarkan = pada
pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang
berkenaan.

5) Pemberian Pinjaman Daerah

a) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang
diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah
lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi,
dan/atau masyarakat.

b) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan DPRD.

c) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam
KUA dan PPAS.

6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk

menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Ketentuan Terkait Pembiayaan Neto
1) merupakan  selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan.
2) digunakan untuk menutup defisit anggaran.
6. Ketentuan Surplus dan Defisit
a. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran
Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit
APBD.
b. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah

dan belanja daerah.
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. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah

dan belanja daerah.

. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;

2) penyertaan modal Daerah;

3) pembentukan Dana Cadangan;

4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

5) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan

pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran

dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran

berkenaan.

. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran

berkenaan.

. Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan

Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA

tahun sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan

untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber

dari:

1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

2) pencairan dana cadangan;

3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4) pinjaman daerah; dan

5) penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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l. Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap

tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal

defisit APBD yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.

m. Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif
defisit APBD pada tahun berikutnya.
7. Ketentuan SILPA

a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)

tahun berkenaan bersaldo nihil.

B. PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

1. KUA DAN PPAS
a. Ketentuan Umum KUA dan PPAS

1)

2)

3)

Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:

a)

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
kemampuan pendapatan daerah;

tidak Dbertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;

tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan,;
dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan
taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk

melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah

program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan

sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana Kerja

Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
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Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman
penyusunan APBD.

Rancangan KUA memuat:

a) kondisi ekonomi makro daerah;

b) asumsi penyusunan APBD;

c) kebijakan Pendapatan Daerah;

d) kebijakan Belanja Daerah;

e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

f) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit

dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah,
asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah,
kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan
daerah.

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan program nasional yang tercantum dalam
rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program
provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah
provinsi setiap tahun ;dan

c) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran
sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan
sub kegiatan.

Sub kegiatan dapat dianggarkan:

a) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

b) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub
kegiatan tahun jamak.

Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang

tercantum dalam RPJMD.

Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling

sedikit:

a) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang
secara teknis merupakan satu kesatuan untuk

menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu
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penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun
anggaran berkenaan;

b) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggaran; dan

c) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggaran, antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan,
pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah
sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan
jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).

10) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, yang
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan
PPAS.

11) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun
Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati
berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud
merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

12) Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

13) Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dapat dilakukan secara elektronik.

. Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS

1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk
dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.

2) Bupati dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub
kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PAS yang

tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan
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DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan
PPAS.

Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang
memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS
ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat
minggu kedua bulan Agustus.

KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD
menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA
SKPD.

Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Persetujuan bersama paling sedikit memuat:

a) nama Kegiatan;

o

) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;

O

) jumlah anggaran; dan

d) alokasi anggaran per tahun.

Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan

sementara, Wakil Bupati bertugas untuk:

a) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRD; dan

b) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota
kesepakatan PPAS

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau

sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/

pelaksana tugas Bupati bertugas untuk:

a) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD; dan

b) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota

kesepakatan PPAS

10) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau

sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas
pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota

kesepakatan KUA dan PPAS.
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11) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama

rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam)
minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS
disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan
RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun
Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati
dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

c. Ketentuan Pelaksanaan

1)

2)

3)

4)

S)

Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman
penyusunan APBD diuraikan sebagai berikut:

a) TAPD menyiapkan  seluruh isi rancangan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan
anggaran yang terdapat dalam RKPD;

b) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari RKPD.

Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS

kepada DPRD.

Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA

dan rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada

muatan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama

berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan

PPAS.

Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan

rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan

nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara

Bupati dengan pimpinan DPRD.

d. Dokumen Terkait

1)

[lustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS
menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan

kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan
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peraturan perundang-undangan mengenai pedoman
penyusunan APBD.

2) Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS
antara lain sebagai berikut:
a) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (KUA);

b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
c) Nota Kesepakatan KUA;
d) Nota Kesepakatan PPAS;

e) Nota Kesepakatan Tahun Jamak; dan
f) Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub

Kegiatan.

a. [lustrasi Kebijakan Umum APBD (KUAPBD)

II.

III.

V.

VI.

VII.

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
TAHUN ANGGARAN ....

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2. Tujuan penyusunan KUA

1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak
terduga

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

STRATEGI PENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

VIII PENUTUP
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan
Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD
Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman
dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan

Pimpinan DPRD
Gubernur/Bupati/Walikota....

1 1

Nama Nama
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b. [lustrasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN ....

1. PENDAHULUAN
II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH
III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN

V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

V1. PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA .... dibuat
untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
APBD TA ... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara
Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap PPAS

............. Tanggal,.................
Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati/Walikota.....
3! i
A )
o] o]
Nama Nama

c. [lustrasi Nota Kesepakatan KUA
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan dx dbawah ini:

7 U USRS
Jabatan auboxnur/aup.u/wm SIS I——
aumt Xantor o S S =

L]

BRIEIRR: 000 D ceeprasdeonscurstnnesiemeve Snensapuees s Suvbamsnmay o5 ve

A Dt
zebagai Pimpinan DPRD bertindak zelaku dan atac nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinzi/Kabupaten /Xota®)......

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) diperiukan Xebijakan Umum APBD yang dizepakati Berzama antara
DPRD dengan Pemernntanh Daerah untuk selanjutnya dijadixan zedbagai dazar penyusunan
prioritac dan plafon anggaran zementara APBD TA ...

Berdazarkan hal terzedut di ataz, para pihak zepakat terhadap kebijakan umum APBD
yang meliputi aszumsi-atumsi dazar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ... Kedbjakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah. yang menjadi dazar dalam penyusunan Prioritaz dan Plafon Anggaran

Secara lengkap Kedjakan Umum APBD TA .... dizuzun dalam Lampiran yang menjadi zatu
kezatuan yang tidak terpizahkan dengan Nou Xezepakatan ini.

Demikianlah Nota Xezepakatan ini dibuat untuk dijadikan dazar dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ..

Gubernur/Bupati /Walikota.....

Selaku. Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

QUC Bee
- 2 W
}f A +

Nama Nama

I

Xy

Nama
WAKIL KETUA
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d. [lustrasi Nota Kesepakatan PPAS

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda ungan dx dawah ini:

RorBREEMR: 00 R ieseccensioneiue sesune RoRuey iR vide s e sH PSRN o
Javatan Gubcmux/mpan T b - R
Alamat Xantor S S ST ————
vertindak zelaku aan ataz nama pemerintah Provinzi/ Kabupaten/Kota™..........
S BETIIENRE 0 Siinisvdekeuseecnrninnineesaes siniaie pese s A ve odaliie
Jabatan . Ketus DPRD Provinzi/Kabupaten /KOotA..........c....
AN TRRDEE 5 epave sutosou goonws nnnass sunssesnanane somsay peniisus sporunon
b. Nama G mu e Do e o e S Y S e s Se s SR s
Jabatan akil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
AICEMEE OMINTEIE . S oo i doae siad st ohiiian isaiinive sasots nasuans sddass e
¢. Nama B buie weinsid o SisTOUS iy S0 W SRR D 5 e B SISO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Prvrin:i/nbuplun JKota.......ccuuueee
RIS DO s o i S e
zebagal Pimpinan DPRD bertindak zelaku dan atac nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinzi/Xabupaten /Kota")......

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) periu dizutun Prioritac dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
dizepakati berzama antara DPRD dengan Pamernntah Daerah, untuk zelanjutnya dijadikan
zebagal dazar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA

Berdazarkan hal terzedbut di ataz, dan mengacu pada kezepakatan antara DPRD dan
Pamerintah Daerah tentang Kebjakan Umum APBD TA ..., para pihak tepakat terhadap
Prioritaz dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan
pembiayaan daeran TA ..., Prioritac belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdazarkan
Urusan Pemerintahan Dan Program /Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA ..

Secara lengikap Prioritac dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... dizutun dalam

Lampiran yang menjadi zatu kezatuan yang tidak terpicahkan dengan Nota Kezepakatan ini.
Demilcdanlah Nota Kezepakatan ini dibuat untuk dijadikan dazar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... .
............. Tanggal,.....ccccuvnennne
) , Pimpinan DPRD
Gubernur /Bupati/Walikota..... Provinsi/kabupaten/Kota......
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
=
A
Nama Nama
KETUVA
0
i
Nama
WAKIL KETUA
2
Nama

WAKIL KETUA
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS] /KABUPATEN /KOTA. ...

NOMOHR..........
TANGGAL........

TENTANG
PELAKSANAAN S5UB KEGIATAN TAHUN JAMAK
(NAMA PEEER.JAAN)
PROVINS]/KABUPATEN /KOTA.......

Yang bertanda tmgm di bawah imi:
1. Nama == i s
Jabatan Guhemur,l' Bupad/Wali Kota.................
Alamat Kantor L et R e
bertindak celaku dan atac nama pemerintah Provinci/ Kabupaten/Kotal
celanjumya dizebut :e'l:-.:,gai FIHAK KEESATU.
2 a Namma 00 I e s
Jabaman : Ketua DFRD Provins fEabupaten (Kota. ...
Alamat KamboT o .veoeee s s rssssnnnss s emmannnssn e

Jabamn 'i'i.’-uj:l.l Eetua DPED ProvincifEabupaten fKom...............
Almmat EambtoT o oo s s ssssannsss s essannsssr e
d. DsL...........

cebagai Pimpinan DPRED bertndak celalku dan atacz nama Dewan Perwaldlan Ralorat
Diaerah (DFRD| Provinsif Kabupaten [Koma®)...... , selanjutnya dicebut cebagai PIHAK

Bahva PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA cepalat untuk melalkcanalkan kegiatan Tahun
Jamak di Provinzi fEabupaten®ota®] ... Tahun ..., Tahun ... dan {Tahun Seterucnya) yang

BABI
DASAR HUEUM

Pasal 1

[Berizcikan tentang Peraturan Perundang-Undangan atau Dacar Hukum yang melandaci
untulk sub kegiatan tahun jamak dimakouad

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Malccud dan tujuan Nota Kezepakatan ini adalah:

JEI
[-1-| D=t

[Bericikan malcoud dan tajuan Nota Kecepakatan ini)

e. [lustrasi Nota Kesepakatan Tahun Jamak
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BAB III
KEGIATAN/SUB EKEGIATAN TAHUN JAMAK

Pacal 3
Adapnan kegiatan foub kegintan Tahun Jamalk ... [Nama KEegiatan {Sub Kegiatan|, yang
Tib binya pelerjasn ... dengan pagua cenilai Bp... |terbilang);
r ) . Lo .
(2} bizya pelerjasn ... dengan paga senilal Ep... (terbilang];
r
[3) D=t

Pasal 4
Tib Dana anggaran kegatancub kegiaten Tahun Jamak beroumber dar Angparan
Pendapatan dan Belanja Daerah Provins (Eabupaten (Kota®) ....
T:-.‘r Jumlah anggaran kegiatan/oub kegiatan Tabun Jamak unmuk membizyai kegiatan foub
kepiatan cebagmimana dimalroud pads Pazal 3 celuruhoys berjumlah Bp... (eerbilang].
TE} Fincian anggaran leegiatan foub loegiatan sebagaimanas dimakoud dalam Pacal 3
&. biaya pekerjaan ... dengan perincian per talumn cebagei beriloar
1). Tahun ... cenilai Bp... [erbilang];
2]. Tahun ... cenilai Ep... [terbilang);
3. De=t.
b biaya pekerjaan ... dengan perincian per talnm cebagmi beriloae
1]. Tahun ... senilai Ep... [terbilang);
2]. Tahun ... cenilai Ep... [terbilang);
3]. Det.
c. D=t

BAB IV
PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5
Dana angparan kegatan oub kegiatan Tabun Jamak cebagaimana dimakeoud dalam Pacal 3
digumalkan untuk losgistan/oub kegiatan dar Tehun ..., Tahun ... dam Tahun ...

BABV
PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal &
r[ib Penpelolaan dana anggaran kegiatanfoub leegiatean Tabun Jamak dilakzanaksn oleh
Perangloat Dasrah terkait cecual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
T:-.‘r Peranglmt Daerah cebagaimana dimaksud pada ayat |1] dilalccanaloan oleh Dinacs ...
Provins / Kabupaten Kota®) .......

BAB VI
PENYESUAIAN HARGA
Pasal 7
TE} Dzt
BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal &

Pertangpungjemmban dana anggaran lkegiatan Tahun Jamak menpacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangamn.
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BaB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pazal 9
Hal-hal yeng belum distur dalam [Nofa Eesepskatsn ini sepsnjsng mengena
pelalsanaannys, skan ditetapkan lebih lanjut dengan Pershoan/Keputuzan PIHAK

Demikisn Nota Kesepakatan ind dibuat rangkeap 2 (dus) bermaterai cubup, masing-masing
mempnyal kelouatan hukom yang sama.

Pimpinan DPRD
Provinsi {kabupaten (Kota......
Selal, Selak,
FIHAK PERTAMA PIHAK EEDUA

i i

Nama HNama
EETUA

Gubernur/Bupati (Walikota.....

¥
i

]

Hama
WAKIL EETUA

]

Hama
WAKIL EETUA
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BERITA ACARA KESEPARATAN
ANTARA
GUBEENUR/BUPATI/WALI EOTA......
DENGAN
KETUA DPRD PROVINSI [KABUPATEN/KOTA.......

NOMOR..........
TANGOGAL........

TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM REPD

TAHUN ANGGARAN ...
Yang bartanda tangan di bawah ini:
1. Kama e h e e e e
Jabatan : GubernurfBupat,/Wak Kota.................
AlAmAt KADIDT  © oo s er s

bartindak salaku dan atas nama pemarintah Provine) Eabupaten /Kot LN

Nama e h e e e e

Jabatan : Ketua DPRD ProvindfKabupatun EKota...............

AlAmAt KADIDT  © oo s er s

bartindak celaia dan atar nama Dewan Perwakilan Raiyat Dasrah (DPRD)
Provinzi/EKabupaten Kota........cooeveeevannas

[

Dangan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan iegiatan foub kegiatan baru pada KUA
dan FPAS TA.... yang tidak terdapat dalam REPD Provind/Eabupaten /Kota..... TA......
yang celanjumya cocara lengicap peanambahan kegiatanfcub kegiatan baru dimakcud
diturun dalam Lampiran yang menjadi tatu kecatuan yang tidak terpizahican dengan Berita
Acara Kerapakatan ini.

Bordacarkan hal tertebut di atac, guna menindaklanjut Pacal 343 ayat (2| dan ayat (3)
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluat Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluari Rancangan Peraturan

Dasrah Tentang Rencana Pambangunan Jangka Panjang Dasrah dan  Rencana
Pambangunan Jangka Menengah Daerah, teria Tata Cara Parubaban Rencana

Pambangunan Jangka Fanjang Dasrah, Rencana Pambangunan Jangka Manengah Dasrah.
dan Rancana Kerja Pamerintah Dasrah, maka pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ...,
dibuatlah Berita Acara Kezepakatan ini.

Damikianlah Berita Acara Ketepaicatan mni dibuat untulc dijadikan dazar dalam panyurunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA...........

Egtua DPRD
Cruheram [ Frapnti/ Walinta. Provinsi/kabupaten [Kota......
I oL
ard Iy

Nama Nama
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2. RKA SKPD
a. Ketentuan Umum RKA SKPD

1)

2)

3)

4)

Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA
SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah
rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati.

Surat Edaran Bupati paling sedikit memuat:

a) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan
sub kegiatan yang terkait;

b) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana
pendapatan dan penerimaan pembiayaan;

c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan

d) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode
rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja,
standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan
APBD.

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu

hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan

pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain:

a) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber
pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi;

b) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus
sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer
khusus berkenaan;

c) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana
jalan sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak
kendaraan bermotor/pendapatan bagi hasil berkenaan.

d) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan
pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari
pendapatan dana alokasi umum.

Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan

PPAS, serta mengacu pada Surat Edaran Bupati tentang

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.



5)

6)

7)

8)

9)
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Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD

mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub

kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan
semester pertama tahun anggaran berjalan.

Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dapat

dilakukan secara elektronik.

RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan

penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai

dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan

Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan

setiap tahun.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan:

a) Kerangka  Pengeluaran Jangka  Menengah  Daerah
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara
bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program,
kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun
anggaran  berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.

b) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan
seluruh proses perencanaan dan penganggaran di
lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana
kerja dan anggaran.

c) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan:
(1) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang

diharapkan dari sub kegiatan;
(2) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
(3) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan

penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:

a) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang
akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang
direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil,

b) Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja
yang akan dicapai dari keadaan semula dengan

mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi,
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dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan
dan sub kegiatan;

c) Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari
suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu
sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur;

d) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran
atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu sub kegiatan;

e) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan
jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan
mempertimbangkan standar harga satuan regional;

f) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan
barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan
pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan

g) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur
kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan
wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal.

10) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan
pendekatankerangka pengeluaran jangka menengah daerah,
penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja
serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD
mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub
kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan
semester pertama tahun anggaran berjalan.

11) Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan
sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum
diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau
diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun
berikutnya dari tahun yang direncanakan.

12) Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi,

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal,
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dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi

pada masing-masing SKPD.

13) Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer
dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.

14) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah
dianggarkan dalam RKA-SKPD pada:

a) SKPKD;

b) SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola
pengelolaan keuangan BLUD;

. Ketentuan Dokumen RKA SKPD

1) Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dapat
dilakukan secara elektronik.

2) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan
maju untuk tahun berikutnya.

3) Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah,
organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan
diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4) Rencana belanja memuat informasi mengenai:

a) urusan pemerintahan daerah memuat urusan
pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas
dan fungsi SKPD.

b) organisasi memuat nama SKPD selaku PA.

c) standar harga satuan.

d) RKBMD.

e) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja,
tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai
dari program, kegiatan dan sub kegiatan.

f) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

g) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan

SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.



5)
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h) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan
dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

i) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian
objek.

Rencana Pembiayaan memuat kelompok:

a) Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk
menutup defisit APBD, yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
penerimaan pembiayaan.

b) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk
memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing
diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub

rincian objek pengeluaran pembiayaan.

c. Ketentuan Lain Terkait RKA SKPD

1)

2)

3)

4)

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran
akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan
mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar
KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD.
Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan
tahun terakhir wuntuk pencapaian prestasi kerja yang
ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun
yang direncanakan.

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata
kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD
disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.

Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD
yang melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan

kode rekening APBD.

d. Ketentuan Pelaksanaan

1)

2)

3)

TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD.

TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD ke Bupati untuk diotorisasi.

Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam
menyusun RKA-SKPD.
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4) Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan
PPAS serta Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD mengikuti ketentuan umum RKA- SKPD dan
Ketentuan terkait Dokumen RKA-SKPD di atas.

5) Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai
bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD.

. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD
menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan
kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.
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[lustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD disajikan

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ...

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGEAT DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN
ORGANISASI

Pengruna Angparan

a Nama S

b. NIP e,
¢. Jabatan S

(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN...

Kode

Nama Formulir

REA-PENDAPATAN SKPD

Rincian Anggaran Pendapatan SEPD

REA-BELANJA SKPD

Rincian Anpgaran Belanga SKPD

REA-PEMBIAYAAN SKPD

Rincian Anpraran Pembiayaan Daerah SKPD

REA REEAPITULASI 4|

Ringkasan APBD

Rekapitulasi Belanya per urusan

Rekapitulas: Belanja per urusan dan program

Rekapitulasi Belanja per urusan, program dan kematan

Rekapitulaz Belana per Jenis Belanja

Dhsetuyw oleh,
Pengruna Anggaran

o
f

NIP: ...
Keterangan:

Disiapkan oleh,
Sub Baman Prosram

*] jumlah dan jeniz rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI dapat
disesuaikan dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan,
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Halaman ............
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGEAT DAERAH
— REA -
Provinsi/ Kabupaten [ Kota. .. SKPD
Tahun Anggaran...
Organizaci & - X - e ——
Ringlazan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangleat Dasrah
Kode Jumlah
Uraian
Rekening IFpl
1 2 3
Pendapatan Daerak
Pendapatan Aczli Dasrah
Pajak Daerah

Eetribuzi Dasrah

Hacil pengelolaan keleayasan dasrah yang
di pizahlan

Lain-lain pendapatan acli dasrah yvang

Pendapatan Tranczfer

Tranzfer Pemerintalh Puzat

Tranzfer Antar Dasrah

Lain-lain Pendapatan dasrah yang zah

Hibah

Dana damarat

Lain-lain pendapatan cecuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Belanja Daerah

Belanja Cperaci

Belanja pegawai

Belanja b.:u'ms dan jasza

Belanja l:n:_nsa

Belanja cubsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan zozial

Belanja Modal

Belanja modal tanah

Belanja modal peralatan dan mezin

Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigaci

Belanja modal azet tetap lainnya

Belanja modal azet tdak bervruajud

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terdugn

Belanja Transzier

Belanja bagi hacil

Belanja bantuan keuangan

Surpluc f [Deficit]
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Halama.............
RENCANA KER.JA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KER.JA PERANGEAT DAERAH REA-
Provins/ Kabupaten/Kota ....... PENDAPATAN
Tahun Anggaran ... SEPD
Crpamzaz ; LIOLIOX
Fincan Angraran Pendapatan Satuan Eerja Peranckat Daerah
Fincian Perhr
Kode Rekening Uraian Vohame/ mgﬂ;aﬂ; Jumla
o Harga (Rl
Jumlah!
.......... tanggal.........
Eepala SKPD
i
A
o
Nama
NIF:

Pembahazan
Tanggal
Catatan

1.
2.
Dt

Tim An Pemerintah Dasrah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1
2
Dt
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Halaman...........

FEMCANA EERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGEAT DAERAH

Provinsi/Kabupaten fKota. ..
Tahun Anggaran...

REFKAFTTULASI
FEA-BELANIA
SEPD

|Organisasi

Rekapitulasi Angparan Belanja Berdasarlean Program dan Kegiatan

Kode

LIrusan

Suhb
Uru=an

Pragrarm

Begia lan

Suh
Kegiatan

Juarnlah

Tahun n

13 Sumber Lolemsi
Taiar kAl i
Diama Tahun-1 | Belanjs | Balanja E'.,I,'EIT_'I;:E. Belanja
a

Operazi| Modal Tramef=
perac odal Terduga amcfer

Tahum+i
Jumlah =

Urigan ...

Bidang Urusan ...

Frogram ..

Keglatan ...

Sub Keglatan ...

dst ...

H-E'E,LE.!&I:] .en

dst ...

Urmigan ...

Bidang Urusan ...

Frogram ..

Keglatan ...

Sub Keglatan ...

dst ...

Keglatan ...

dst ...




Urusan ...
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Bidang Urusamn ...

Program ...

KEE.ial..u.n .

Sub Kegiatan ....

dst ...

Kzﬂ;ial..u.n .

dst ...

e e tATIEEAL
Diziaplcan oleh,
Kepala SEPD

Mame
]
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o T T T —

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA FERANGEAT DAERAEH

FProvinzifEKabupatan fEKeta ...
Tahiin ARGEEREn...

Formulir
REA-EELAMIA
SEPD

Eincian Ansraran Balangje Msoorot Proprom dan Kepmatan

Uraran Peamarntah - x [
Eidome Unazan o EEELIEE [
Prosram B - eiceaceaceeceereoeans
Elm s o I IoE eioiaosamesssaesias
Drpomicoct - I Tor [
Unig o ELEELIEE [ —
Alokoo Takun -1 [ bilamy

Alcknri Takun [mrbilome

Alcknrs Takum +1 jtar b lamd

Indileater dan Talak Ulnar Kinarja Kepotan

[ndilcaitor Telak Uknur Ko Torest Kinasyo
Blnzualkenn
Ela luniroas
Hae:l

Belonpek Sakaran Kegiatand ...

Sub Karatan o oL IoE
Bumbar Pandanaan & ..........
Lakazi : |Provinzd compa: kscamatan. KabfKate sampod DecafKabarolon|
Kaluaron Bub Kama - (luanttar. desoman catuan disamaloan daneson foub osmatan)
Welcty Pulokeranaan = Mulai._. .. Bamgmi. . ...
Elm ta romson, B
Eincian Perhitompan
Hods Ralaning Uradan Hoa fiziameid Hpiamm Harpa ey Tﬂm
J Waluma Sotuom °
Jumleh Anemarox Sub Kepatan
Sk K o ELIELIEE

Bumber Pandanaan & ....coeoee

Laka=i : |Provinzi compa: kescomatoan, Kab/Eoto carmpoi Deecof Eshorokhon|

Ealuaron Sub Kapa : (Kuanstas. denpan catuan dizamalan daneon feub lespatan)

Wakia Palokoamaan & Muilai...... [STTHET T T —
Eon tarocmpam, H
Fincian Perhitomesn
. Jumlah
Kods Falamzne Uredan Keomfiziamezi 5 Haxpa mE
f Valiums Sotuan ° o)
Jumlok Anpraron Sub Espatoan
SRR I 1T 11 I—
HKapala 3XFD
e
]
a
'-\.'==ﬂ
HIP: ...
Pammbohocon
Tanemal T
Catatan [T
Dzt
Tim Anseoron Pamarintah Dosrakh:
HNa azrn NIF Jabatan Tanda Tangan
det
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REMCANA EERJA DAN ANGGARAN Farmlie
SATUAN KERJA PERAMGEAT DAERAH REA-
Provine / Kabugaten /Kota ... PEMEBIAYAAN
Tahun Anggaran ... SKPD
| O g sasi | RN M
Rincian Anggeran Pembiavann Dacrah
, . Jum lah
Kade Eek u
R e (Rp)
Jumlah Penerimaan Pem basvanmn
Jumlah Pengeluaran Pemba i
Kepala SKPD
i
MIF: ...
Pembahasan
Catmtan
l.
z.
D=t
Tim .'I.I:IEEIIIHJ‘.I Pemenntah Dasrah:
Mo Hem i MIP Jabiatan Tandn taingan
1
2
(8793
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A. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

1. Ketentuan Umum

a. Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda

tentang APBD, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD.

b. Proses penyiapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dapat dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD

a. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD memuat

lampiran sebagai berikut:

1)

2)

3)

ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian

objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis,

objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati penjabaran

APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara

lain:

a)

b)

c)

d)

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah;

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial;

daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

Rincian dana otonomi khusus menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas

Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
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program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

g) Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/
kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda
tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan
Negara.

4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Perbup penjabaran APBD.

b. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disertai
penjelasan, yaitu:

1) Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum pendapatan.

2) Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus
dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber
pendanaan sub kegiatan.

3) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok
penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan
untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

3. Dokumen Terkait

a. Ilustrasi dokumen lampiran Bupati tentang penjabaran APBD
menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan
kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

b. Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Bupati penjabaran APBD
pada tahapan Penetapan APBD disajikan sebagai berikut:

1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian
objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis,
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;
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rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati penjabaran
APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah
dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat
disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi
yang dibutuhkan); dan

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Peraturan Bupati penjabaran APBD (jumlah dan jenis dokumen
rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau

ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).
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a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;

PROVINSI /KABUPATEN /KOTA ........
FINGEASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIEASI MENURUT KELOMPOE,

JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumlah [Bpj
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daersh

4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PEB)

4.1.01.01.01 [PEB-Mokil Penumpang-Sedan

Rincian Objek selanjuinys Sesual peraturan perimdang-
undangan menpenal  Klasifilkasi, Kodefilkasi  den

10100 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Eeuangan
Daerah.
Objels  selanjuinya Sesusl  peratursn  penmdang-

1101 undangan menpenal  Klasifilkasi, Kodefilkasi  den
Nomenklatr Perencanaan Pembansunan dan Eeusngan
Daerah.

4.1.02 Refribusi Daerah

4.1.02.01 Refribusi Jasa Umum
2.1.02.01.01 [Retribusi Pelayanan Kesehatan
Rincian Objek selanjuinys Sesual peraturan perimdang-
undangan menpenal  Klasifilkasi, Kodefilkasi  den
Nomenklatr Perencanaan Pembansunan dan Eeusngan
Dzerah.

Objek selanjuinys Sesusi peraturan perumdang-
undangan menpenal Klasifilasi, Kodefiloasi dan
Nomenklatur Perencanssn Pembangunan dan Erusngan
Dzerah.

210201

2.1.02xx

4.1.03 Hasil Penpelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagian Laba yvang Dibapikan kepada Pemerintah Daersh

Rincian Objek selanjuinys Sesual peraturan perimdang-
indangan  mengenal  Elasifikessi,  Eodefilkssi  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objels  selanjuinya 5Sesusi  peratursn  penmdang-
indangan  mengenal  Elasifikessi,  Eodefilkssi  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dzerah.

410301

4103 x
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4104 Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.04.01 Haszil Penjualan BMD vang Tidak Dipisshlcan
41040101 |Hasil Penjuslan Tansh
Fincian Ojek selanjuinya Sesuai peratursn perundang-
. . undsngan mengenal Klasifikasi, Kodefilcasi dan
e J P — Pembangunan dsn Keusngan
Daerah.
COhjek selanjuinya Sesual peraturen perundangs-
1 04 undsngan mengenal Klasifikasi, Kodefilcasi dan
L Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keusngan
Daerah.
4.2 Pendapatan Transfer
4201 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbanzan
4.201.01.01 |Dana Transfer Umum-Dana Bagl Hasil (DEH)
Rincian Objek selanjunya Sesuai peratursn perundang-
2901011 undangan menzena Klasifilas Kodefileaszi dan
T Nomenklahur Perencanaan Pembangunan den Erusngan
CDaerah.
COhjek selanjuinya Sesual peraturen perundans-
4.2 0lxx undsngan mengenal Klasifikasi, Kodefilcasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Keusngan
Daerah.
4202 Pendapatan Transfer Antar Dasrah
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil
42020101 |Pendapatan Bag Ha=il Pajak
Rincian Objek selsnjuinya Sesusi peratursn pernumdang-
220001 1 undsngan mengensi  Hlasifikasi  Hodefikssi dean
T Nomenklatur Perencanasn Pembanpunsn dan Keusngan
Daerah.
Objek  selanjuimya Sesusl  peraturan  penmdang-
4700 undsngan mengensi  Klasifikasi EKodefikasi dan
Nomenklatur Perencansan Pembansunsn dan Keusngan
Daerah.
43 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
430 Pendsapatan Hibah
43.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
43010101 |Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Fincian Ohjek selenjuinya Sesual peraturan perundans-
2301015 undsngan mensensi  Klasifikasi  Kodefikasi  dan
T Nomenklatur Perencansan Pembansunen dan Keusngan
Daerah.
Objek  selanjuinya Sesusl  peraluran  perundans-
4301 undsngan mensensi  Klasifikasi Kodefikssi dan

Nomenklatur Perencanean Pembansunsn dan Keusngan
Daerah.
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43.02 Dana Derurat
43.02.01 Dana Darurst
43.02.01.01 |Dana Derurat
Rincian Objek selanjutnys Sesual peraturan perundsang-
4302 013 1}:‘.&3.::53.11 mengenai  Klasifilkasi, HKodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjuimya  Sesusi peraturen  perundsng-
4309 mx 1}:‘.&3.::_53.11 mengenai  Klasifilkesi, HKodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Keuangan
Daerah.
4103 Lain-lain Pendapatan S_e:-‘.usj denzan Ketentuan
Peraturan Perundane-Undangan
43.03.01 Lain-lein Pendapatan
43.03.01.01 |Pendapatan Hibeh Dena BOS
RFincian Objelk selanjutnys Sesuai peraturan perundsang-
4303.0] 5 1}:‘.&3.::53.11 mengenal  Klasifilkasi, Eodefikasi  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  szelanjuimya Sesusi peratursn  perundsng-
43035 1}:‘.&3.::53.11 mengenal  Klasifilkasi, Eodefikasi  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Keuangan
Daerah.
5 Belanja
g1 Belanja Operasi
5101 Belanja Pesaweal
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjanzan ASN
5.1.01.01.01 |Belanja Gaji Polook ASH
RFincian Objek selanjutnys Sesusl peraturan perundsang-
5101005 undsngsn  mengenal | Klasifileasi,  EKodefikasi  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Keuangan
Diaerah.
Objek  selanjuimya  Sesusi peraturen  perundsng-
510l 1Enda.nga.u mengenal  Klasifikas], Eodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Keuangan
Diaerah.
5.1.02 Belanja Barane dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 |Belanja Bahan Palcai Hebis
Fincian Objek sslanjutnys Sesual peraburan perundsmng-
5100015 1}:‘.&3.::55.11 mengenal  Klasifilkasi, Eodefikasi dan
Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dasrah.
Objek  selanjubmva  Sesusi  peraturan  perundsng-
. undsngsn  mengenal  Klasifileasi,  Kodefikasi  dan

Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.1.03

Balanja Bungs

5.1.03.01

Balanja Bungs Utsne Pinjamsn kepads Pemerintah
Pusat

5.1.03.01.01

Balanja Bumgs Utsng Pinjamsn kepeda Pemerintah
Pusat atas Peneruzan Pinjaman Dralam Megeri-Jangks

LMenengah

5.1.03.01 xx

Fincian Objek selanjuinya Sesusi peraturan perundamng-
undangan menpenai  Klasifikasi, EKodefikasi dan
Nomenklatur Perencanasn Pembanpunan dan Keuangan
Diaerah.

5.1.03xx

Objek selanjutnys  Sesual  perafuran  perundang-
undangan menpenai HElasifikssi HKodefikasi dan
Nomenlklatur Perencanasn Pembanpunan dan Eenangan
Daerah.

2.1.04

Belanja Subsidi

5.1.04.01

Belanja Subsidi kepada BUMN

5.1.0401.01

Belanja Subsidi kepada BUMN

5.1.0401 xx

Fincian Objek selanjuinya Sesusi peraturan perundamng-
undangan menpenai HElasifikssi HKodefikasi dan
Nomenldatur Perencanasn Pembanpunan dan Eenangan
Daerah.

Objek selanjutnys  Sesual  peraturan perundang-
undangan menpenai Hlasifikmsi, Kodefikasi dan
Nomenldatur Perencanasn Pembanpunan dan Eenangan
Daerah.

5.1.05

Balanja Hibah

5.1.05.01

Balanja Hibah kepads Pemerintah Pusat

5.1.05.01.01

Belanja Hibah Usne kepada Pemerintah Pusat

5.1.05.01 x

Fincian Objek selanjuinya Sesusi peraturan perundamng-
undangan menpenal  Elasifikasi, HKodefilkasi dan
Nomenlklatur Perencanasn Pembanpunan dan KEeuangan
Diaerah.

5.1.05xx

Objek selanjutnys  Sesual  perafuran  perundang-
undangan menpenai Hlasifikasi, HKodefikasi dan
Nomenlklatur Perencanasn Pembanpunan dan Eenangan
Daerah.

5.1.06

Balanja Bantuan Sosial

5.1.06.01

Balanja Bantuan Social kepada Individu

5.1.0601.01

Belanjs Bantuan Sosial Usng yvang direncansloan kepada
Individu

5.1.06.01 x

Fincian Objek selanjuinya Sesusi peraturan perundamng-
undangan menpenal  Elasifikasi, Kodeflkasi dan
Nomenlklatur Perencanasn Pembanpunan dan KEeuangan
Daerah.

5.1.06.xx

Objek selanjutnys  Sesual  perafuran  perundang-
undangan menpenai  Klasifikasi, EKodefikasi dan
Nomenldatur Perencanasn Pembanpunan dan Eenangan
Daerah.
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5.2 Belanja Modal
5.2.01 Belanja Modal Tansh
5.2.01.01 Belanja Modal Tansh
52010101 |Belanja Modal Tansh Persil
Fincian Objek selanjutnys Sesusi peraturan perundang-
301013 undangen mengensl  Hlasifilkssi,  HEodefikasi  dan
Nomenklatur Perencanasn Pembangunan dan Kenangan
Daerah.
Objek  selanjutmya Sesusi peraturan  perundang-
_ undangen mengenal  Klasifilkesl, EKodefikasi  dan
52013 Nomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Kenangan
Daerah.
5.2.02 Belanja Modal Peralaten dan Mesin
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar
52020101 |Belanja Modal Alat Besar Diarat
Fincian Objek selanjutnys Sesusi peraturan perundang-
~ undangen  mengengl  Klasifilessi,  Eopdefikasi  dan
20201 Nomenklatur Perencanasn Pembangunan dan Kenangan
Daerah.
Objek  selanjutmya Sesusi peraturan  perundang-
5307 undangsn mengena  Klasifikasi, Hodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Keuangzan
Daerah.
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Benpunsn
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung
5.203.01.01 |Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat EKerja
Fincian Objek selanjutnys Sesusi peraturan perundang-
_ undangen mengenal  Klasifikssl, Kodefikasi  dan
5-2.03.0% 3 Nomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjuinya Sesusi  peraluren  perundang-
_ undangen mengenal  Klasifilkesl, EKodefikasi  dan
52,033 Nomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Kenangan
Daerah.
5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Iripgsi, dan Jaringan
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dsn Jembatamn
52040101 |Belanja Modal Jalan
Fincian Objek selanjutnys Sesusi peraturan perundang-
~ . undangen  mengengl  Klasifilessi,  Eopdefikasi  dan
320801 Nomenklatur Perencanasn Pembangunan dan Kenangan
Daerah.
Objek  selanjutmya Sesusi peraturan  perundang-
53041 undangsn mengena  Klasifikasi, Hodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Keuangan
Daerah.
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2.205 Belanja Modsl Aszet Tetap Lamnys
2.205.01 Belanja Modal Bahan Perpustakasn
3.20501.01 |Belanja Modal Bahan Perpustakasn Tercetak
Emaan Objek selanjuinya Sesusi peraturan perundang-
59 05.00c undangan menpens1  Klazfikss:, Kodefikazm dan
R Nomenlkdatur Perencanaan Pembansunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selamjutnya Sesumi peraturan  perundang-
= 705 undangan mengens1 Klasfikss: Kodefikasn  dan
o Nomenldatur Perencansan Pembangunan dan Keuangan
Diaerah.
2.2.06 Belanja Modal ...
2.206.01 Belanja Modal ...
5.206.01.01 |[Belanja Modal ...
Emaan Objek selanjuinya Sesuzn peraturan perundang-
5 306,011 undangan menpens1  Klamfikss:, Kodefikazm dan
T Nomenldatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selamjutnya Sesumi peraturan  perundang-
5 7 06 undangan mengensi Klazfikss:, Kodefikszm dan
o Nomenldatur Perencansan Pembangunan dan Keuangan
Diaerah.
2.3 Belanja Tidak Terdugs
2.3.01 Belanja Tidak Terdugs
530101 Belanja Tidak Terdugs
33010101 |Belanja Tadak Terdugs
2.4 Belanja Transfer
2401 Belanja Bag Hazl
540101 Belanja Eaﬁ Hazil Pgjak Daerah Kepada Pemerntahan
S Kabupaten/Kota dan Desa
= 4010101 Belanja Baz Haszl Pajak Daerah Kepada Pemenntahan
T Kabupaten/Kota dan Desa
Emaan Objek selanjuinya Sesusi peraturan perundang-
S 401.00m undangan menpens1  Klazfikss:, Kodefikazm dan
T Nomenldatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dizersh.
Objek  selamjuinys Sesumi  peraturan  perundans-
S 401 undangan mengens1 Klasfikss: Kodefikasn  dan

Nomenldatur Perencanssn Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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2.4.02 Belanja Bantuan Keuanzan
2.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provins
54000101 E:::.;Emnm Eeuangan Umum antar Dasrah
Fincan Objek selanjuinya Sesus peraturan perundang-
=400 0la undsngan mengens1  Klasifikasy,  Kodefikasi  dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Keuanpan
Dasrah.
Objek  selanuinya Sesus1 peraturan perundang-
S 400 xx undsngan mengens1  Klasifilkbas,  Kodeflkas: dan
o Nomenklatur Perencanssan Pembanpunan dan Keuanpan
Dasrah.
Jumlah Belama
Surplus / (Defi=t)
B Pembiayaan
6.1 Penenmaan Pembigyaan
6.1.01 o153 Lebih Perhitungan Angraran Tahun Sebelumnya
6.1.01.01 Pelampauan Penenimaan PAD
£.1.01.01.01 [Pelampauan Penenmasn PAD-Pajak Daersh
Rincan Objek selanjuinya Sesuz peraturan perundang-
£ 1010l undsngan mengens1  Klasifikasy,  Kodefikasi  dan
I Nomenklatur Perencanssan Pembanpunan dan Keuanpan
Dasrah.
Objek  selamuinya Sesus1 peraturan perundang-
6100 undsngan mengens1  Klasifilkbas,  Kodeflkas: dan
Nomenklatur Perencanssan Pembanpunan dan Keuanpan
Daerah.
6.1.02 Pencairan Dana Cadangsn
6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangsn
£.1.02.01.01 [Pencawran Dana Cadangan
Fincian Objek selanjuinya Sesus peraturan perumdang-
£ 1.0000a undsngan mengens1  Klasifikasi,  Kodefikasy dan
T Nomenklatur Perencanasn Pembanpunan dan Keuangan
Dasrah.
Objek selanuinya Sesum peraturan perundang-
£ 100 undsngan mengens1  Klasifikasy,  Kodefikasy  dan

Nomenklatur Perencanssan Pembanpunan dan Keuanpan
Dasrah.
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6.1.03

Has=il Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipizahlean

6.1.03.01

Hazil Pemjualan Eeksyasn Daerah ysng Dhipisahkan
pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

6.1.03.01.01

Hazil Penmpualan Keksyasn Daerah yang Dipisahkan
pada BUMN

6.1.03.01 xx

Rincan Objek selanjutnys Sesuai peraturan perundang-
undangan mengena  Klasifikas; Kodefikasi  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

6.1.03.mx

Objek  selamjutmya  Sesuami  peraturan  perundang-
undangan mengena  Klasifikas; Kodefikasi  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.04

Penerimasn Pinjaman Daerah

6.1.04.01

Pimjaman Daerah dan Pemenntah Pusat

6.1.04.01.01

Pimjaman Daersh dan Pemenntah Pusat Penerusan
Pimjaman Dalam Negen-Jangks Menengah

6.1.04.01 xx

Rincan Objek selanjutnys Sesuai peraturan perundamng-
undangsn mengena Klasifikasy Kodefikasi  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuansan
Daerah

6.1.04.mx

Objek  selamjutmya  Sesuami  peraturan  perundang-
undangan mengena  Klasifikas; Kodefikasi  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.05

Penenimasn Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

6.1.03.01

Penenmasn Kembah Pembenan Pimjaman Daerah
kepads Pemenntah Pusat

6.1.03.01.01

Penermasn Kembal Pemberian Pimjaman Daerah
kepada Pemenntah Pusat

6.1.03.01xx

Rincan Objek selamjuinya Sesusn peraturan perundang-
undangan mengenam Klasfikasi Kodefikasa  dan
Nemenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.03.m

Objek  selamjuitnya  Sesum  peratursn  perundang-
undangan mengenam Klasfikasi Kodefikasa  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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Peperimasn Pembiayasn lainnya cecusai  dengan

6.1.08 ketenfuan peranuran pernondang-undangan
6.1.06.01 Penerimasn Kembali Pinjaman BLUD
6.1.06.01.01 |Penerimasn Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendelk
Fincan Objek selanjutnya Secuai peraturan perundeang-
6.1 06,01 90 undangan mengenai Elacifikaszi, Eodefilbasi dan
Homenlklatur Perencansasn Pembangunan dan Eeuangan
Draerak.
Objek  celanjumyn  Sesual  peraturan perundang-
6.1 0B 2ot undangan mengensai  Klacifikasi, Eodefilad dan
Nomenllatur Perencanasn Pembangunan dan Esuangan
Dasrah. |
Jurnlah Pensrimasan Pambiayasn |
|
6.2 Pengeluaran Pembiayaan |
6.2.01 Pembentuloan Dans Cadangan |
6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan |
62010101 |Pembentulan Dana Cadangan
Fincan Objek selanjutnya Secuai peraturan perundeang-
6.2 01.0%.900 11_.r.|:1a.1:|.;:_r_a.11 mengenai Elacifikasi, Kodefilkad dam
Homenlklatur Perencanasn Pembangunan dan Esuangan
Draerak.
Objek  celanjumya  Secuai peraturan perundang-
.7 08 o undangan mengensai Klacifikaszi, Eodefilasi dan
Homenlklatur Perencanasn Pembangunan dan Esuangan
Dasrah.
6.2.02 Pemyertaan Modal Dasrah
6.9 02.01 P::n].'l:'l.'t.u.m :'._!n-d.rd Daerah pads Badan Uszaha MMilik
Negara |(BULMN]
5.2.02.01.01 |Penyertasn Modal Daerah pada BURDY
Fincan Objek celanjutnya Secuai peraturan perundang-
6.7 0204 2 11_.r.|:'la.1:|.;:_r,a.11 mengenai Klacifikaci, EKodefikazi dan
Homenlklatur Perencanasn Pembangunan dan Esuangan
Dasrah.
Objek  melanjutmyn  Semual peraturan perundeng-
6.7 02 = undangan mengensi  Elacifikeasi, Eodefilad dan
Homenlklatur Perencansasn Pembangunan dan Eeuangan
Draerak.
5.2.03 Pembayveram cicilan pokok Utang Yane Jatuh Tempo
6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Dasrah dari Pemerintah Pucat
6.2 03.00.01 Pembayeran Pinjaman Diaerah dari Pemerintah Puacsat-
Penerucan Pinjaman Dalam Negeri-Jangkca Menengah
Fincan Objek celanjutnya Secuai peraturan perundang-
6.7 0304 20 undangan mengensi  Elacifikeasi, Eodefilad dan
Homenlklatur Perencanasn Pembangunan dan Esuangan
Dasrah.
Objek  celanjutmya  Secual peraturan  perundang-
6.3 03 oo undangan mengenai Elacifikaszi, Eodefilbasi dan

Homenlklatur Perencansasn Pembangunan dan Eeuangan
Draeralk.




- 107 -

e« S

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.0+.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Puzat
6.2.04.01.01 |Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Puzat
Eincian QObjek selanjutmys Secuai peraturan perundang-
6.2 04.01 2 undangan mengenai Elacifikeari, Kodefilkbasd dan
e Nomenklatur Perencanaan Pembanpunan dan Eecangan
Daerah.
|Objek  zelamjuimya Seuad peraturan perundang-
6.2 04m undangan mengenai Elacifikeari Kodefilkeas dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KEevangan
Daerah.

pengeluaran  Pembiayaan lainnya cecuai  denpgan

6.2.03
|esteniuan peraturan perundang-undangan
6.2.05.01 Pinjaman BLUD
6.2.05.01.01 |Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
Eincian Objek zelanjutnya Secuail perafuran perundang-
6.2.05.01 3¢ undangan mengenai Elacifikeari, Kodefilkbasd dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembanpunan dan Eeuanpgan
Daerah.
|Objek czelanjumya Serusi peraturan  perundang-
6.7 05 .m undangan mengenai Klacifileari Kodefileasi dan
- Nomenilatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Jumlah Penpeluaran pembiayasn
Pembiayaan Neto
6.3 Siza lebith pembiayman anggaran tabun berkenaan

JiSILPA]

Gubernur)Bupat Walikota

¥

)

Nama

[ | |
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b. Penjabaran penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek,

dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan:

PROVINSI/KABUPATEN,/KOTA ......_.
PENJABARAN APEBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGEREANM, KEGIATAN,
SUB EEGIATAN, KELOMPOEK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELAMN.JA, DAN PEMBIAYAAT
TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH
KODE REEKENING URATAN JUMLAH DASAR HUKLTM
4 o Pendapatan
4 xmox Pendapatan Asli Daserah
4 x.oxx Fajalk Daerah
E e e w Fetribusi Daeral
Haszil Pengelolaan Kelkayvaan Daerah Yang
4w S
Dipisahlan
4 x.ox Lain-lain PAD Yang Sah
4 x.oxx Pendapatan Transfer
4 x.xx Fendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4 X Pendapatan Transfer Antar Daerah
4 XX Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4 x.ox Fendapatan Hibah
g o= 4 Danas Darurat
JP— Lain-Lain Pendapatan Sesual dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan




- 109 -

BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintashan |: x

Bidang Urusan i o ol

Organisasi o ol

Unit Oreanizasi i ol ol

Program i ol ol

Indikator Hasil :

Kegiatan... 1) X000

Indikstor Keluaran e

Sub Kegiatan ...1) X000

Indikator Keluaran :

KODE REKENING TURATAN JUMILAH DASAR HUEKLUM

5. Belanja
5. Belanja Operasi
o LXX Belanja Pegawal
5. Belanja Barang dan Jasa
5. Belanja Bunea
b X Belanja Subsidi
b X Belanja Hibah
b X Belanja Bantuan Sosial
5. Belanja Modal
5. Belanja Modal Tanah
5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
DX Belanja Modal Bangunan dan Geduns
DX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5. Belanja Modal Azet Tetap Lainnva
5. Belanja Modal Aszet Tidak Bervajud
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5. x_xx Belanja Tidalk Terdugs

5. Belanja Tidak Terdiaga

e e o, Belanja Tranc=fer

e, = Belanjs Bapgi FHaol

e e o, o Belanjsa Bantoan Keusngsmn

Sub Keglatan .. 2]

o N

Inmdikator Kelusranm

HODE REEENING

LTRATAMN

JURIT.AH

DASAR HUTELIN

EBelanja

Belanja Operaci

Belanjs Pegpsorai

Belanjs Barang dan Jaza

Belanjsa Bunga

Belanjsa Subzidi

Belanj=a Hilbaks

!:.u !:.u !:.u !:.ll !:.II !:.u !:.II !:.u
G ({0 {6 |

Belanja Bantoan Sozial

Belanja Modal

Belanja Modal Tanah

Belanjs Modal Peralatan dan Mecin

Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Belanjs Modal Jalan, jearingan., dan irigsci

Belanja Modal Acet Tetap Lainnya

!:.u !:.II !:.u !:.u !:.u !:.u !:.u
1 fe | (e

Belanja Modal Acet Tidak Bervoaajuad

5 .x_xx Belanja Tidalk Terdugs

5. Belanja Tidak Terduoagsa

5. % Belanja Tranc=fer

5. Belanjs Bagi Fladl

5o Belanjsa Bantuan Keuangsmn
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Kegiatan....2) HIOLEX

Indikator Keluaran PP

sub Keglatan... 1) DL

Indikator Keluaran .

KODE REKENING TUTRATAN JUMLAH DASAR HUEUD

S.oxEMx EBelanjsa
SO Belanja Cperasi
S Belanja Pegawai
S Belanja Barang dan Jasza
5. XX Belanja Bunga
S Belanja Subsidi
SO Belanja Hibah
S Belanja Bantuan Sosial
S Belanja Modal
SO Belanja Modal Tanah
SN Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S Belanja Modal Bangunan dan Gedung
SO Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
DX Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
SO Belanja Modal Aset Tidal Bervwuajud
DX Belanja Tidak Terdusa
DX Belanja Tidak Terduga
DX Belanja Transfer
DX Belanja Bagl Hasil
S.xooc Belanja Bantuan Keuansan
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Sub Kepiatarn...2) I 3.OC. 0K
Indilcator Kelusrar I
FODE REFEINING URATAN JUNLATF DASAR HIUTKLTA

5. 3.0 Belanja
5. xx Belanja COperaci
O . IO Belanja Pepawai
e = o Belanja Barang dan J=aca
=~ Belanja Bung=
=, = o Belanja Suboida
5. 300 Belanja Hilbal
5 .30 Belanja Banbaan Social
= = Belanj=a hModal
5. 3.0 Belanja hModal Tamnsah
5 .30 Belanja Modal Peralatan dan Blecin
5. IO Belanja hModal Bangrinan dan Gedung
o = o Belanja Modal Jalan, jaringan , dan irigaci
=~ Belanja Modal Azet Tetap Lainnva
=, = o Belanja Modal Azet Tidalk Berwnajuacd
5 .30 Belanja Tidalk Terduaga
5. Belanja Tidak Terdiigs
5. 3.0 Belanja Trancfer
=, = o Belanija BEapd Ha=sil
5. IO Belanja Banbtoan Keusanesn

SRR -2 o 1 <. <.~ 1 I
GCubernur f Bupat )/ Walilcota

H
o

!

MNarme

NIP: .
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4. Penetapan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD

a. Ketentuan Umum

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan
rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD merupakan tahap
akhir dalam proses penetapan APBD setelah melalui tahapan
penyusunan oleh pemerintah daerah, pembahasan bersama
oleh DPRD dengan pemerintah daerah, persetujuan DPRD
hingga evaluasi.

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan
rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditandai dengan
penomoran, penandatanganan, dan pengundangan ke dalam
lembaran daerah.

Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dilakukan paling
lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan.

Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang
menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang

penjabaran APBD.

b. Ketentuan Pelaksanaan

1)

Bupati menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan
rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Raperda
yang berupa:

a) Surat Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat dalam evaluasi menunjukkan hasil sesuai.



2)

3)

4)

S)
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b) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan
penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai.

Bupati harus mendapat nomor registrasi atas Perda APBD

dari gubernur.

Bupati  beserta Sekretaris Daerah  menyusun dan

menandatangani:

a) penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda; serta

b) penetapan rancangan Peraturan Bupati APBD menjadi
Peraturan Bupati.

Bupati menyampaikan perda tentang APBD dan Peraturan

Bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur bagi

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD yang

telah dituangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat.

5. Penyusunan dan Penetapan Raperbup APBD dalam hal Tidak Tercapai

Persetujuan Bersama

a. Ketentuan Umum

1)

2)

3)

4)

S)

Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Bupati
dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam
jangka waktu yang ditetapkan, maka Bupati menyusun
rancangan Peraturan Bupati tentang APBD untuk kemudian
dilakukan penetapan setelah memperoleh pengesahan dari dari
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak
disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati
kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati
tentang APBD dengan berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan
KUA serta PPAS.

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka
pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun
sebelumnya.

Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD
maka Angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka



6)

7)

8)

9)
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pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD

tahun sebelumnya.

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD diprioritaskan

untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat

wajib.

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh

pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk

keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan,

seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar

masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan

kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok

pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan

kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui

apabila terdapat:

a) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan
pembebanan pada APBD; dan/atau

b) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10) Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan menjadi Peraturan

Bupati setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai

wakil pemerintah pusat.

11) Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Bupati

tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat
15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda

tentang APBD.

12) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan
Peraturan Bupati, Bupati menetapkan rancangan Peraturan

Bupati menjadi Peraturan Bupati.

13) Dalam hal Bupati dan DPRD belum menyetujui bersama

rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan
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Perda tentang APBD menjadi perda tentang APBD setelah
dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Bupati menetapkan
Peraturan Bupati mengenai dasar pengeluaran setiap bulan
yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran
APBD tahun anggaran sebelumnya.

14) Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai
keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap
seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor
sehari-hari.

15) Proses penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan
Bupati tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

. Ketentuan Pelaksanaan

1) TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari
masingmasing SKPD untuk mengumpulkan data tentang
belanja wajib dan belanja mengikat.

2) TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.

3) TAPD menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang
APBD ke Bupati melalui Sekda untuk diotorisasi.

4) Bupati menyerahkan kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan.

5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan

Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

. Dokumen Terkait

1) Ilustrasi dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD
menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan
kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan
peraturan perundangundangan mengenai pedoman
penyusunan APBD.

2) Ilustrasi dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD
memuat lampiran sebagai berikut:

a) Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b) Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut wurusan

pemerintahan daerah dan organisasi;



c)
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Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,

kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi Peraturan Bupati APBD yang disajikan

berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan
fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal;

Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan
APBD;

Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
Sinkronisasi program prioritas nasional dengan

program prioritas daerah;

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi

pada Peraturan Bupati APBD antara lain:

(1)
(2)
(3)

(4)
()
(6)
(7)

(8)

)

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:
Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah dan aset lainnya;

daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar pinjaman daerah;

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah;

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran

bantuan sosial;



(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan Dbersifat
khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

Rincian dana otonomi khusus menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH- Minyak dan
Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/
kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam
rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan

program prioritas perbatasan negara.
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a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........

RINGEASAN AFBD YANG DIELASIFIKAST MENURUT KELOMPOE, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumlsh (Ry|
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Ash Daerah
4101 Pajak Daerah
410101  [Pajak Kendaraan Bermotor [PKE|
4101.01.01 [PEB-Mohil Penumpang-Sedan
Rincian Objek selanjuinys Sesusi peraturan perundang-
410101 undangan menpenai  Klasikasi Kodefikass dan
e Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peratwan  perundang-
4101 undangan menpenai  Klasfikas  EKodefikas dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.1.02 Retribusi Daerah
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum
41.02.01.01 [Retnbusi Pelayanan Kesehatan
Rincian Objek selanjuinya Sesusi peraturan perundang-
4100015 undangan menpenai  Klasifikas Kodefikas dan
R Nomenklatur Perencanaan Pembanpunsn dan Keuangan
Daerah.
Obyjek selanjuinya Sesua peraturan perundang-
41005 undangan mengens Klasifikass Kodefikasi dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Kenangan
Daerah.
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yane Dipisahkan
410301 Baman Laba yang Dibagikan kepada Pemenntah Daerah
O (Doniden) atas Penyertasn Modal pada BUMN
Rincian Objek selanjuinya Sesus peraturan perundang-
4 103,013z undangan menpenai  Klasfikas  Kodefkam dan
S Nomenklatur Perencanaan Pembanpunsn dan Keuangan
Daerah.
Okek selamjutnya Sesuan  peraturan  perundang-
41033z undangan menpenai  Klasfikas  Kodefkas dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembanpunsn dan Keuangan
Daerah.
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4104 Lain-lain PAD Yang Sah
41.04.01 Hasil Penjualan EMD vangz Tidak Dipisahlcan
41040101 |Hasil Penjualan Tanah
Rincian Ohjek salanjutnys Sesual perafuran perundang-
210401 undangsn mengenal Klasifilas] Kodefikasi den
Fomenklatur Perencanasn Pembanpunsn dan Eeuansan
Draerah.
Objek =elanjuinya Sesual peraturan penandang-
21.080x undangsn mengenal Klasifilasi Esdefikasi den
KNomenklatur Perencanasn Pembanpunen dan Eeusngan
Draerah.
42 Pendapetan Transfer
42.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
420101 Drang Perimbangan
42010101 |Dana Transfer Umnam-Dana Bagi Hasil (DBH)
Rincian Objek salanjutnys Sesual peraturan perundang-
450101 11_11-:[3.:1&5.11 mengenal Klasifilasi, Kodefikasl dan
FNomenklatur Perencanasn Pembanpunen dan Eeusngan
Draarah.
Ohjek selanjumys Sesusi peraturan perundang-
42010 11_11-:[3.:1&5.11 mengenal Klasifilcasi, Kodefikasi den
Nomenklabar Perencanasn Pembanpunsn dan Keuansan
Draarah.
4202 Pendapstan Transfer Antar Daersh
420201 Pendapstan Bagl Hasil
42020101 |Pendapsatan Bapgi Hasil Pajak
Rincian Ohbjels salanjutnys Sesual peraturan perundang-
470201 0 11_11-:[3.:1&5.11 mengzenai  Flasifikasi, HKodefikasi dan
Momenklatar Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Draeralh.
Objek  selanjubnya  Sesusi  persturan  perundang-
4200 11_11:13.:‘.&5.11 mengenai  Flasifikasi, Hodefikasi  dan
Fomenklatar Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Drasrah.
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
43.01 Pendapstan Hiksh
430101 Pendapatan Hibeh dari Pemerintah Pusat
43.01.01.01 |Pendapstan Hibeh dari Pemerintah Pusat
Rincian Objelk selanjutnya Sesual peraturan perundang-
430101 11_11-:[5.:‘.&3.11 mengenal  Klasifikssi, Eodefikasi dan
Femenklatur Perencanasn Pembangunan dan Keuangan
Draerah.
Objek  selanjuinya Sesusl  persturan  perundang-
43015 undangsn mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanasn Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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4.3.02.01 Diana Derurat
43.02.01.01 |Dans Darurst
Rincan Objek selanjutnys Sesual perafuran perundang-
23,0000 undangsn mengenal  Klasifikssl  Eodefikasl  dan
FMomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Eeuangan
Daerah.
Ohjek selanjufmya  Sesuai  persturan  perundang-
23005 undangsn mengenal  Klasifikssl, Eodefikasl  dan
R FMomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Eenangan
Diaerah.
, Lain-lzin Pendapatan Sezual dengan Ketentuan
4303 Persturan Perundane-Undanzan
4.3.03.01 Lain-lzin Pendapatan
43.03.01.01 |Pendapatan Hibsh Dens BOS
Rincian Objek salanjuinya Sesual peraturan perundang-
4309010 undangsn mengenal  Klasifikssl, Eodefikasl dan
FMomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Eenangan
Draerah.
Ohjek selanjufmya  Sesuai  persturan  perundang-
. undangsn mengenal  Klasifikssl  Eodefikasl  dan
4303 FMomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Eeuangan
Daerah.
5 Belanja
5.1 Belanja Operasi
5101 Belanja Pegawai
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 |Belanja Gaji Pokok ASN
Rincan Objek selanjutnys Sesual perafuran perundang-
S 1010l undangsn mengenal  Klasifikssl  Eodefikasl  dan
Nomenklatur Perencanasn Pembanpunan dan Keuangan
Diaerah.
Objek  selanjuinya  Sesual  peraturan  perundang-
S 10l undangsn mengenal  Klasifikssl  Eodefikasl  dan
FMomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Eeuangan
Draerah.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 |Belanja Bahan Palcai Hahis
Rincan Objek selanjuinys Sesual perafuran perundang-
~ undangsn mengenal  Klasifikssl, Eodefikasl dan
510200 FMomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Eenangan
Daerah.
Ohjek selanjufmya  Sesuai  persturan  perundang-
c 100 undangsn mengenal  Klasifikssl, Eodefikasl dan

FMomenklatur Perencanaan Pembansunan dan Eenangan
Diaerah.




2.1.03
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Belania Bunes

5.1.03.01

Belanja Bunps Utsng Pinjamen kepada Pemerintah
Pusat

2.1.03.01.01

Belanjs Bunpgs Utsng Pinjamsn kepeda Pemerintah
Pusat atss Penerussn Pinjaman Dalam Negeri-Jangka

Menengah

5.1.03.01xx

Rincian Objek selanjubnya Sesusi peraturan perundang-
undangan  menpenai  Elasifikasi  Eodefikasi dan
Nomenklatur Perencanasn Pembanpunan dan Eeuangan
Daerah.

2.1.03xx

Objek selanjuinys Sesual  perafran  perundang-
undangan menpenai Elasifikmsi, Ebdefikasi dan
Nomenklatur Perencanasn Pembanpunan dan Eeuangan
Dasrah.

5.1.04

Belanja Subsidi

5.1.04.01

Belanjs Subsidi kepada BUMN

2.1.024.01.01

Belanjs Subsidi kepada BUMN

2.1.0401xx

Rincian Ohjek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  menpenal  Elasifikasi, Hodefilkasi dan
Nomenklatur Perencanasn Pembanpunan dan Eeuangan
Dasrah.

Objek  selanjutnys  Sesual  peraturan  perundang-
undangan  menpenai  Elasifikasi  Eodefikasi dan
Nomenklatur Perencanasn Pembanpunsn dan Keuangan
Daerah.

2.1.05

Belanja Hibah

2.1.05.01

Belanjs Hibah kepads Pemerintsh Pusat

2.1.05.01.01

Belanjs Hibah Usng kepada Pemerintah Pusat

2.1.0501x

Rincian Objek selanjubnya Sesusi peraturan perundang-
undangan menpenai Elasifikmsi, Ebdefikasi dan
Nomenklatur Perencanasn Pembanpunan dan Eeuangan
Daerah.

2.1.05xx

Objek selanjuinys Sesual  perafran  perundang-
undangan  menpenal  Elasifikasi, Hodefilkasi dan
Nomenklatur Perencanasn Pembanpunan dan Eeuangan
Dasrah.

2.1.06

Belanjs Bantuan Sosial

2.1.06.01

Belanjs Bantuan Sosial kepada Individu

2.1.06.01.01

Belanjs Bantuan Sosial Uang vang direncanakcan kepada
[ndividu

2.1.06.01 xx

Rincian Ohjek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan menpenai  Elasifikasi, Hodefilkasi dan
Nomenklatur Perencanasn Pembanpunan dan Eeuangan
Dasrah.

5.1.06mx

Objek  selanjutnys  Sesual  peraburan  perundang-
undangan  menpenai  Elasifikasi  Eodefikasi dan
Nomenklatur Perencanasn Pembanpunsn dan Keuangan
Daerah.
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5.2 Belanja Modal
2201 Belanja Modal Tanah
520101 Belanja Modsl Tanah
5.2.01.01.01 |Belanja Modsl Taneh Persil
Fincian Objek selanjutnys Sesual peraturan perundang-
5201005 undangan mengenal  Klasifikazi, Hodefikssi  dan
Homenklatur Perencanaan Pembangunean dan KEeusngan
Daerah.
Objele  selanjuinya  Sesusi  peraturan  perundang-
5201 undangan  mengenal  Klasifilasi, Hodeficasi dan
Homenklatur Perencanaan Pembansunan dan KEeusngan
Daerah.
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
520201 Belanja Modsl Alat Besar
2.2.02.01.01 |Belanja Modsl Alat Besar Darat
Rincian Objek selanjutnys Sesual peraturan perundang-
500011 undangan mengensi Klasifikasi  Kodefilessi  dan
Momenklatur Perencanasan Pembangunan dan Keusngan
Daerah.
Objelk  zelamjutnya Sesual peraturan perundang-
- undangan mengenal  Klasifilkasi, Kodefilkasi dan
52023 Homenklatur Perencanaan Pembangunean dan KEeusngan
Daerah.
5.2.03 Belanja Modsl Gedung dan Bangunan
5.2.03.01 Belanja Modsl Bangunan Gedung
5.2.03.01.01 |Belanja Modsl Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rincian Objek selanjutnys Sesual peraturan perundang-
=5 03011 undangan mengensi Klasifikasi  Kodefilessi  dan
Homenklatur Perencanaan Pembansunan dan KEeusngan
Daerah.
Objelk  selanjuitnya Sesusi peraturan perundang-
59 03 undangan mengensi  Klasifikasi  Hodefikssi  dan
Momenklatur Perencanasan Pembangunan dan Keusngan
Daerah.
5.2.04 Belanja Modsl - Jalan, Irigesi, dan Jaringsn
2.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04.01.01 |Belanja Modsl Jalan
Fincian Objek selanjutnys Sesual peraturan perundang-
520401 1 undangan mengenal  Klasifikazi, Hodefikssi  dan
Homenklatur Perencanaan Pembangunean dan KEeusngan
Daerah.
Objele  selanjuinya Sesusi peraturan perundang-
53 0dax undangan mengensi Klasifikasi  Kodefilessi  dan

Homenklatur Perencanaan Pembansunan dan KEeusngan
Daerah.
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2.2.05 Belanja Modal Aczet Tetap Lamnya
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan
5.2.05.01.01 |Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
Eincian Objek selanjumya Sesual peraturan perundang-
5905000 undangan mengenan  Klasifikas, Kodefilms dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daersh.
Objek  selamputmya  Sesua  peraturan  perundang-
59 050 undangan mengenal  Klasifikas  Kodefikasy  dan
S Nomenkdatur Perencanaan Pembanpunan dan Keuangan
Daersh.
5.2.06 Belanja Modal ...
5.2.06.01 Belanja Modal ...
5.2.06.01.01 |Belanja Modal ...
Eincian Objek selanjumya Sesual peraturan perundang-
590600 xx undangan mengenan  Klasifikas, Kodefilms dan
T Nomenklatur Perencanasan Pembanpunan dan Keuangan
Daersh.
Objek  selamputmya  Sesua  peraturan  perundang-
5 9 0F undangan mengenal  Klasifikas  Kodefikasy  dan
S Nomenldatur Perencanasan Pembangunan dan Keusngan
Daersh.
5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01.01 |Belanja Tidak Terduga
24 Belanja Transfer
2.4.01 Belanja Bag Hasil
540101 Belanja Bapr Hasil Pajak Dasrah Kepada Pemerntahan
S KabupatenKota dan Desa
S 4010101 Belanja Bapr Hasil Pajak Dasrah Kepada Pemerntahan
T KabupatenKota dan Desa
Emeaan Objek selanjuinya Sesua peraturan perundang-
5 40101 undangan mengenal  Klasifikas Kodefikasy  dan
Nomenkdatur Perencanaan Pembanpunan dan Keuangan
Daersh.
Objek  selanjutmys  Sesum  peraturan  perundsng-
5 4000 undangan mengenar  Klasifikas  Eodefikasy  dan

Nomenkdatur Perencanasn Pembanpunan dan Keuangan
Daersh.
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3.4.02 Belanja Bantian Keuangan
3.4.02.01 Belanjn Bantuan Keuangan antar Daerah Provinci
5.4.02.0001 E‘-e]culljn. Bantuan Keusangan Umum antar Daerah
Provinci
Rindan Chjek celanjumya Secasi peratiran perundang-
. . undangan mengenai Kacfilaci, Kodeflkad dan
340200 Homenklatur Perencanaan Pembangmean dan Eeuangan
Diaerah.
Objek  zelanjutnys  Secami  peraturan  perundang-
5400 s undangan mengenai HKlacfilkasi, KodefkazD dan
Homenklatur Perencanaan Pembangmean dan Eeuangan
Diaerah.
Jumlah Belanja
Surphas [/ [Deficit)
i) Pembiayasn
6.1 Penerimaan Pembiayasn
6.1.01 Sica Lebih Perhitanpan Anggaran Tahun Sebehammyn
6.1.01.01 Pelampauan Penerimasn PAT
6.1.01.01.01 |Pelampauan Penerimazn PAD-Pajak Dasrah
Rindan Chjek selanjumya Secusi peraturan perundang-
6.1.01.01 20 undangan mengenai Klacifilasi, EKodefikas dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangomean dan Keuangmn
Diaerah.
Objek  celanjuinya Secual  peraturan perundang-
undangan mengenai Klacifilasi, EKodefikas dan
5100 Nomenklatur Perencanaan Pembangomean dan Keuangmn
Diaerah.
6.1.02 Pencairan Diana Cadangsn
6.1.02.01 Pencaitan Dana Cadangan
6.1.02.01.01  |Pencairan Dana Cadangan
Rindan Chjek celanjumya Secusi peratiran perundang-
6.1.07.01 undangan mengenai Klacifilasi, EKodefikas dan
S emenklatur Perencanasn Pembangpuman dan Keuangan
Diaerah.
Objek  celanjuinya Secusl  peraturan  perundang-
undangan mengenai Kacfilaci, Kodeflkad dan
8102 Nomenklatur Perencanaan Pembangoman dan Keuangmn
Diaerah.
6.1.03 Hacil Penjualan Kelayasn Darrah vang Dipizahlcan
6.1.03.01 Hacil Penjualan EKekayasn Daesrah yang Dipizahkan
T pada Badan Ucaha Milik Negara [BULN)
6.1.03.04.01 Hacil Penjualan EKekayaan Dasrah ymng Dipizahksn
pada BUMN
Rindan Chjek celanjumya Secusi peratiran perundang-
. undangsn mengenal Klacifileasi Kodefillkas dan
5.1.03.00 = Nomenklatur Perencanaan Pembangoman dan Keuangmn
Diaerah.
Objek  celanjuinya Secusl  peraturan  perundang-
6.1 0330 undangan mengenai Kacfilaci, Kodeflkad dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangoman dan Keuangmn
Diperah.




6.1.04
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Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.04.01

Pinjaman Daerah dari Pemerintah Puzat

6.1.04.01.01

Pinjaman Dasrah dari Pemerintah Pucat Pensnacan
Pinjaman Dalam Neperi-Jangka Mensngah

6.1.04.01 xx

Rincan Ohjek selanjutnys Secusl peraturan perundang-
undangan mengenai  Klacifilad, Kodefilmd dan
Nomenklatur Perencanasn Pembangunen dan Keuangan
Dimerak.

6.1.04.0mx

Ohbjek
undangan

celanjutnya  Secual  peraiuran  perundang-
mengenai  Klacifilmc, Kodefilao dan
Nomenkklatur Perencanasn Pembangunen dan Keuangan
Dasrah.

6.1.05

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dasrah

6.1.03.01

Penerimaan Kemhbali Pemberian Pinjaman Dasrah
lcepada Prmerintah Pucat

6.1.05.01.01

Penerimaan Eembali Pemberian Pinjaman Daerah
leepads Pemerintal Pucat

6.1.05.01 2x

Rindan Objek selanjutnym Sesuasi peraturan perundamng-
mengenai  Klacifilms, Kodefilad dan
Nomenklatur Perencanasn Pembangunen dan KEeuangan
Dasrakh.

undangan

6.1.05.mx

COhjek
undangan

celanjutnya  Secual  peraiuran  perundang-
mengenai  Flacifilmc, Eodefilao dan
Nomenklatur Perencanasn Pembangunen dan KEeuangan
Dasrah.

6.1.06

Penerimaan Pembiayasn lainnym cecuai  denpgan
lcetentuan peraturan perundang-undangan

6.1.06.01

6.1.06.01.01

Penerimasn Kembali Finjaman BLUD

Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangica Pendelk

6.1.06.01 3

Rindan Objek selanjutnym Sesuasi peraturan perundamng-
mengenai  Klacifilms, Kodefilad dan
Nomenklatur Perencanasn Pembangunen dan KEeuangan
Dasrakh.

undangan

6.1.06 o

COhjek
undangan

celanjutnya  Secual  peraiuran  perundang-
mengenai  Flacifilmc, Eodefilao dan
Nomenklatur Perencanasn Pembangunen dan KEeuangan
Daesrakh.

Jumlah Penerimaan Pembisgymnn

6.2

Pengeluaran Pembiayasn

6.2.01

Pembentualcan Deane Cadangan

6.2.01.01

Pembentulcan Deane Cadangan

6.2.01.01.01

Pembentulcan Dene Cadangan

6.2.01.01 xx

Rindan Objek selanjutnym Sesuasi peraturan perundamng-
mengenai  Klacifilms, Kodefilad dan
Nomenklatur Perencanasn Pembangunen dan Keuangan
Dasrakh.

undangan

6.2.01 =

COhjek
undangan

celanjutnya  Secual  peraiuran  perundang-
mengenai  Flacifilmc, Eodefilao dan
Nomenklatur Perencanasn Pembangunen dan KEeuangan
Daerah.




6.2.02
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Penyertaan Modal Daerah

6.2.02.01

Penyeriman Modal Daerah pada Badan Usaha Rilik
Negara (BRI

6.2.02.01.01

Penyertaan Modal Daerah pada BURN

6.2.02.01 xox

Findan Ohjek celanjumya Secuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klacifileasi Hodefias dan
Komenklatur Perencanaan Pembanguman dan Eeuangan
Daerah.

6.2.02.xx

Objek  zelanjuinya Secuai  peraturan  perundang-
undangan menpenai  Elaczifilkasi EKodeflasi dan
Komenklatur Perencanaan Pembanguman dan Keuangan
Daerah.

5.2.03

Pembayaran cdlan pakok Utang Yang Jaruh Tempo

6.2.03.01

Pembavaran Pinjaman Dasrah dari Pemerintah Pusat

6.2.03.01.01

Pembayaran Pinjaman Dasrah dari Pemerintah Pucat-
Peneruzan Pinjaman Dalam Kegeri-Jangia Menengah

6.2.03.01 xx

Rindan Jbhjek selanjumya Secuai peratiran perundang-
undangan menpenai  Elaczifilkasi EKodeflasi dan
Komenklatur Perencanaan Pembanguman dan Keuangan
Daerah

6.2.03.xx

Objek  zelanjutnya  Secuai  peraturan  perundang-
undangan mengenai Klacifileasi Hodefiltad dan
Komenklatur Perencanaan Pembanguman dan Eeuangan
Daerah.

5.2.04

Pemberian Pinjaman Dasrah

6.2.04.01

Pembernan Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Puzas

5.2.04.01.01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pucat

6.2.04.01 xx

Findan Chjek selanjumya Secoai peraturan perundang-
undangan menpenai  Elacifilasi EKodefladi dan
Komenklatur Perencanaan Pembanguman dan Eeuangan
Daerah

6.2.04.xx

Ohjek  celanjutnya Seuai  peraturan  perundang-
undangan menpenai  Elaczifilkasi EKodeflasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Eeuangan
Daerah.

6.2.03

pengeluaran  Pemhbiayaan lainnya ceooai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

5.2.05.01

Pinjaman BLUD

6.2.05.01.01

Pinjaman BLUD-Jangka Pendel

5.2.05.01 xx

Findan Chjek celanjumya Secoai peraturan perundang-
undangan mengenai Klacifileasi Hodefias dan
Komenklatur Perencanaan Pembanguman dan Eeuangan
Daerah.

6.2.05.0x

Objek  zelanjuinya Secuai  peraturan  perundang-
undangan menpenai  Elaczifilkasi EKodeflasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Eeuangan
Daerah.

Jumlah Pengeluaran pembiayaan
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Fambiayaan Nato

6.3

Siza lebilh pembiayaan angparan fahun berkenaan
(SILPA)

wereeceecy HATIGRAL. ...
GubarmurBupat [Walikota

:
A

Nama
NP .........
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b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........
RINGEASAN APBD TANG DIELASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Balanja
Foda Urucan Pemarintah Daarak Pandapatam a . I Tidalk Tr . Jumilab
raci anciar .
e Tardusa Ealania
1 URLUISAN PERIERINTAHAN WAJIEB YAMNG
BERHAITAN DENGAN FELAYATIAN DASAR
1 oL FEMDIDIEAN
4
1 | o1 |7 | pinac. .
XXX
b, il ol
1 oL Dst ...
2.0
1 o3 KESEHATAM
'
b s, il e i il )
1 |o2 |77 [Dinac/Badan/Kantor; Pumah Salit ...
L .
b, il ol
1 o3 Dst ...
w4
1 'I}B FERERJAAN ULULL DAN PENATAAN FUAING
1 | oz | 5 pinac
XXX
r b, il ol
1 ] ) ) Dst ...
1.XX
1 'I}-'I- FERUMAHAN FANYAT DAY KATWASAN
PERMLIEIRLAN
- |
1 | o Dinac...
XXX
| 4
b, il ol
1 O Dise ...
XXX
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05

EETENTRAMAN, KETERTIEBAN ULUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARANAT

o5

X-EXXXX
X. XX

Dinac...

o5

X-EXXXX
X.XX

Dist ...

S0O5]AL

[na

o0&

X-EXXXX
X. 0K

Dinac...

o0&

X-EXXXX
X. X

Dist ...

[ ]

URUSAN FEMERINTAHAN WAJIE YANG TIDARK
BEREAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

[ ]

TENAGA KERJA

[ ]

X-EXXXX
X.XX

Dinac...

[ ]

X-EXXXX
X.XX

Dist ...

[ ]

FELMEBEERDAYAAN PERELMPFUAN DAN
FERLINDUNGAN AMAK

[ ]

X-EXXXX
X. 0K

Dinac...

[ ]

X-EXXXX
X. 0K

Dist ...
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o5

EETENTRAMAN, KETERTIEAN URMUM 5ERTA

PELINDUNGAN MASYARAKAT

o5

Diimac...

o5

Dist ...

SOS5IAL

[ua

o5

Diimac...

o5

Dist ...

L3

TRUSAN PEMERINTAHAN WAJIEB YANG
BEERKAITAN DENGAIN PELAYANMAN DASAR

TIDAK

L3

TENAGA KERJA

L3

Diimac...

L3

Dist ...

]

PERIBERDAYAAN FEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ATIAK

L3

Diimac...

L3

o3

Dist ...

L3

o9

PANGALIV

L3

o9

Diimac...

L3

o9

Dist ...
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]

10

FERTANAHAN

]

1o

XK. XXX~
XXX

Dinac...

[}

1o

X-K.X-XX-
XXX

D=t ...

8]

11

LIMGHUNGAN HIDUP

8]

11

Dinac...

]

11

Dist ...

]

ADMINISTEASI KEEFEMDULLIEAN DAN
PEMCATATAN SIPIL

]

Dinac...

[}

D=t ...

]

13

FELMBERDAYAAN LIASYARANAT DAN DESA

]

13

Dinac...

]

13

Dist ...

]

la

PENGEMNDALIAN PENDUDUK DA EFLUARGA
BERENCANA

[}

14

Dinac...

8]

14

D=t ...
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13

PERHUBUNGAN

13

Dinac...

]

Dist .

]

18

FHOMUNIASI DAN INFORMATIECA

]

s

Dinac...

]

s

Dist .

13

EOPERASI, USAHA KECIL. DAN MENENGAH

13

Dinac...

13

Dist ...

]

13

PEMANANMATN RICODATL

]

13

Dinac...

]

13

Dist .

13

19

EEPELIUDAAN DAN OLAFRAGA

13

19

Dinac

]

19

Dist .

]

STATISTIE

]

Dinac...

13

Dist ...
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= 1 PERSANDILIAT
- - - |
2 21 Dinac...
X300
- KX
o =1 Dist ...
2. 300
= =2 KESTTDAYAAN
-k x|
o =2 Dinac
.00
- K-
o 18 Dist ...
2.300
2 z3 PERPIUISTARAAN
- - - |
2 z3 Dinac. ..
2C.30C
N-X.K-X.X-
= z3 D=t ...
2. 300
o Zd KEARSIPAIV
-k x|
2 4 Dninsc. ..
2.300
- K-
= 4 D=t ...
X300
3 TUREUSAN FERMERINTAHAN PILIHAN
3 25 KELAUTAN DA PERIFANAN
- - - |
3 25 Dinac. ..
.00
a3 | 2s [T ey
.00
3 5 PARIWISATA
- - |
a3 5 Dninsc. ..
.00
=K. K-X.X-
3 1 D=t ...

x. X
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PERTANLAN

X-X.X-X.X-
XL

Dinac...

X-XX-X.X-
i

st ...

23

KEHUTANAT

23

X=X X-X.X-
IO

Dinac...

X-X.X-X.X-
N0

st ...

X9

ENERGI DAN SULIBER DAYA MINESAL

X9

X=X X-X.X-
IO

Dinac...

X-X.X-X.X-
IO

st ...

30

PERDACGATIGAT]

30

X-XX-X.X-
X0

Dinac. ..

30

X=X X-X.X-
IO

D=t ...

31

PERINDUSTREIAT

31

X-X.X-X.X-
X0

Dinac...

31

X=X X-X.X-
XLIOC

Dest ...

TRANSLOGRAS]

X-X.X-X.X-
N0

Dinac...

X-X.X-X.X-
X0

st ...
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LHMSUR PENDUKLUNG TTRUSAN PEIESTIT.ARAT

SEERETARIAT DAERAH

X-X.XX.X-
X.IOC

SekTatariat Daarak

X-E.-X_X-
XXX

Paniradya Kaistimewan ...

SEERETARIAT DEWAN PERWARILAN RAEKYAT
DAERAH

XX XX
X.IOC

SakTretariat DFRD

UNSUR PEMNUNJANG URUSAT] FERERINTAFRAT]

FPERENCATNAALN

XX XX
X.JOC

Badan...

X-E.-X_X-
o,

st ...

EELTATIGATT

X-X.XX.X-
A.IOC

XX .-X.X-
X.IOC

List ...

o2

EEPEGAWALATT

o3

X-X. XXX
X.IOC

Badan...

a2

XX .-X.X-
i

List ...

od

PENDIDIEAN DAN PELATIHAT

o

X-X. XXX
X.JOC

o

XX XX
X.JOC

st ...
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05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
o5 [ |Badan...

XX
o5 [T ost ..

X.C
06 PENGHUBUNG
o6 | I Badan

X.C
06 | Dy

X. XX
o7 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH
o7 | |Badan fKantar ...

X. XX
o7 | Dt .

XL

UNSUR PENGAWA

01 PENGAWAS
pp [T Incpalcorat

X.OT

UNSUR KEWILAYAHAN

01 KECAMATAN
ol I Eecamatan ...

XK
ot [T Dst

X.C
0z KOTA ADMINSTRASI
o2 [ |Kota

XX
o2 [T ost L

XX
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T rDE KABUFPATEN ADMINISTRASI
X-X.X-LX-
T [na Eabupaten ...
XX
X-X.X-LX-
T |03 Dist ...
XXX
a8 URLUISAN PEMERINTAHAN UL
. a8 ID:I. EESATUAN BANGEA DA POLITIK
T-X.X-XX- )
g |01 Kocatuan Bangra Dan Politlk
XX
4 URUISAN EEEHUSUSAN
g9 I{I:I. SYARTIAT ISLAM ACEH
I-XXELX-|_. .
g |0l Dainac Syanat Izlam Acoh
XXX -
g 'DE SERETARIAT MAJELIS PERLIUSYAWARATAN
L ULAMA [MPU)
g | go [FEEEX Sakretariat Majelic Parmucyawaratan Ulama
xxx |{MPU) ...
g :DE SEXRETARIAT BAITUL LIAL ACEH
X-X.X-LX- : .
9 |a3 Sakretanat Baitul Ral Acek ...
XXX
g9 !{Iﬂ- SENRETARIAT BADAN FEIMNTEGRASI ACEH
X-X.X-LX- : . i
g |04 Sakreianat Badan Fantsgrac Acgh ...
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SEERETARIAT LEMBAHA WALI NANGGROE

x-x x-x.x- | Kevurukon Katibul Wali/Seloretanat Lembaga

XXX

Wakh Nanzeroe

Jumlah

SURPLUS / (DEFISIT]

eeeseneeyEANEEAL ...
Gubernur/Bupat /Wahkota

NIP: .
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c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis,

objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB EEGIATAN, EELOMPOE, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN .

PENDAPATAN DAERAH
KODE REKENING URALAT™ JUMLAH DASAF HUKURM

4 xaox Fendapatan

4. x.aox Pendapatan Acli Daesrah

<. x.aox Pajak Dasrah

<4 _x.aox Retribuci Dasrah

4.7.900 H.a.:.il Pengelolaan Kekayaan Dasrah Yang
Dipizahkan

4 xaox Lain-lain PAD Yang Sah

4. x.ax Pendapatan Trancfer

<4 _x.aox Pendapatan Trancfer Pemerintah Puzat

<4 _x.aox Pendapatan Transzfer Antar Daerah

<4 .30k Lain-lain Pendapatan Dasrah Yang Sah

4 xaox Pendapatan Hibah

.20 Dana Daruarat

29900 Lain-Lain Pendapatan Semuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan [ x

Bidans Urusan i = o

COrganizasi . X0

Unit Organisasi i o o

Program i A . v 3

Indikcator Hasil

Kegiatan...1) X000

Indikator Keluaran e

sub Kegiatan ...1] XIO0E

Indikator Keluaran

HODE REEENING URAIAT JUMLAH DASAR HUEKLIM

S.x.Ax Belanja
S5.x.xx Belanja Operasi
S.x.Ax Belanja Pepawal
2.X.XX Belanja Barang dan Jasa
S.x.Ax Belanja Bunga
S5.x.xx Belanja Subsidi
S.x.Ax Belanja Hibah
S5.x.xx Belanja Banftuan Sosial
S.x.Ax Belanja Modal
S5.x.xx Belanja Medal Tanah
S.x.Ax Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.X.XX Belanja Modal Bangunan dan Gedung
S.x.Ax Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
S5.x.xx Belanja Meodal Aset Tetap Lainnyva
S.x.Ax Belanja Modal Aset Tidak Berwuajud
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S.x.3oc Belanja Tidak Terduga
S.x.3oc Belanja Tidalk Terduga
S.x.30C Belanja Tranzfer

S.x.0oc Belanja Bagi Hacil

S.x.0oc Belanja Bantuan Keuangan

Sub Keglatan ...2) I 330030
Indilcator Eeluaran sriEaas
KODE REKENING TTRATAN JURITATFT DASAR FHITETIL

S.x.ooc Belanja
S.x.0oc Belanja Orperaczi
S.x.30C Belanja Pegaorad
S.x.xox Belanja Barang dan Jacs
S.x.3oc Belanja Bunga
S.x.3oc Belanja Sub=idi
S.x.ooc Belanja Hibah
S.x.ooc Belanja Bantuan Somial
S.x.ooc Belanja Modal
= 3200 Belanja hModal Tanah
S.x.30C Belanja Modal Peralatarn dan hecin
S.x.30C Belanja Modal Banpaonan dan Gedung
S.x.xox Belanja Modal Jalan, jaringar, dan irigsaci
S.x.ooc Belanja hModal Azet Tetap Lainnya
S.x.ooc Belanja hodal Azet Tidalk Bervnajud
S.x.ooc Belanja Tidalk Terduga
S.x.ooc Belanja Tidalk Terduga
S.x.30C Belanjs Trancfer
S.x.30C Belanjsa Bagi Hacil
S.x.30C Belanja Bantuan Keuangan
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Hegiatan....2) X0

Indikastor Keluaran

sub Kegiatan...l) X0

Indikator Keluaran

KODE REKEMNING URATATN JUMLAH DASAR HUKTM

S.xxx Belanja
S.xxx Eelanja Operasi
S.xxx Belanja Pepawail
S.x.oxx EBelanja Barangs dan Jasza
S.oxoax Balanja Bunga
S.xxx Belanja Subsidi
S.xxx Belanja Hibah
S.xxx Belanja Bantuan Sosial
S.x.xx Belanja Modal
S.xxx Belanja Modal Tanah
S.xxx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S.xxx Belanja Modal Banpunan dan Gedung
S.xxx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
S.x.xx Eelanja Modal Aset Tetap Lainnyva
S.xxx Belanja Modal Aset Tidal: Berwujud
S.xxx Belanja Tidal Terduga
5. XXX Belanja Tidak Terduga
S.xxx Eelanja Transzfer
S.x.xx Eelanja Basl Hasil
Sxxx Belanja Bantuan Keuangan
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Suly Kegpiatar. . 22

Imncdilcator Fleluisrsm

KODE REKENING TRAIAIT JILTRILAFT DASAR HIUTKLILI
S.xaxx Belanja
S o e Belanjs Opermei
S .3 a0 Belanjs Pegarwrai
S ..o Belanja Barang dan Jaza
S.oac.aox Belanjsa Buanga
5.2 3o Belanja Subcoidi
S ..o Belanja Hibah
S .30 Belanja Bantuan Sociad
S .. a0 Belanja Modal
S.xaxx Belanja Modal Tanah
S ..o Belanja Modal Peralatan damn Blecin
5. Belanja Modal Eanpunan dan Gedung
S ..o Belanja Modal Jalan, jaringan, dan drigaci
S.oac.aox Belanja Modal Acet Tetap Ladinrmys
5. 3o Belanja Modal Acet Tidalk Bermwnajiac
S .30 Belanja Tidal Terdugs
S ..o Belanja Tidalk Terdiags
S.xaxx Belanja Trancfer
S e Belanjs Bapi Facil
5. Belanja Bantuan Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum
Analis Hukum Ahli Muda,

ttd

MUHAMMAD HATTA, SH.,MH

Penata / Illc

NIP. 197501082003121003

......... Jtarnggal. Ll
GCubernur )/ Bupati f Walilcota

!

A
=]

Marma

MNIF: .. ....

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

A. KERANGKA PENGATURAN

kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan

daerah adalah sebagai berikut:

1.

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan
dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah
yang dikelola oleh BUD.

Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan
dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
tersebut.

PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang
atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan
atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan
kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas
Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain
dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah

tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali
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ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat

pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai

pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap

pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau

dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas

Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam

APBD.

Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan = surat
pertanggungiawaban;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran
pembantu,;

g. Bendahara Khusus; dan

h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan

APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan wali kota ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

1.

Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah
adanya pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA.

Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah
adanya pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA.

Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan
APBD, dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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4. Proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dapat dilakukan secara elektronik.

5. Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala
adanya perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan maka
Bupati menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD yang
dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dapat melaksanakan
tugas pengelola keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH
1. Ketentuan Umum

a. PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan
setiap uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam
penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

b. Dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD selaku BUD
membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank
umum yang sehat.

c. Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD
dan pihak terkait lainnya khususnya Bendahara
Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan
Bendahara Khusus Lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d. Pelaksanaan penatausahaan Kas Umum Daerah meliputi:

1) Pembukaan RKUD;
2) Pembukaan Rekening Operasional;
3) Pembukaan Rekening SKPD;
4) Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek;
S5) Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah; dan
6) Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah.
2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pembukaan RKUD
1) Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk

bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank

umum yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang
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aman/sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam menunjuk bank yang akan digunakan untuk

menyimpan Kas  Umum Daerah, Bupati  juga

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a) Reputasi Bank
Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang
baik, Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus
penipuan nasabah atau kasus-kasus lain yang
merugikan nasabah.

b) Pelayanan Bank
Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang
baik dan memadai, cepat dan tepat dalam
melakukan transaksi, serta dapat melakukan
pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan dan
penyetoran pajak, dan lain-lain.

c) Manfaat
Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan
pendapatan daerah dan/atau peningkatan
kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat.

Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD

ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

antara PPKD selaku BUD dengan pejabat bank umum yang

bersangkutan. PKS paling sedikit memuat:

a) jenis pelayanan yang diterima;

b) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;

c) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;

d) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;

e) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;

f) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan
perjanjian;

g) kewajiban menyampaikan laporan; dan

h) tata cara penyelesaian perselisihan.

Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening

Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh

Bupati.
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Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau
jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana
yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku
bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.

Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang
sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh
bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank
yang bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada

belanja daerah.

Pembukaan Rekening Operasional

1)

S)

Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening
penerimaan dan rekening pengeluaran untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan operasional
penerimaan dan pengeluaran daerah pada Bank yang
sama dengan Bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh
Bupati.

BUD dapat membuka beberapa rekening operasional
penerimaan sesuai dengan kebutuhan  untuk
mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan
daerah.

BUD membuka rekening operasional pengeluaran.
Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan
ke rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum
Daerah dapat membuka rekening penerimaan daerah
pada Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan
Bupati dalam bentuk keputusan bupati.
Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan
dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke
Rekening Kas Umum Daerah atau sebaliknya, dilakukan
atas perintah Bendahara Umum Daerah. Perintah
pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah
dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama
(PKS) antara BUD dengan pejabat penanggungjawab pada
Bank yang terkait.
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Ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional

penerimaan adalah sebagai berikut:

a) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk
menerima setoran langsung penerimaan daerah yang
tidak melalui bendahara penerimaan dan/atau
menerima setoran pendapatan yang dilakukan oleh
bendahara penerimaan.

b) Rekening operasional penerimaan dioperasikan
sebagai rekening Dbersaldo nihil yang seluruh
penerimaannya harus disetor ke Rekening Kas Umum
Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir
hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS
antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank
Umum bersangkutan.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional

pengeluaran adalah sebagai berikut:

a) Rekening operasional pengeluaran dioperasikan
sebagai rekening yang digunakan untuk membiayai
kegiatan  pemerintah daerah  sesuai rencana
pengeluaran.

b) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan
untuk pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara
langsung kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS
dan juga untuk pemberian UP, penggantian Uang
Persediaan (GU) kepada bendahara pengeluaran serta
pemberian TU kepada bendahara pengeluaran dan

bendahara pengeluaran pembantu.

c. Pembukaan Rekening SKPD

1)

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran kas pada tingkat SKPD,
BUD membuka rekening bank atas nama Bendahara
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan RKUD
sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah
mekanisme penerimaan pendapatan daerah dan belanja

daerah.
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a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan
SKPD sesuai dengan kebutuhan untuk
mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan
daerah.

b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk
mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja

daerah.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke

rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah

dapat membuka rekening Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada

Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati.

2)

Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk
menampung  penerimaan daerah yang menjadi
kewenangan SKPD bersangkutan. Pada akhir hari kerja,
saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD wajib
disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah
oleh bendahara penerimaan. Rekening penerimaan SKPD
dibuka atas nama bendahara penerimaan SKPD.

Rekening  pengeluaran SKPD  digunakan  untuk
pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai belanja-
belanja SKPD, seperti uang persediaan dan tambahan
uang persediaan yang dikelola oleh bendahara
pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibuka
atas nama bendahara pengeluaran SKPD atau

bendahara pengeluaran pembantu SKPD.

d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

1)

2)

3)

Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum
digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk
investasi jangka pendek.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat
segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam
rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta
dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito
berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua

belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis,
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pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan
Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pemerintah Daerah melakukan penempatan Kas Daerah
dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai
penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau
Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah,
Deposito Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian
atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh
BUD setiap saat diperlukan.

Penempatan Kas Daerah dalam bentuk Surat Utang
Negara, Obligasi Negara dan Sertifikat Bank Indonesia

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1)

4)

S)

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka
pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas
Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan
publik.

Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam
investasi jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa
dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar
belum akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash).
BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada
investasi jangka pendek kepada Bupati dengan
mempertimbangkan idle cash yang tersedia. Rencana ini
mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan
pilihan investasi beserta alasan dan hasil analisa
pemilihan investasi.

Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan
BUD atas rencana investasi jangka pendek, Bupati
menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih
dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut BUD
menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD
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yang memerintahkan pemindahan dana dari kas umum

daerah ke dalam investasi yang dipilih.
Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas

Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

1)

2)

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua
penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD.
Proses penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dapat dilakukan secara
elektronik.

Penatausahaan Penerimaan RKUD dilakukan sebagai

berikut:

a) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain
yang sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada
sisi penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor
bukti.

b) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening
pendapatan.

c) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada
Buku Kas Umum.

Penatausahaan Pengeluaran RKUD dilakukan sebagai

berikut:

a) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap
pengeluaran uang dari RKUD berdasarkan pada
dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan
oleh PA/KPA.

b) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada
Buku Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom

tanggal dan kolom nomor bukti.

f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

1)

Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dapat dilakukan secara elektronik.

BUD membuat laporan atas kas umum daerah yang berada

dalam pengelolaannya.
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BUD menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan
bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah akan
dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD.

Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam
bentuk:

a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan

b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap
hari kerja pertama setiap minggunya kepada Bupati atau
dapat diserahkan sesuai kebutuhan.

Bendahara Umum Daerah membuat Register SP2D yang
telah diterbitkan. Register SP2D secara otomatis diperoleh
dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang

terintegrasi.

Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain

sebagai berikut:

a. Buku Kas Umum BUD

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
BENDAHARA UMUM DAERAH

Loge  TAHUN ANGGARAN xxxx
BUKU KAS UMUM
Periode :.....cccoevvnennn...
No | Tanggal | No. | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo

Bukti

Disiapkan oleh,
BUD/Kuasa BUD

Nama
NIP




- 155 -

Laporan Posisi Kas Harian

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
Logg  LAPORAN POSISI KAS HARIAN
g TAHUN ANGGARAN XXxX

Hari
Tanggal
Periode
No. Bukti Transaksi Uraian Penerimaan | Pengeluaran
No | SP2D | STS | Lain-Lain
Jumlah

Perubahan Posisi Kas Hari ini

Rekapitulasi Posisi Kas di BUD
Saldo Bank 1

Saldo Bank 2

Dst

Total Saldo Kas

Posisi Kas (H-1)

Posisi Kas (H)

Disiapkan oleh,
BUD/Kuasa BUD

Nama
NIP

* Total saldo kas harus sama dengan posisi kas (H)
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Saldo Kas Umum Daerah Menurut Buku
Saldo Kas Umum Daerah Menurut Bank

telah dicatat

belum dicatat oleh bank

b. Bukti lain yang sah

oleh buku,

Pengeluaran telah dicatat oleh buku,
belum dicatat oleh bank

b. Bukti lain yang sah

Penerimaan telah dicatat oleh bank, belum

b. Pendapatan Bunga
c. Pendapatan jasa giro
d. Bukti lain yang sah

Logo
Periode
1
2
Selisih
Keterangan Selisih
A. Penerimaan
a. STS No.
c. Dst.
B.
a. SP2D No...
c. Dst.
C.
dicatat oleh buku
a. Nota kredit No...
e. Dst.
D. Pengeluaran

telah dicatat

belum dicatat oleh buku

a. Nota debit No...

b. Biaya administrasi Bank
c. Bukti lain yang sah

d. Dst.

oleh bank,

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
REKONSILIASI BANK
TAHUN ANGGARAN xxxx

Bendahara Umum Daerah,

Nama

NIP
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C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS

1.

Ketentuan Umum

a.

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non
anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan
pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.

Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran,
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara
khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah
dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22,
PPh Pasal 23 dan/atau PPN, dan pajak pusat lainnya;

2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima
Upah antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala
Desa/Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan
peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan
kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kematian;

3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan
oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam
melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan
dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari

transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah

sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang
tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.

Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang

pada akun Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Pengeluaran kas

transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada
akun Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Transaksi transitoris tidak mempengaruhi SILPA sehingga

tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun

informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan
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di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

f. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas
Daerah, tidak boleh digunakan untuk operasional belanja
karena dalam jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke
pihak ketiga.

g. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa
ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya
sesuai kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan
mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan
pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan yang
menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai
target kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan.

h. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan
pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD,
Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

i. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dapat dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP

1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai
peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak
atas pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS.

2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib
pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan
wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang

dipungutnya ke rekening Kas Negara.
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Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib
pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan

melakukan pencatatan pada buku terkait.

Pengelolaan Kas Transitoris di BUD /Kuasa BUD

1)

Kas Transitoris yang melekat pada transaksi Penyetoran
kas transitoris atas potongan pajak dan potongan-
potongan lainnya dari belanja yang menggunakan
mekanisme LS dilakukan langsung oleh bank.

Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening

pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga

melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD
ke rekening tujuan yang telah ditentukan.

Jaminan

Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan

a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu
penyedia barang/jasa ke rekening RKUD.

b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia
barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh
kewajibannya kepada pemerintah daerah.

c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat
Perintah BUD yang berisi:

(1) Perintah Pencairan Uang;

(2) Besaran uang jaminan yang akan dicairkan;

(3) Pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;

(4) Dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan
bahwa penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan
kewajibannya.

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai kontrak, uang jaminan tidak
dikembalikan kepada pihak ketiga.

b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga
dengan menggunakan uang jaminan yang
diformulasikan dalam program, kegiatan, dan sub

kegiatan SKPD yang bersangkutan.
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c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah atas uang jaminan
tersebut yang sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak

ketiga.

D. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-

SKPD)

1. Ketentuan Umum

a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen

yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan

rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek

disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran.

b. Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

1)

3)

Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada

Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan

rancangan DPA-SKPD.

Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD

paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang

penjabaran APBD ditetapkan.

Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya

memuat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala

SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi:

a) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
Pengguna Anggaran;

b) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima
oleh SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan;

c) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan,
sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;

d) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
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Rencana penarikan dana setiap SKPD;

Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada
PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak
diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi
oleh TAPD;

Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

b. Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

1)

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan

surat pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan

DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6

(enam) hari setelah surat pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD mencakup:

a)

b)

d)

Rancangan Ringkasan DPA-SKPD Formulir yang
digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang
datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan
menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam
DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja
menurut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi
dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah
penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang diisi
dalam DPA Pembiayaan.

Rancangan DPA-Pendapatan SKPD Formulir yang
digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub
rincian objek pendapatan.

Rancangan DPA-Belanja SKPD Formulir yang digunakan
untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun
anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah
Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap
program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip
dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.

Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD Formulir yang
digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat

jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian
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objek dan sub rincian objek dari setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

e) Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD Formulir yang
digunakan untuk menyusun DPA  penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam
tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat
jumlah penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran
Pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, rincian
objek dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan
dan pengeluaran Pembiayaan.

c. Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi
DPA-SKPD
1) Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD

menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk

dilakukan verifikasi.

2) TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling
lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-
SKPD.

3) Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan
instrumen verifikasi antara lain:

a. standar harga satuan yang ditetapkan Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

b. analisis standar belanja;

c. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

d. standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan; dan/atau

e. Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana
otonomi khusus.

4) Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-
SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan dan
menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD.

d. Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD PPKD
melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD
yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

Dokumen Terkait Ilustrasi dokumen DPA SKPD mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman

penyusunan APBD.
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E. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

1.

Ketentuan Umum

a.

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan
APBD dalam setiap periode.

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah
untuk mengatur  ketersediaan dana dalam mendanai
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang
tercantum dalam DPA SKPD.

Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi
penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap
bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan
sinkronisasi anggaran kas SKPD.

Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas
pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan
sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan
pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi
realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas
SKPD.

Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek
pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam
dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran
pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan
rencana penerimaan setiap bulan.

Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas
pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per
sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu
pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas
SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan
serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya
berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.

Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek
belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen
anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan
pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana

pengeluaran setiap bulan.
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Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai
dasar penyusunan SPD.

Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-

SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa

BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.

Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling

lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD

dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;

2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana
penarikan dana dalam DPA-SKPD.

Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah

diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah

daerah.

Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah

daerah kepada PPKD selaku BUD.

PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas

pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat

1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas

pemerintah daerah diterima.

3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen anggaran kas mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

F. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

1. Ketentuan Umum

a.

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.

Dalam rangka manajemen, PPKD menerbitkan SPD dengan

mempertimbangkan:
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1) Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

2) Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan

3) Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang
tercantum dalam DPA SKPD.

c. SPD disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD
untuk ditandatangani.

d. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran diterbitkan sesuai
kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodik.

e. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat
bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD
selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen
yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang
ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi
SKPKD.

f. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila
terdapat kondisi sebagai berikut:

1) Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan
penerimaan dalam anggaran kas; atau

2) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak.

3) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran
berikutnya.

g. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran
kas pemerintah daerah.

b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku
BUD untuk disahkan.

c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada
Kepala SKPD.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen SPD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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G. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN

1.

Ketentuan Umum

a.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah meliputi
penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari pihak
ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui
buku-buku bendahara penerimaan, pertanggungjawaban
bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.
Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat
informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang dapat
dilakukan secara elektronik.

Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan
penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD,
BUD melakukan pengesahan dan pencatatan Penerimaan
Daerah tersebut;

Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya
ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1
(satu) hari. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau
dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan
jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran
penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari paling lambat 30 (tiga
puluh) hari bersamaan dengan penyampaian SPJ Penerimaan
dan untuk penerimaan pada bulan Desember paling lambat
disetor pada akhir bulan Desember;

Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah atas setoran. Bukti penerimaan dapat berupa dokumen
elektronik;

Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai
dan/atau non tunai sesuai peraturan perundang-undangan.
Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan Surat Tanda
Setoran (STS).

Penyetoran pendapatan dianggap sah setelah Kuasa BUD

menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
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k. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau

surat berharga yang dalam penguasaannya:

1) lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis
daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif
lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari
paling lambat 30 (tiga puluh) hari bersamaan dengan
penyampaian SPJ Penerimaan dan untuk penerimaan pada
bulan Desember paling lambat disetor pada akhir bulan
Desember; dan/atau

2) atas nama pribadi.

Terkait hal tersebut di atas, beberapa ketentuan yang diatur sebagai

berikut:

a.

Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun,

kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan

Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain- lain

Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran

pendapatan daerah, dapat dibedakan:

1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati,
dan/atau.

2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada
penetapan).

Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran

pendapatan daerah, penatausahaan  pendapatan daerah

dilaksanakan sebagai berikut:

1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah
penetapan oleh Bupati, didasarkan pada dokumen Surat
Ketetapan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib
pajak (tanpa ada  penetapan) didasarkan pada
dokumen/bukti penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada

dokumen /bukti meliputi:
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a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT);

g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);

i) Surat Tanda Setoran (STS);

j)  Nota Kredit dari Bank;

k) Surat Perjanjian;

1) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

m) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau

n) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
dalam melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat
dilakukan secara tunai dan non tunai, dengan cara:

a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai
dibuktikan dengan penerbitan surat tanda setoran (STS)
atau bukti lain yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh
Bendahara  Penerimaan  didokumentasikan dalam
Register STS; dan

b) Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai
dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media
elektronik lainnya.

S) Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap
sah setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota
kredit/media elektronik lainnya.

Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

disesuaikan dengan wewenang Bendahara Penerimaan dan

tugas/fungsi SKPD dan SKPKD, sebagai berikut:
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Jenis Pendapatan

Bendahara Penerimaan

Pajak Daerah

Bendahara Penerimaan di SKPD yang

memiliki tugas dan wewenang

pengelolaan pajak

Retribusi Daerah

Bendahara Penerimaan di SKPD yang

memiliki tugas dan wewenang

pengelolaan retribusi

Hasil
Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan  Kekayaan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah

Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Daerah

Hibah

Dana Darurat

Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Perundang-
undangan

Bendahara Penerimaan SKPD yang
melaksanakan fungsi BUD, kecuali:

1.Hal-hal terkait pajak dan retribusi
tetap dikelola oleh Bendahara
Penerimaan di SKPD terkait

2. Pendapatan BLUD dikelola oleh
BLUD terkait

3. Pendapatan Hibah Dana BOS,
Dana kapitasi dan pendapatan
lainnya yang dikelola oleh Bendahara
Khusus.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Tahap Penetapan dan Penagihan

Bagian 1 — Penetapan Pendapatan

1) Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati atau

pejabat yang diberi

kewenangan menerbitkan dokumen

penetapan pendapatan daerah.

2) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);
b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
c) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);
d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

dan

e) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya

jumlah pokok pajak,

jumlah kredit

pajak, jumlah
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kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

4) Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib
pajak/wajib  retribusi sebagai dasar pembayaran dan
kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu sebagai dasar penagihan.

S5) Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas
pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.

6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan

pendapatan berdasarkan dokumen penetapan.

Bagian 2 - Penagihan Pendapatan

Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara

manual, surat elektronik, notifikasi sistem secara digital

dan/atau media elektronik lainnya.

Adapun langkah-langkah penagihan piutang sebagai berikut:

1) Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan
pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke
pihak ketiga;

2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan
jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan
pendapatan; dan

3) Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan
pihak-pihak yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada
Pemerintah Daerah.

4) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan
pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga.

b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan
kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima
yang ditandatangani oleh pihak ketiga.

c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima
dokumen kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu dan PPK-SKPD.
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Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan

cara:

a) petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan
pendapatan kepada pihak ketiga; dan

b) petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD
dan Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat
elektronik penagihan pendapatan.

Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara

otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi

atau media lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang

memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan daerah.

b. Tahap Penerimaan Pendapatan

1)

2)

Penerimaan pendapatan melalui Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara
tunai, dilakukan sebagai berikut:

a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau
surat tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya
kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu  melakukan validasi dengan  meneliti
kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.

c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan
menyerahkan kepada pihak ketiga.

Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non

tunai, dilakukan sebagai berikut:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan
atas penerimaan pendapatan.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai
berikut:

(1) Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;



3)
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(2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian
antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah
yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.

Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non

tunai dianggap sah setelah Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan

validasi.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga

yang telah melakukan pembayaran.

Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai,

dilakukan dengan cara:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan
dari RKUD atas penerimaan pendapatan SKPD; dan

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi sebagai berikut:

(1) Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan
atas penerimaan pendapatan yang diterima langsung
RKUD.

(2) Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi
tidak diinformasikan secara otomatis, maka
Bendahara Penerimaan wajib meminta bukti
transaksi atas penerimaan pendapatan yang diterima
langsung RKUD; dan

(3) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian
antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah
yang telah ditetapkan.

Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai

dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu melakukan validasi.

Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan

melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau melalui

kanal pembayaran secara online yang disediakan oleh
penyedia jasa pembayaran (PJP) dari lembaga keuangan

bank dan non bank.
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Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic
Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking,
mobile/ phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri
(ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping, Electronic
Data Capture (EDC), Cash Management System (CMS) dan
transaksi berbasis elektronik lainnya.

Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan Bank.

Tahap Penyetoran Pendapatan

1)

Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling
lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis daerah
sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif
lainnya.

Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu
wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud

ke rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
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2. Dokumen Terkait

Dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara lain sebagai

berikut:
1. STS
PEMERINTAH PROVINS I/KABUPATEN/KOTA .......
SKPD........c..
SURAT TANDA SETORANM (STS)
No.STS === 000 e sessas
Tanggal @ =000 s
Bank =0 e
Mo. Rekening i Do o
Penerimaan tanggal 5 e g
Harap diterima uang sebesar Rp.o o e v e [BErDIl@NE e s s s e e e e e e v e 1)
Dengan Rincian Penermaan sebagai berikut:
No. Kode Rekening Uraian Jumlah

JUMLAH

Menge tahui,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran

&
]

L

Mama
MIP: . e e

Disiap kan ole h,
Bendahara Penerimaany Bendahara
Penermaan Pembantu

"
A

o]

Ma ma
NIP: e cee«
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
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SEPD. i
TAHUN ANGGARAN o
REGISTER 5T5
Perode: .oemeie
Mo. Mo, 5T5 Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Saldo Ket
Dizetujui oleh, Disiapkanoleh,
Pengzuna Anggaran/ Kuasa Bendahara Penerimaan,
Pengguna Anggaran Bendahara Penermaan
—
ok )
A A 2
o =]
Nama Nama
| 11— | 1 -
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H. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

1.

Ketentuan Umum
Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan
pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah
yang menjadi kewenangannya.
Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Terkait hal tersebut di atas, beberapa ketentuan yang diatur sebagai
berikut:

a. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan

daerah menggunakan buku-buku sebagai berikut:

1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

N

) Register surat tanda setoran
3) Buku Kas Umum
4) Buku pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank
b. Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan
menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar

pencatatan, antara lain:

1) Tanda Bukti Penerimaan

2) Surat Tanda Setoran

3) Nota Kredit Bank

4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan

dokumen di atas
c. Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga)
prosedur, antara lain:
1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai
2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening
bendahara penerimaan
3) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas
Umum Daerah
d. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dapat

dilakukan secara elektronik.
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2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Pembukuan atas Penerimaan Tunai

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan
Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di
sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD
pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran.

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non

Tunai adalah sebagai berikut:

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan di rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non
tunai berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau
notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada
Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan
kode rekening pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai
(pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di
sisi pengeluaran.

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

Pembukuan atas Penerimaan di RKUD adalah sebagai berikut:

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti
penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya)
yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai dengan kode

rekening pendapatan.
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2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi Dokumen bendahara penerimaan antara lain sebagai berikut:

a. Buku Kas Umum

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA .......
SKPD..ooiene
TAHUN ANGGARAN..........

BUKU KAS UMM
PeRode: w e o

Mo. | Tangzal | No. Bukti Rade Uralan

Penarimaan | Pengeluaran Saldo
Rekaning

Saldo Kas di Bendahara Fenerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

Diz etujui o leh, Diziapkan cleh,

Pengzuna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/

Kuzsa Pengsuna Bendahara Penerimaan

gag ool

B "E‘-’.'"ft‘gl

Mama Mama
MNP e

MIP: e e
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b. Buku Pembantu Kas Tunai

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

SKPD... e
TAHUN ANGGARAMN.....ccve
BUKU PEMBANTU KAS TUMAI
PEMOE: s cemeeen
Mo. | Tanggal | No.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan /
Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan
[ ¥
A A
O] 0]
Mama Mama
1 MIP: e
c. Buku Pembantu Bank
PEMERINTAH PROVINSI /KABUPATEN/KOTA .......
SKPD i
TAHUN ANGGARAN....ccvn
BUKU PEM BANTU BANE
PETOOE? i ssinsereses
Mo. | Tanggal | MNo. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Disetujuialeh,

Penggu

na Anggaran

Kuasa Pengzuna

Disiapkan oleh,
Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

1.

Ketentuan Umum

a.

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu

harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara

Penerimaan SKPD bertanggung jawab secara administratif

kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Laporan pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diatur sebagai

berikut:

a) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK
SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara  Penerimaan Pembantu Unit SKPD  wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara

Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan

pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara

administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD
paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan

merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan

Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi

penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara.

Lampiran Pertanggungjawaban tersebut dilampiri dengan:

1) BKU

2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

3) Register STS

4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil
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konsolidasi dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah

mendapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya.

Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD

sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan

penyetoran pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi:

1) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait.

2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait.

3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada

Pengguna Anggaran.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bagian 1 — Bendahara Penerimaan Pembantu

1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan penutupan BKU.

2) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan
Penerimaan dan Penyetoran.

3) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS
dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

4) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU,
Laporan Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan
Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap
kepada Bendahara Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal
S bulan berikutnya.

Bagian 2 — Bendahara Penerimaan

1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan

penutupan BKU.
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Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan
Penyetoran.

Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-
bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.
Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang
dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan
analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan
oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

Bendahara Penerimaan menggunakan data
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang
telah diverifikasi dalam proses pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang
merupakan gabungan dengan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Penerimaan Pembantu.

Tahap Penyampaian LPJ Administratif

1)

Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada
Pengguna Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:

a) BKU

b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

c) Register STS

d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara

Penerimaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku
atau laporan terkait

b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku
atau laporan terkait

c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan
terhadap  proses  penerimaan  pendapatan dan

penyetorannya
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Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan
kepada Bendahara Penerimaan.

Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan
lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan
menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan
LPJ Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.
Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap

LPJ Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.

c. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional

1)

2)

Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi
persetujuan (approval), menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada PPKD
selaku BUD.

PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan

rekonsiliasi penerimaan.

Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen Laporan Pertanggungjawaban bendahara

penerimaan antara lain sebagai berikut:

a. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PEMERIMAAN/BENDAHARA PEMERIMAAN PEMBANTU

SKPD
PERIODE

A,

Penerimaan 310 .
1. Tunai melalui bendahara penerimaan. 1+ TR
2. Tunaimelalui bendahara penerimaan pembantu 1+ TR
3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan 2o TR
4. Melalui ke rekening kas umum daerah 2= TR

Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (AL1+A2+A3) 1]+ D
Jumlah penyetoran | 3 = [

Saldo Kas di Bendahara | 2 <[
1. BendaharaPenerimaan
Bendahara Penerimaan Pembantu ...

2
3. Bendahara Penerimaan Pembantu ......
4

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengeuna Anggaran, Bendahara Penerimaan,’
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu
o !
El El
3] 1]
MNama Nama

NIP: e [ || - —
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b. Laporan Penerimaan dan Penyetoran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA .o

LAPORAN PEMERIMAAN DAN PENYETORAN

1. Ketentuan Umum

a.

Perode: wiwe e
PENDAPATAN PEMERIMAAN PENYETORAN
Mo, Kode A : i
1 Mama Rekening Tanggal Mo. Bukti Jumlah Tanggal Mo. Bukti Jumlah
Rekening
1
2
3
5
6
2
9
10
11
12
13
148
15
16
Jumlah Penerimaan:
Tunai :Rp
Mon Tunai rek SKPD :Rp
REKULD :Rp
TOTAL :Rp
Jumlah Penyetoran:
Tunai :Rp
Transfer ‘Rp
TOTAL :Rp
Saldo Kas di Bend Penernmaan:
Tunai: Rp
Bank : Rp
Disetujui oleh, Disispkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan/
Anggaran Bendaharm Penerimaan
o 3
a %
ol o}
Mama Mama
] B F— 1] |- P
PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan

analisis atas laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:

1)

2)
3)

kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban

penerimaan

evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan

analisis capaian realisasi penerimaan.
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Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan
pertanggungjawaban, PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi
penerimaan secara periodik yang dituangkan dalam berita acara
hasil rekonsiliasi.

Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku
BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD

memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan
mutasi RKUD.

Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan
kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-
transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak
tercatat oleh buku Bendahara  Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu.

PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan
dengan menampilkan data setiap bulan; dan

PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian

realisasi penerimaan.
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3. Dokumen terkait

[lustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan sebagai berikut:

Rekonsiliasi Penerimaan

LOGO PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
PEMDA REKONSILIASI PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN ..cooorroneee
A.  Pendapatan Daerah berdasarkan LP) Bendahara Penerimaan Rp.

B.  Transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak
tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu
¢. Dst Rp.
Total Rp.
C.  Eror/Kesalahan Pencatatan Penerimaan
i s Rp.
¢. Dst Rp.
Total Rp.

K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN

1.

Ketentuan Umum

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau

restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan

Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan

penerimaan pendapatan daerah.

Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah

sebagai berikut:

a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang

bersangkutan.
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Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan
dengan membebankan pada rekening penerimaan yang
bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan

dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Beberapa ketentuan yang diatur sebagai berikut:

a.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang
sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun tahun sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:

1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap
tahun; dan
2) objek penerimaan daerah yang sama.

Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

1) surat permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran;

2) rekomendasi APIP;

3) rekomendasi BPK-RI;

4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan
sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau

5) informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas

kelebihan pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya

melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan

untuk:

1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar
pengajuan.

2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat

dikarenakan:

1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan;
atau

2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat

penetapan yang sudah disampaikan.
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Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah
serta hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan
SKLB sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan
harus didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih
Bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan
untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB,
SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk
pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah
menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian
kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah kepada
BUD.

Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan
penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk
pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi
daerah melalui mekanisme transfer ke rekening bank
penerima.

Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan
pendapatan memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dapat dilakukan

secara elektronik.

Ketentuan Pelaksanaan

a.

b.

Tahap Penerbitan SKLB

1) Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan
atas penerimaan pendapatan daerah;

2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap
informasi atau permohonan pengembalian kelebihan
penerimaan pendapatan daerah;

3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan
SKLB; dan

4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan

penerimaan pendapatan daerah
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Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran

SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian

atas kelebihan pendapatan daerah dan membebankannya

pada rekening belanja tidak terduga untuk pengembalian
yang terjadi pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Bagian 1 - - Penyesuaian Pendapatan

Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas

kelebihan Penerimaan Daerah:

1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun tahun sebelumnya; atau

2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang
sama Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan
koreksi pada rekening penerimaan yang bersangkutan

Bagian 2 — Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran

SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian

atas kelebihan pendapatan daerah dan membebankannya pada

rekening belanja tidak terduga

Tahap Penyesuaian Pencatatan

1) Berdasarkan SPP pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah yang terjadi pada tahun yang sama,
Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah dimaksud melalui koreksi kesalahan
pencatatan penerimaan daerah dari Belanja Tidak
Terduga ke rekening penerimaan yang bersangkutan.

2) Berdasarkan SPP pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah yang terjadi pada tahun sebelumnya,
Bendahara Pengeluaran SKPKD tidak melakukan
penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah dimaksud yang

dibebankan pada BTT.
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L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH

1.

Ketentuan Umum

a.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran berkenaan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar,

yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

anggaran.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan.

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dapat dilakukan

secara elektronik.

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan

sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak

dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran

daerah.

Pengeluaran kas tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf

(f) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau

keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu

melaksanakan pembayaran setelah:

1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang
diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam dokumen pembayaran; dan

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila

persyaratan tidak dipenuhi.
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Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan

dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Terkait hal tersebut di atas, beberapa ketentuan yang diatur

sebagai berikut:

a.

Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub
kegiatan pada Unit SKPD.

Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada
penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar
terlebih dahulu kepada PPTK.

Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia
barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang
dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan
oleh PPTK.

Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non
tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening
PPTK yang secara khusus digunakan untuk pelaksanaan
kegiatan/sub kegiatan.

Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran
belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud
kepada Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran
Pembantu  melalui transfer ke  rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Jika uang
panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar

kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.
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f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas

penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar

1) Pengajuan Uang Panjar

a)

b)

d)

PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang
berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA
SKPD.

PPTK menyiapkan NPD.

PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk
mendapatkan persetujuan.

PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikannya kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan
PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencairkan uang panjar sebesar
yang tercantum secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke

rekening PPTK.

2) Pelaksanaan Belanja

a)

b)

Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK
melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan
yang dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK
diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah
sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.

Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan
atau pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK
menyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan uang
panjar dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, untuk
selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk diverifikasi dan sebagai bahan

pertanggungjawaban belanja.
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c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja
terdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar yang
diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan
pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara
non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening
Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK.

d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja
terdapat kelebihan uang panjar, PPTK melakukan
pengembalian kelebihan uang panjar secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK ke

rekening Bendahara Pengeluaran.

Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

1)

7)

8)

PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan
yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan
pihak penyedia barang/jasa.

Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat
keabsahan belanja secara materiil.

Berdasarkan  bukti-bukti belanja yang sah, PPTK
menyiapkan NPD.

PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk
mendapatkan persetujuan.

PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi
belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk diverifikasi.

Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti
yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara
tunai/non tunai.

Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening

pihak penyedia barang/jasa.
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Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

1)

2)

3)

Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu

melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai

berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran.

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan.

c) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk
bukti/pernyataan atas pencatatan/pendaftaran BMD.

d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam bukti transaksi.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi,

Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK wuntuk

melakukan perbaikan atau penyempurnaan.

Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan

LPJ Penggunaan UP.

3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara

lain sebagai berikut:

a.

Nota Pencairan Dana

SKPD.............
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
'+ R - )| £ | [
Jenis NPD : O Panjar O Tanpa Panjar
PPTK :
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
No. DPA
Tahun ANEEaran ;...
Rindian Belanja:
No | Kode Rekening Uraian Anggaran Sisa Anggaran Pencairan
Jumlah
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Renmna e My Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengguna Anggaran
!
A i A
o] o
Nama Nama
N NIP: .........
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b. Lembar Verifikasi Hasil Pembukuan Pengadaan BMD

LEMBAR VERIFIKASI
HASIL PEMBUKUAN PENGADAAN BMD

NAMA 5KPD e sneaer e e e e b s

Sesuai | Tidak Sesuai Keterangan

=
(o]

Uraian (v) (v) | Jumlah

Kode sub Kegiatan

Uraian sub kegiatan

Kode belanja

Uraian belanja

Kode barang

MNama Barang

Spesifikasi nama barang

Tanggal, bulan, tahun perolehan

WO 00 [~ [T LA | (LD R

Jumlah barang

[y
=

Harga satuan barang

[y
[

Biaya atribusi

[y
P

lain-lain, sebutkan

Pejabat Penatausahaan Barang / Kasubbag.
Umum dan Kepegawaian
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c. Surat Pernyataan

KOP SKPD
SURAT PERNYATAAN
Nomor:

Pada hari ini, wuecmemmn. Tanggal Bulan ...Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua bertempat di Kantor ... yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Nip

Pangkat/Gol

Jabatan
Selaku Pengurus Barang pada......ee: menyatakan bahwa telah dilakukan pencatatan

atau pembukuan sebagai barang milik daerah yang diperoleh dari pengadaan APBD dengan
rincian sebagai berikut:

Kode sub kegiatan
Nama sub kegiatan
Kode belanja
Uraian belanja
Bentuk Kontarak
a. Nama Penyedia
b. Nomor

c. Tanggal
Tanggal perolehan

Nilai

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, apabila terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan.

Mengetahui,

Pejabat Penatausahaan Barang / Kasubbag. Pengurus Barang,
Umum dan kepegawaian

Nip

NIP...

M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
1. Ketentuan Umum

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP)
merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang
ditetapkan dalam keputusan Bupati Bulungan berdasarkan
perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD.

Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk
setiap SKPD adalah sebagai berikut:

a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan

tidak menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian,
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penghitungan besaran UP didahului dengan melakukan
perhitungan besaran anggaran belanja yang akan
menggunakan LS.

Besaran UP dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari
keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-
SKPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan

Keputusan Bupati tentang besaran UP, yang ditetapkan satu

kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran,

berdasarkan pertimbangan:

1) ketersediaan kas di RKUD;

2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan
mekanisme LS, BOS, BLUD dan Dana Desa.

3) besaran anggaran SKPD.

Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan

tidak menggunakan mekanisme LS.

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

1) Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang
merupakan penjumlahan antara besaran LS dari belanja
operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja
transfer.

2) Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan
menggunakan UP, dengan cara melakukan pengurangan
total belanja berdasarkan DPA SKPD dengan jumlah besaran
belanja LS yang sudah dihitung (termasuk pagu BLUD,
BOS dan Dana Desa).

3) Klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP yaitu
total pagu DPA-SKPD Belanja dikurangi pagu Belanja yang
dapat dibayarkan melalui mekanisme Langsung (LS), Belanja
BLUD, BOS dan Dana Desa.

4) Menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu
anggaran yang dimiliki SKPD secara proporsional.

Pengajuan besaran UP disampaikan kepada BUD pada awal

tahun anggaran atau minimal setelah DPA SKPD disahkan.
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N. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN

1.

Ketentuan Umum

a.

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat
Pelimpahan UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara
Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar proses
pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola oleh
Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja
yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar
LS maupun TU.

Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan
yang mengatur  bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu
hanya berwenang untuk mengajukan permintaan pembayaran
menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.

Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal
SKPD dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna
Anggaran (PA).

Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada
unit SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke
rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan
dalam surat keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP
kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan
mempertimbangkan usul Bendahara Pengeluaran.

Besarnya  jumlah uang yang  dilimpahkan  tersebut
memperhitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) serta waktu pelaksanaan kegiatan.
Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan
pencatatan pada buku- buku terkait.

Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas

penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.
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k. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu

berakhir ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan
telah selesai dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang
persediaan, disetorkan secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran

Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP
berdasarkan usulan dari Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran Pembantu unit SKPD mengajukan
permohonan pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran
melalui Kuasa Pengguna Anggaran.

Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP
ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu unit SKPD.
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
unit SKPD melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada
buku-buku terkait.

Bendahara Pengeluaran Pembantu wunit SKPD dapat
mengajukan permintaan pelimpahan UP berikutnya kepada
Bendahara Pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang terpakai

disertai bukti- bukti transaksi.

O. PERMINTAAN PEMBAYARAN

1. Ketentuan Umum

a.

Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai
proses awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada
Pihak Terkait sekaligus sebagai proses pembebanan rekening
Belanja.

Proses permintaan pembayaran memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dapat
dilakukan secara elektronik.

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui
PPK-SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang

dipersamakan dengan SPD.
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Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara
Pengeluaran Pembantu melalui PPK-Unit SKPD berdasarkan
SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara
Pengeluaran Pembantu melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS.
SPP yang dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu terdiri atas SPP-TU dan SPP-LS.
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP, dengan
melampirkan Keputusan Bupati tentang besaran UP.
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP,
dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban
penggunaan UP.
Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu mengajukan SPP-TU untuk melaksanakan
kegiatan yang Dbersifat mendesak dan tidak dapat
menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.
Dalam hal terdapat sisa TU yang tidak digunakan dalam 1
(satu) bulan, sisa TU disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
Pengajuan SPP-TU dilampiri dengan daftar rincian rencana
penggunaan.
Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan
untuk:
1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu)
bulan; dan/atau
2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang
telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar
kendali PA/KPA.
. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:

1) gaji dan tunjangan;
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2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa;

3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

4) pengeluaran pembiayaan.

Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan

barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada KPA.

Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan

barang dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari

sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bendahara Pengeluaran mencatat Pengajuan SPP dalam

Register SPP.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD

diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran

SKPD.

Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan

Keputusan Bupati tentang besaran UP, yang ditetapkan 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun anggaran,

berdasarkan pertimbangan:

1) ketersediaan kas di RKUD;

2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan
mekanisme LS; dan

3) besaran anggaran SKPD.

Pengajuan SPP-UP mengacu pada Keputusan Bupati tentang

besaran UP berdasarkan ketersediaan kas di RKUD dan disertai

dengan pernyataan pengguna anggaran bahwa uang

persediaan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah

diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi

besaran UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-GU;
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2) Rincian belanja yang diajukan penggantian sampai dengan
sub rincian objek; dan

3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.

Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak

terkait lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Pengajuan permintaan pembayaran TU ini

didokumentasikan dalam SPP TU yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-TU; dan

2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub
rincian objek.

Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung

dari RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian,

pembayaran gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai

belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan

langsung dari RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening

bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran

pembantu).

SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk

pembayaran antara lain:

1) hibah berupa uang;

)
2) bantuan sosial berupa uang;
3) bantuan keuangan;
4) subsidi;
S) bagi hasil;
6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan

penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran
sebelumnya;

7) pembayaran kewajiban pemerintah daerah atas putusan
pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau
rekomendasi BPK.

Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai

kelengkapan sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan

Permintaan Pembayaran LS ini didokumentasikan dalam SPP-LS

yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-LS; dan
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Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai

dengan sub rincian objek.

Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-

Billing untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara

elektronik kepada PPTK.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Pengajuan Permintaan Pembayaran UP, dilakukan sebagai

berikut:

1)

Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai

dengan besaran UP yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Bupati.

Bendahara  Pengeluaran mengajukan permintaan

pembayaran UP tersebut kepada Pengguna Anggaran

melalui PPK-SKPD.

Pengajuan SPP-UP terdiri atas:

a) Ringkasan SPP-UP;

b) Rincian Rencana Penggunaan SPP-UP;

c) Keputusan Bupati tentang besaran UP;

d) Surat pernyataan Tanggung Jawab Pengguna
Anggaran;

e) Ceklist kelengkapan dokumen SPP-UP yang akan
diteliti oleh PPK-SKPD;

f) Lampiran lain yang diperlukan.

Pengajuan Permintaan Pembayaran GU, dilakukan

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti
UP.

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA
melalui PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan
Pertanggungjawaban UP.

Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang
dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran.
Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan
UP yang disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran

menyiapkan:
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a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti
transaksi yang lengkap dan sah, termasuk dokumen
perpajakan terkait.

b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan
dalam SPP-GU.

S5) Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

a) Ringkasan SPP-GU;

b) Rincian Rencana Penggunaan SPP-GU;

c) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP
beserta bukti transaksi yang sah dan lengkap;

d) Fotokopi SPD;

e) Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak digunakan untuk keperluan
selain Ganti UP;

f) Ceklist kelengkapan dokumen SPP-GU; dan

g) lampiran lain yang diperlukan.

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
1) Pengajuan Permintaan Belanja TU:

a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang
akan didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan
dan DPA-SKPD, untuk memastikan bahwa
kebutuhan dana tersebut memenuhi persyaratan
pengajuan permintaan belanja TU, yaitu:

a) Kegiatan yang bersifat mendesak; dan
b) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-
UP/GU.

b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana
TU sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU
yang didokumentasikan dalam Daftar Rincian
Rencana Belanja TU.

c) PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian
Rencana Belanja TU tersebut kepada PA untuk
mendapatkan persetujuan.

d) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan

Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.
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PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian

Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah

pengajuan permintaan belanja TU dengan pertimbangan:

a) TU dilakukan apabila jumlah UP atau GU tidak
mencukupi untuk membiayai suatu kegiatan;

b) Saldo kas pada bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu pada bulan berkenaan;

c) Jumlah besaran TU sesuai dengan kebutuhan serta
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu

penggunaan.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

a)

b)

d)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu menerima Daftar Rincian Rencana Belanja

TU sebagai dasar pengajuan permintaan

pembayaran TU.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu meneliti rencana belanja TU dengan

langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telah disediakan;

c) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau
dokumen yang mendasarinya;

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu menyiapkan permintaan TU yang

didokumentasikan dalam SPP-TU;

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu mengajukan persetujuan permintaan

pembayaran TU tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-

SKPD.

Pengajuan SPP-TU terdiri atas:

a) Ringkasan SPP-TU;

b) Rincian Rencana Penggunaan TU;

c) fotokopi SPD;

d) Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang
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menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
digunakan untuk keperluan selain TU Persediaan;

e) Daftar rencana kebutuhan TU;

f) Ceklist kelengkapan dokumen SPP-TU;

Pengajuan SPP-TU untuk Belanja Tidak Terduga untuk

Keadaan darurat dilampiri dengan:

a) ketetapan status tanggap darurat oleh Bupati;

b) rencana kebutuhan belanja dari SKPD;

c) surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang membidangi
bahwa dana TU tersebut tidak digunakan untuk
keperluan selain pemberian keadaan darurat; dan

d) lampiran lainnya yang diperlukan.
BUD berhak menolak SPP-TU yang tidak sesuai

ketentuan.

d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS

1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan

Tunjangan

a)

b)

PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan
tunjangan sebagai dokumen pengajuan permintaan
pembayaran LS Gaji dan Tunjangan.

Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

(1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani

oleh pejabat sesuai kewenangan.

(2) Salinan dokumen pendukung perubahan data

pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang

berwenang meliputi:

- gaji induk;

- gaji susulan;

- kekurangan gaji;

- gaji terusan;

- Rekapitulasi gaji  induk/susulan/kekurangan
gaji/gaji terusan;

-  SK CPNS;

- SK PNS;

- SK kenaikan pangkat;

- SK jabatan;

- kenaikan gaji berkala;
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- surat pernyataan pelantikan;
- surat pernyataan melaksanakan tugas;
- daftar keluarga (KP4);
- fotokopi surat nikah;
- fotokopi akte kelahiran;
- surat keterangan pemberhentian pembayaran
(SKPP) gaji;
- surat keterangan masih sekolah/kuliah;
- surat pindah;
- surat kematian;
- e-Billing PPh Pasal 21; dan
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan
dengan peruntukannya.
Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan
dan dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran
memverifikasi rencana belanja gaji dan tunjangan
dengan langkah sebagai berikut:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan
tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan
dana untuk belanja gaji dan tunjangan yang
akan diajukan telah disediakan;

(3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar
gaji.

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS

Gaji dan Tunjangan yang didokumentasikan dalam

SPP-LS Gaji dan Tunjangan. Pengajuan tersebut

disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD.

Dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan terdiri dari:

(1) Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan;

(2) Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Gaji dan
Tunjangan;

(3) Ceklist kelengkapan dokumen SPP-LS Gaji dan

Tunjangan.
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2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS TPP (termasuk

Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah)

a)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk
pembayaran belanja TPP sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran guna memperoleh persetujuan Pengguna
Anggaran.

Dokumen SPP-LS untuk belanja TPP terdiri dari:

(1) Ringkasan SPP-LS;

(2
(3
(4

)

) Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;

) Fotokopi SPD;

) e-billing PPh rangkap 3 (tiga) sesuai ketentuan

perundang-undangan terkait perpajakan;

(5) Rekap Tambahan Penghasilan manual atau dari print
out presensi elektronik;

(6) Daftar hadir atau e-presensi;

(7) Daftar Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai;

(8) Surat Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan
Penghasilan Pegawai;

(9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan

(10)Lampiran lainnya yang diperlukan.

Pengajuan SPP LS Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi

Daerah dilampiri dengan:

(1) Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besarnya
Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi
Daerah;

(2) Daftar Penerima Insentif;

(3) Ceklist kelengkapan dokumen SPP-Gaji dan
Tunjangan/TPP yang akan diteliti oleh PPK- SKPD;
dan

(4) e-Billing Pajak.

(5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan

(6) Lampiran lainnya yang diperlukan.

3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan

Barang dan Jasa

a)

Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran

Pembantu menyiapkan LS Pengadaan Barang dan
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Jasa dengan mengacu kepada berita acara dan
dokumen pengadaan.

Dokumen SPP LS Pengadaan barang dan jasa terdiri
dari:

(1) Ringkasan SPP-LS;

(2
(3
(
(5
(6

Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;
Dokumen kontrak;

Fotokopi SPD;

Billing Pajak disertai faktur pajak (PPN dan PPh);

N

)
)
)
)
)
)

Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan
Pejabat Pembuat Komitmen,;

7) berita acara selesai pekerjaan;

(8) berita acara kemajuan pekerjaan;

9) berita acara serah terima pekerjaan;

(10)berita acara pembayaran;

(11
(12

(13)surat pernyataan kesanggupan dari pihak

)

Jsurat jaminan bank;

Jsurat referensi/keterangan bank;

)

lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan

seratus persen sampai dengan berakhir masa

kontrak;

(14)dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar
negeri;

(15)surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan
barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;

(16)surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan;

(17)foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/
penyelesaian pekerjaan;

(18)potongan BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan

BPJS Ketenagakerjaan);
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(19)khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan
harganya menggunakan biaya personil (billing rate),
berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri
dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai
pentahapan waktu pekerjaan dan bukti
penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti
pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat
penawaran, kecuali konsultan penelitian tidak perlu
melampirkan;

(20)fotokopi nomor rekening bank pihak penerima uang;

(21)fotokopi NPWP;

(22)bukti setor pembayaran pajak daerah atas beban
kontraktual yang bersumber dari APBD;

(23)Ceklist kelengkapan dokumen SPP- LS;

(24)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan

(25)Lampiran lainnya yang diperlukan.

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan
kebutuhan  berdasarkan  jenis atau sifat
pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

Pengajuan SPP LS Pengadaan tanah dilampiri dokumen

sebagai berikut:

(1) Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah
yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di Daerah;

(2) Fotokopi bukti kepemilikan tanah;

(3) Surat Penetapan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan
Bangunan tahun transaksi;

(4) Surat persetujuan harga;

(5) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tercantum tidak
dalam sengketa dan tidak dalam agunan;

(6) Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/ Akta Jual Beli
di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

(7) Billing Pajak Penghasilan final atas pelepasan hak;

(8) Surat Pelepasan Hak Adat (bila diperlukan);

9)

(10)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan

Daftar nominatif pemilik tanah;

(11)Lampiran lainnya yang diperlukan.
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d) Pengajuan SPP LS pengadaan hibah/bansos

barang/jasadilampiri dokumen sebagai berikut:

(1) SK Bupati Penetapan Penerima Hibah/Bansos
barang/jasa;

(2) NPHD;

(3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan

(4) Lampiran lainnya yang diperlukan.

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran

Pembantu memverifikasi rencana belanja pengadaan

barang dan jasa dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan
dana untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang
akan diajukan telah disediakan;

(2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja pengadaan barang dan jasa yang akan
diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan
atas tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima
(BAST), dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan

pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan

Barang dan Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-

LS Pengadaan Barang dan Jasa.

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran

Pembantu mengajukan persetujuan permintaan

pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut

kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD /PPK-unit SKPD.

4) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak

Ketiga Lainnya

a)

b)

Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga
Lainnya dengan mengacu kepada keputusan Bupati
dan dokumen pendukung lainnya.

Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, dihitung berdasarkan keputusan Bupati
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dan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah

diverifikasi oleh bendahara pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran

Pembantu memverifikasi rencana pembayaran kepada

pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan dengan langkah
antara lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan
dana untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang akan diajukan telah
disediakan;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan
berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen
pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara

Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu

mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga

lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada

Pihak Ketiga lainnya.

Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran

Pembantu mengajukan persetujuan permintaan

pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada

PA/KPA melalui PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD.

Dokumen SPP LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk

Hibah berupa uang, terdiri dari:

(1) Ringkasan SPP-LS;

(2) Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;

(3) fotokopi SPD;

(4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari
penerima Hibah;

(5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah bermaterai sesuai

ketentuan tentang bea materai;
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(6) Akta Badan Hukum Penerima Hibah telah terdaftar
pada kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-
undangan atau peraturan terkait pembentukan
penerima hibah;

(7) Usulan tertulis dari calon penerima Hibah kepada
Bupati;

(8) SK Alokasi bagi Penerima Hibah;

(9) Rekapitulasi daftar penerima Belanja Hibah beserta
nominal yang diterima dan nomor rekening bank;

(10)Pakta integritas;

(11)Fotokopi Nomor Rekening Bank dari pihak penerima

uang jika satu penerima, atau Fotokopi Nomor
Rekening Bank penerima serta daftar nama dan nomor
rekening bank pihak penerima uang jika banyak
penerima;

(12)Surat Keterangan dari bank yang menyatakan bahwa
nomor rekening yang dilampirkan masih aktif;

(13)Ceklist kelengkapan dokumen SPP Hibah;

(14)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan

(15)Lampiran lainnya yang diperlukan.

Dokumen SPP LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk

Belanja Bantuan Sosial berupa uang, terdiri dari:

(1) Ringkasan SPP-LS;

(2) Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;

(3) Fotokopi SPD;

(4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari
penerima Bantuan Sosial;

(5) Usulan tertulis dari calon penerima Bantuan
Sosial kepada Bupati yang telah diverifikasi oleh
SKPD yang membidangi;

(6) Rekapitulasi daftar penerima Belanja Bantuan
Sosial beserta nominal yang diterima dan nomor
rekening bank;

(7) SK Alokasi bagi Penerima Bantuan Sosial Uang;
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(8) Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Uang
yang akan diserahkan dari SKPD kepada
Penerima;

(9) Fotokopi Nomor Rekening Bank pihak penerima;

(10)Ceklist kelengkapan dokumen SPP- Bantuan
Sosial;

(11)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan

(12)Lampiran lainnya yang diperlukan.

h) Dokumen SPP LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk
Belanja Bantuan Keuangan, terdiri dari:

(1) Surat Pengantar SPP-LS;

2) Ringkasan SPP-LS;

3) Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;

4) Fotokopi SPD;

5) Rekapitulasi daftar nama penerima Bantuan
Keuangan beserta jumlah nominal Bantuan
Keuangan dan nomor rekening bank;

(6) Peraturan Bupati atau peraturan perundang-
undangan lainnya yang mendasari pemberian
Belanja Bantuan Keuangan;

(7) Peraturan Bupati/SK Bupati yang menetapkan
besaran Alokasi penerima Bantuan Keuangan;

(8) Usulan pengajuan pencairan dari penerima
Bantuan Keuangan;

(9) Untuk Bantuan Keuangan Desa melampirkan
dokumen yang berkaitan dengan penganggaran
dan penatausahaan Pemerintah Desa;

(10)Fotokopi Nomor Rekening Bank penerima
Bantuan Keuangan;

(11)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

(12)Ceklist kelengkapan dokumen SPP-Bantuan
Keuangan yang akan diteliti oleh PPK-SKPD; dan

(13)Lampiran lainnya yang diperlukan.

i) Dokumen SPP LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk
Belanja Subsidi terdiri dari:

(1) Surat Pengantar SPP-LS;

(2) Ringkasan SPP-LS;
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Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;

Fotokopi SPD;

Peraturan Bupati atau peraturan perundang-
undangan lainnya yang mendasari pemberian
Belanja Subsidi;

Permohonan pencairan dari penerima Subsidi ke
Dinas teknis;

Fotokopi nomor rekening bank pihak penerima
Subsidi;

Ceklist kelengkapan dokumen SPP- Subsidi;
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan

(10)Lampiran lainnya yang diperlukan.

j) Dokumen SPP LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk

Belanja Bagi Hasil terdiri dari:

(1)

)

Surat Pengantar SPP-LS;

Ringkasan SPP-LS;

Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;

Fotokopi SPD;

Peraturan Bupati yang mendasari pemberian
Belanja Bagi Hasil;

Peraturan Bupati/SK Bupati alokasi penerima
Bagi Hasil;

Usulan permohonan dari penerima Bagi Hasil ke
Dinas teknis;

Rekapitulasi daftar penerima Belanja Bagi Hasil
beserta nominal yang diterima dan nomor
rekening bank dari Dinas teknis;

Fotokopi nomor rekening bank pihak penerima

Belanja Bagi Hasil;

(10)Ceklist kelengkapan dokumen SPP Bagi Hasil,;

(11)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan

(12)Lampiran lainnya yang diperlukan.

k) Dokumen SPP-LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk

Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang

telah ditutup, terdiri dari:

(1)

Surat Pengantar SPP-LS;
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Ringkasan SPP-LS;

Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;

fotokopi SPD;

Surat permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran, yang dilampiri:

e bukti setor penerimaan daerah;

e rekomendasi APIP/BPK (bila ada);

e putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya dan/atau

e SKLB atau dokumen lain yang dipersamakan.

e informasi lainnya yang dipersamakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

e Bukti verifikasi atas kelebihan penerimaan
daerah tahun sebelumnya dari BUD yang
menunjukkan kode rekening jenis
penerimaannya;

e fotokopi nomor rekening bank pihak penerima
uang;

Ceklist kelengkapan dokumen SPP Belanja Tidak

Terduga;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan

Lampiran lainnya yang diperlukan.

Dokumen SPP-LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk

Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat dan

Mendesak sesuai ketentuan perundang-undangan, terdiri

dari:

(6)

Surat Pengantar SPP-LS;

Ringkasan SPP-LS;

Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;

fotokopi SPD;

Pernyataan Status Tanggap Darurat oleh
Bupati dan/atau dokumen lain sesuai
ketentuan perundang-undangan;

Rencana Kebutuhan Belanja dari SKPD teknis
terkait yang telah direviu oleh APIP;



(9)

-217 -

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
dari SKPD teknis terkait;

Ceklist kelengkapan dokumen SPP- Belanja Tidak
Terduga; dan

lampiran lain yang diperlukan sesuai perundang-

undangan.

m) Dokumen SPP-LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya untuk

Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang Tidak

Direncanakan Sebelumnya, terdiri dari:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

CRCRSNE

L

Surat Pengantar SPP-LS;

Ringkasan SPP-LS;

Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;

Fotokopi SPD;

Tanda Bukti Pengeluaran bermaterai, yang
ditandatangani PPTK serta disetujui oleh
Pengguna Anggaran;

Daftar nama penerima bantuan;

SK Bupati tentang Penerima Bantuan;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
Ceklist kelengkapan dokumen SPP Belanja Tidak

Terduga; dan

(10)Lampiran lainnya yang diperlukan.

n) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran kewajiban pemda

atas keputusan pengadilan dan rekomendasi APIP

dan/atau rekomendasi BPK, terdiri dari:

(1)
(2)
(3)
(4)
(9)

(6)

(7)

Surat Pengantar SPP-LS;

Ringkasan SPP-LS;

Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;

Fotokopi SPD;

Keputusan pengadilan, dan rekomendasi APIP
dan /atau rekomendasi BPK;

Fotokopi Nomor Rekening Bank sesuai yang
tercantum dalam Keputusan pengadilan, dan
rekomendasi APIP dan /atau rekomendasi
BPK;

Ceklist kelengkapan dokumen SPP Belanja Tidak
Terduga;
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Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan

Lampiran lainnya yang diperlukan.

o) Dokumen SPP-LS untuk Pengeluaran Pembiayaan, terdiri

dari:

[u—
~

—_ =~ o~ o~~~
S W
= =

(9)

Surat Pengantar SPP-LS;

Ringkasan SPP-LS;

Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;

Fotokopi SPD;

Ceklist kelengkapan dokumen SPP-LS
Pengeluaran Pembiayaan;

Peraturan Daerah yang mendasari pengeluaran
Pembiayaan yang berupa Penyertaan Modal atau
Dana Cadangan;

Peraturan Bupati yang mendasari pengeluaran
Pembiayaan yang berupa Dana Talangan;
Keputusan Bupati tentang penetapan penerima
Pembiayaan yang berupa Dana Talangan;

Fotokopi Nomor Rekening Bank penerima;

(10)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan

(11)Lampiran lainnya yang diperlukan.
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3. Dokumen Terkait
Dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut:

a. SPP UP

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN,/KOTAY ...
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor © oo

Ganti Tang Persediasc

EPP-GT

Hama SKPT

Nama Penpmuna Angearan

Nama Bendabhars Pengeluaman

NFWP Bendahara Pengeluaran

Narma Banlke

Nommor Felo=ning Bank

R Rl R e

Unzole Keparluan

[ 2]

Dacar Pengehaaran

=]

Selbesar: Fp
EE - 1 O |

Ho Trmiaa

i

i

i | i

Fada SPP ird ditetapicen Lampiman-laspitar yang &pariukare cobapaimans torters pada dafrar ixlanpoapan dslmenen SPP ind,

Bendahara Pengeluaran

tanda tangan|

[nams lengkap
HIF.

Lizsmi bayr Acslil : Linbuk: Pengguna Angganan Fre-S8PD
Salinan 1 : Unfuk K= BID

Salinan 2 : Unfuk Benrdshara Pengeiarn
Salinan 3 : Unfuk Amip Senclshora Pangehmran
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PEMERINTAH PROVINSI/EABUPATEN/EOTAY) ......
JURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

{11011
Tahun Anggaran : ...

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Ko

Kode Relening

Uraian Nilai Rupah

Nama EegiatanSub Kegiatan 1

L

[ XL K XX TE K

"
.

LI T I FE FEX

3.

dst

Nama KegiatanSub Kegatan 2

|
=

LI T IXFX NIX

3.

LI K I FE MK

6.

LI T I FE FEX

/. FIIEIXFXTIX

8

. st

Nama Kegatan)Sub Kegatan 3

9. P W X K O
10 Jost
TOTAL..cevrvasarama
Terbtlang : 88 ..o, TUDIAR B4
Mengetahui Menyetan: [Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
[Nama Lengkap [Nama Lenckag)
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b. SPP GU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

1T

1. Noama SEPD T e

Nama Penggare Anggaran o

Nama Bandahars Pengshaaran S

Eal B

MNFWF Eandahara Punguluaran s
Nama Bank T e —————

Nomaor Fekening Bank o [ S

mwm

7. Usnfuk Kapartuan o
E. Dazar Fangehsaran 11 I— Romar: ..o RRETAD v

Sebear: =

He= Dirmdien

Tanggal = oo L= T IEF.

Tanggal = oo L= T IEF.
Dist : [ IEF.

I |SF2D Sebelumnya

Tanggal = oo Momor: . |e=

Tanggal = oo L= T IEF.
DSt e [ IEF.

Pada SPP ni dtetapkom Laopirem-lamman g diparhiom cobagaimans tartars pada dafter imlergiopen dolanmen. SPP imi.

SN . 17,1 I
Bendahara Pengelnaran

[tamds tanpan)

[nama lengkag)
NI

Lsmisar As ; Untui PEngOunS Anggaran Pry-S5F0
Salisan 1 - Unbuk Koy 500

Salisan 2 : Unhui Bencshara Pengebaran
Zalisan 3 : Unhuk &rsi Sendahoar Pangeluran




PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

222 -

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Tahun Anggaran: ...........

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No

Kode Reken:ng

Uratan

Nilsi Rupish

Nama KegatanSub Kegiatan 1

1

I FEREFEE

A
&,

I IXTETE TEK

3.

dst

Nama Kegatan/SubKegiatan 2

g

ETX I TERX FEEK

5.

EXLIX XN X XFK

6.

I IX T TETEK

8

. |dst

Nama Kegatan/Sub Kegiatan 3

8.

EXLIX KR X KR

10

dst

Terhilang : & ..........ococoren.. TUpIGh §§

Mengetabu Menyetuju:
Pengguna Anggaran

(Mama Lenskag)

[Tempat, Tanggal|
Bendahara Pengeluaran

[¥ama Lens)
NP
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SPP TU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /HOTA ...
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPF)

i [ 15 OSSR

Tambahan Tang Fersediaan

SPP-TU
1. Mo EEPD Tz Kers
1. Kods don Hemo Bub Esgoton
3. Ho=e Pangmens Asgpors (Konsn Pesgfenn Sedgnmes
4. No== FFTE
5.  Ho=a Handohors Pangsbacoon /Bendohomn Pesgfalucman Pambania
E. HFWTF Bazdakers Fengshesrns (Hendoboars Pecgsluaron Fesbansu
Hoze Hemlie
B. Hemer Falwring Bonlk
9. Unsuk Espssiuo=n
10. Deszer Fengshecren : |3FD ... Homaars e tamgied
Sabazar: B
Ho TUrmizn
1 ]
1 |
I |SFD
I |[SFID Sskslum=zyn
Fads EFF izd dtetaplen lompiren-lospiros yoog dpadulos ssbogeimans terters pado dofrer lalangimpen dedooman SFF ind

RSN+ o111 r. 1
Bendahara Fengelnaran/Bendabhara

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Fengelnaran PFembantm

|tapda tangan) tands fappgac|
cama leangkap) [mama lengcap)
KIF. HIF.

Leermidbater Al : Untobk: Pengouna Angoairan, T PE-SKFD
Salimai 1 : Utk Kuxey BUD

Salinan I © Linfii Bendanars Fenge Laran PP
Salinamn 3 : UniuiArsp Bendaham PengehamnFRTE
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA®) ......
SURAT PERMINTAAN PEMEAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAARN (SPP-TT)

Nomor : ........

Tahun Anggaran : ...........

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Mo

Kode Rekening

Uraian Nila Fupah

Nama Kegatan/SubEegatan 1

B i i o

2.

I XE XK K K K

3

dst

Nama Kegatan/SubKegatan 2

I XE XK K K K

I XE XK K K K

I XE XK K K K

ol =0 R

. |LEEXEE KX EY MEY

8.

dst

Nama Kegatan/SubKegatan 3

9.

I XE XK K K K

10

dst

Terbilang - #% ..o TUpUTh 28

Mengetahu /Menyetuym:

Pengguna Anggaran/Eunasa Penggnoa Anggaran

[Hama Lengkap|

Tempat, Tangzall
Bendahara Pengeluaran/Bendabhara Pengelnaran
Pembantu

{Nama Lengkap|
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d. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

FEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA™ ..
SURAT PEEMINTAAN PEMBAYARAN (SPF)

LT

Lanpzuzng Gaji dan Tanjangan

SPP-LS

1. Nama SEFD Urit Kena

Eode dan Nams Sub Eqgiatan

Hams Pangrona Arggeran (Koasa Pengpuns Anggeran

Ll

Hama PPFTEK

Nama Bopdshar Fengslaaran

NFWF Bandahara Fengeluaran

Halm

Eam» Back

=]

Homor Belsmng Bank

3. Untuk Keparhzan

10. Dasar Panguloaman 2 . -1 N -7 . | -

Sabazam Bp

Ho Draiem

o= . | 3

ol RS — - 1

T

I |SPID Sebelumaoya

Pada SFP ini ditetapiom lampirac-lamoimr yang fiperiakan sebagaimana tartara pada daftar kulengicapar dolaman SPP ind

Prjabat Pelalksana Teknis Kegiatan Eendabara Fengelnaran

[yroialeRerialoial {tands tangan|

[nama longkap [nama lengicap)
MIP. HIF.

Latavi b el - Linbuk: Pengoana Anggamn/PRE:SED
Salinan 1 : Untui K BUD

Salinan X : Unfuk Bendobara Pengelemnf PR
Salinan3 : Untuk Arsip Bendarae Fergeamin FRTE
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PEMERINTAH PROVINSL/EABUPATEN/HOTA" ......
SURAT FERMINTAAN PEMBATARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TURJANGAN
Mommer & oo

RINCIAN RENCANA FENGGUNAAN

Ho Eode Fekening Uraian Hilai Fupah

Nama Eepiatan /Sub Hagiatan 1

1. oo o

2 o

3 IE

Nama Eepiatan/Sub Hegiatan 2

4 |TEXOON TN T

5. | o

g |Termrm o

7. | oo

g, |dst

Nama Eepiatan /Sub Hegiatan 3

g o oo

10 IE

Terbilang : $8 ... TUmRR 8

Menpetal (Menyetujud: (Tempat, Tanpeal)
Pengpuna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Wama Lengicag [Nama Lanskapi



- 227 -

e. SPP-LS Barang dan Jasa

- e ———— —— o ——

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

1 e

Langsunp Barang dan Jasa

SPP-LS

1. Nama SKFD Uit Eafja

2. Kods dan Nama Sub Kegiatan

4. Nams Peopgpona Angparan (Kuasa Fengracs Angeasan
4. Nama FFTK
5. Nams Bemdshama Fanpslusaran | Egndsbars Peogulusran Pembanin

E. NPWF Bendahsms Panpuluaman (Bendsham Pengehusran Pembanta

7. Hams Bark

8. Nomor Rakmmng Bamik

9. Untuk Keparhzam

1. Dasar Pangelusmn SFD ..
Sa'be car Ep
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f. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya
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P. PERINTAH MEMBAYAR

1.

Ketentuan Umum

a.

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD.

Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja
oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja
tersebut.

Proses perintah membayar memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dapat

dilakukan secara elektronik.

Perintah membayar diatur sebagai berikut:

a.

Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan
permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan
SPM-UP.

Berdasarkan  pengajuan SPP-GU, PA mengajukan

penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD

dengan menerbitkan SPM- GU.

Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan

permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan

SPM-TU.

Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK-

SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

1) Kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak
penagih.

2) Kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/
sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan
barang/jasa.

3) Ketersediaan dana yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan

pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS

kepada Kuasa BUD.

Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA

tidak menerbitkan SPM-LS.
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PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil
verifikasi tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari

terhitung sejak diterimanya SPP.

Terkait hal tersebut di atas, beberapa ketentuan yang diatur sebagai

berikut:

a.

PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan
pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran
kepada Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang
disiapkan oleh  PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah
sebelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan pengajuan pembayaran.

Jenis SPM terdiri atas:

1) SPM-UP;
2) SPM-GU;
3) SPM-TU;
4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan;

Ul

) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa;

6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya

PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan hanya wuntuk pengajuan
permintaan pembayaran LS dan/atau TU dari Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun
anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam hal PA/KPA Dberhalangan sementara, yang
bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi
wewenang untuk menandatangani SPM berdasarkan Surat
Tugas PA/KPA.

Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat
yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM,

melakukan pencatatan pada register SPM.
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2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Perintah Membayar UP

1)

Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan
cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Bupati.
Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD
menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang
didokumentasikan dalam draft SPM-UP  untuk
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling

lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan

lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan kepada

Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA;

b) Ceklist kelengkapan dokumen SPM-UP;

c) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-
UP;

d) Keputusan Bupati tentang penetapan besaran UP;

e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA.

b. Perintah Membayar GU

1)

2)

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ

Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang

diterima dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah

berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti
transaksi dan dokumen perpajakan terkait.

d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan
GU, LPJ Penggunaan UP, dan bukti- bukti
transaksinya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau

ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK- SKPD

meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada



- 234 -

Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak

diterimanya SPP-GU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,

PPK SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar

GU yang didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan

SPM-GU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi

dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian

disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b) Ceklist kelengkapan dokumen SPM-GU yang
ditandatangani oleh PA/KPA;

c) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen
SPP-GU;

d) Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran;

e) fotokopi SPD.

c. Perintah Membayar TU

1)

2)

Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang

disertai dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-

SKPD /PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan

langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan
pengajuan permintaan Perintah Membayar TU.

Apabila  didapatkan = ketidaklengkapan dan/atau

ketidak-absahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK- SKPD

meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada

bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak

diterimanya SPP-TU.
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Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,
PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan
Perintah Membayar TU yang didokumentasikan dalam
draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran.

PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU

paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan

lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada

Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b) Ceklist kelengkapan dokumen SPM-TU yang
ditandatangani oleh PA/KPA;

c) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen
SPP-TU;

d) SPPTU;

e) rincian rencana penggunaan dana;

f) fotokopi SPD;

g) keperluan pembayaran TU untuk Belanja Tidak Terduga
tanggap darurat bencana dilengkapi dengan:

a) pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati;

b) Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana
dari Kepala SKPD terkait yang telah di review oleh
Inspektorat Daerah; dan

c) Fotokopi  nomor rekening bank  Bendahara
Pengeluaran.

h) keperluan pembayaran TU untuk Belanja Tidak Terduga
Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dilampiri:

a) Fotokopi nomor rekening bank  Bendahara
Pengeluaran; dan

b) Lampiran lain yang diperlukan.

d. Perintah Membayar LS

1)

Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
dilengkapi dengan dokumen- dokumen pendukungnya,
PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan
langkah berupa:
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a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.

e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan
LS dengan dokumen pendukungnya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau

ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD

meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada

Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak

diterimanya SPP-LS.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,

PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan

Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam

draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA.

PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS

paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan

lengkap dan sah.

SPM LS yang sudah ditandatangani PA/KPA disampaikan

kepada BUD, dengan dilengkapi dokumen pendukung.

Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan

pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan adalah:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen
SPP-LS Belanja Gaji;

c) Rekap gaji susulan/rekap kekurangan gaji/rekap
penghasilan lainnya;

d) Fotokopi SPD;

e) Peraturan perundangan mengenai penghasilan
pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan
Bupati/Wakil Bupati;

f) e-Billing Pajak; dan
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g) Lampiran lain sesuai peraturan perundangan.

Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan

pembayaran Belanja TPP (termasuk insentif Pajak/Retribusi)

adalah:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen
SPP-LS Belanja TPP/Insentif;

c) Fotokopi SPD;

d) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah pada pengajuan pertama tahun
anggaran berkenaan;

e) SK Bupati tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran
Insentif;

f) Daftar Penerima Insentif;

g) e-Billing Pajak; dan

h) Lampiran lain sesuai peraturan perundangan.

Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk untuk

keperluan pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen
SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa;

c) Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat
Pembuat Komitmen;

d) Berita Acara Pembayaran;

e) Setoran denda beserta surat keterangan denda dari
PPTK jika ada;

f) Fotokopi jaminan Uang Muka;

g) Fotokopi jaminan pemeliharaan atas pembayaran fisik
pekerjaan konstruksi 100% atas pekerjaan yang telah
selesai 100% namun masih dalam masa pemeliharaan;

h) Fotokopi SPD;

i) Dokumen Appraisal tanah dari Kantor Jasa Penilai

khusus untuk belanja modal tanah;
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j) SK Bupati Penetapan Penerima Hibah/Bansos
Barang/jasa;

k) Lampiran lain sesuai peraturan perundangan.

Dokumen pendukung pengajuan SPM-LS untuk keperluan

pembayaran belanja hibah berupa uang adalah:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-
LS Hibah Uang;

c) Fotokopi SPD;

d) Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima
hibah sesuai Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD;

e) Daftar penerima hibah, yang berisi nama penerima
hibah, besaran hibah dan nomor rekening;

f)  Fotokopi nomor rekening bank pihak penerima; dan

g) Lampiran lain sesuai peraturan perundangan.

10) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan

pembayaran belanja bantuan sosial berupa uang yang

direncanakan adalah:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen
SPP-LS Bantuan Sosial berupa uang;

c) Fotokopi SPD;

d) Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima
hibah sesuai Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD;

e) Daftar penerima bantuan sosial, yang berisi nama
penerima bantuan sosial, besaran bantuan sosial dan
nomor rekening;

f) Fotokopi nomor rekening bank pihak penerima uang;

g) Peraturan Bupati tentang Bansos Uang; dan

h) Lampiran lain sesuai peraturan perundangan.

11) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan

pembayaran belanja bantuan keuangan adalah:

a) Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;



- 239 -

b) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen
SPP-LS belanja bantuan keuangan;

c) Fotokopi SPD;

d) Peraturan Bupati yang mendasari pemberian Belanja
Bantuan Keuangan;

e) Fotokopi nomor rekening bank penerima uang;

f) Lampiran lain sesuai peraturan perundangan.

12) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan
pembayaran belanja subsidi adalah:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen
SPP-LS belanja subsidi;

c) Fotokopi SPD;

d) Keputusan Bupati tentang ketentuan Subsidi;

e) Fotokopi nomor rekening bank pihak penerima uang;
dan

f) Lampiran lain sesuai peraturan perundangan.

13) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan
pembayaran Belanja Bagi Hasil adalah:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen
SPM-LS SPM-LS belanja Bagi Hasil;

c) Fotokopi SPD;

d) SK dan Peraturan Bupati yang mendasari pemberian
Belanja Bagi Hasil;

e) Fotokopi nomor rekening bank penerima; dan

f) Lampiran lain sesuai peraturan perundangan.

14) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan
pembayaran belanja Tidak Terduga untuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang
telah ditutup adalah:

a) Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen
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SPP-LS belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang
telah ditutup;

Surat tanda setoran (STS) kelebihan penyetoran ke
Rekening Kas Umum Daerah yang telah diverifikasi oleh
BUD;

Permohonan pengembalian kelebihan setoran dari
pemohon yang menyebutkan jumlah kelebihan setoran
dan nomor rekening bank penerima;

Surat ketetapan Pendapatan Daerah Lebih bayar
(SKPDLB) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih
Bayar (SKRDLB) atau dokumen lain yang dipersamakan;
Buku pembantu per rincian objek penerimaan yang
ditandatangani Bendahara Penerimaan dan diketahui
oleh Pengguna Anggaran jika merupakan pendapatan;
dan

Lampiran lain sesuai peraturan perundangan.

15) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan

pembayaran BTT keadaan darurat dan mendesak dilampiri:

a)
b)

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-LS
BTT keadaan darurat dan mendesak;

Fotokopi SPD;

Fotokopi nomor rekening bank pihak penerima; dan

Lampiran lain sesuai ketentuan perundang- undangan.

16) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan

pembayaran BTT bansos yang tidak direncanakan dilampiri:

a)
b)

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-LS
BTT bansos yang tidak direncanakan;

Fotokopi SPD;

Fotokopi nomor rekening bank pihak penerima; dan

Lampiran lain sesuai ketentuan perundang- undangan.
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17) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan
membayar kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK adalah:

a) Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen SPP-LS
untuk keperluan membayar kewajiban pemda atas
putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau
rekomendasi BPK;

c) Fotokopi SPD;

d) Fotokopi dokumen Keputusan pengadilan, rekomendasi
APIP dan/atau rekomendasi BPK;

e) Fotokopi Nomor Rekening Bank sesuai Keputusan
pengadilan, dan rekomendasi APIP dan /atau
rekomendasi BPK; dan

f) Lampiran lain sesuai peraturan perundangan.

18) Dokumen pendukung pengajuan SPM LS untuk keperluan
pembayaran Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

b) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen
SPM-LS Pengeluaran Pembiayaan;

c) Fotokopi SPD;

d) Peraturan Daerah yang mendasari pemberian
Pembiayaan yang berupa Penyertaan Modal;

e) Peraturan Bupati yang mendasari pemberian
Pembiayaan yang berupa Dana Talangan;

f) Keputusan Bupati tentang penetapan penerima
Pembiayaan yang berupa Dana Talangan;

g) Fotokopi Nomor Rekening Bank pihak penerima uang.

19) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) yang dicetak dan

dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

3. Dokumen Terkait

[lustrasi Dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut:
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a. SPM-UP
PEMERINTAH PROVINSL/ EABUPATEN/KOTAY|
SURAT PERINTAH MEMEAYAR
Uang Persediaan (UP)
Tabun Anggaran: No. 5PM:
EUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAH PROVINSI/EABUPATER/EOTA Yo, Uraiam Jumlsh  |Eeterangan
[No. Rekening)
Supays menermtran P20 Eepada:
Jumlah| BEp. ..., -

SEFD

Bendaharaphak lain
No.Relening Bank 7 oo,
Nama Bank
KFWP

Dasar Pembayaran

Untuk Keperluan :

[informasi - (Tidak mergurangl imizh pembayaren SPH)

Ureian
[No. Rekening|

No. Jumlih Eeterangan

Jumlak[Rp. ..e...., -

Pembebanan Pads Eegiatan

5PM Yang Dibayarkan

EODE KEGIATAN TRAIAR RILAI [ fumlah Yang Diminta
}umlah Potongan
Jumah Bo e - [ umlah Yang Dibayarksn
|Uang Sejumlah: |
Jumlash 5PF Teng Diminta: Bp. oo, .
.......... tanggal ... ... ...
[terbilzng) Penggana Anggaran
|temuda tangan)
nama lengiey
Nomor dan Tanpggal 5PF HIP.

5PN o soh apabils fxioh deondmongars don disherme] =k Kepala SAPD
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b. SPM-GU
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTAY)
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Ganti Uang (G
Tashun Anggaran: Ho. 5PM:
HUASA EENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :

PEMERINTAH PROVINSI/EABUPATEN/HOTA

Supays menertitkan SP20 Kepada:

SEFD

Bendahara/pihak lsin

No. Fekeninz Bank

Nama Bank

KFWE

Dazar Pembayaran

Untuk Eeperhzan :

Uraiam
Ro. Jumlah

Eeterangan
|No. Bekening)

Jumlsbl Bpo.._ ., -

Informasi ; (Tidak mengurang juntlah pembayarzn SPM)

Uraian

o, Jumlah
[Ho. Rekening|

Heterangam

Jumlkshb|Pn

Pembebanan Pade Eegiatan 5PM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URATAN NILAI Jumlah Yang Diminta
Jumlah Potongan
Jumah |23 Jumlah Yang Dibayarkan
Uang Sejumlsh: ..o
Jumleh SPF Yang Diminta: Rp. e
[ferhilarg) Pengguna Anggaran
[tanda tangam]
|pama lengioan)
Nomor dan Tanggal 3PP NIP.

3PN i sah gpabils trich diendengen! dan dixzempel leh Kzpala SEFD
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c. SPM-TU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tambah Uang (TU)

Tahun Anggaren: Ro 5FM:

KEUASA EENDAHARA UMUM DAERAH Potengan - potongan :
PEMERINTAH PROVINGI/KABUPATEN/ /EOTA Uraian

No. . Jumleh |Heteramgan
[Ho. Rekening|

Supaya menerbitkan SPI0 Kepada:

Jumlah| Rp . —...

Informasi : (Tidak mengurangi jumlzh pembayaran 5PK)

SEFD
Bendahara/pihak lain - Ureian
] . Ra_ Jumlah Eeterangan
No. Rekening Bank : |No. Rekening)
Nama Bank
KFWF : Jumlak|Rp. ...
Dazar Pembayaran
Untuk Eeperhuian :
Pembebanan Pada Ezgiatan SPM Yang Dibayarkan
HODE KEGIATAN URAIAN HILAT Jumlah Yang Diminte
Jumlah Potongan
Jumah 2 Jumlsh Yang Ditayarkan 21
Uang Sejumlah; [ o]
Jumlah SPF Yang Diminta: Bp e
[ferhilang) Penggana Anggaran (Enasa Pengguna Anggaran
f{randn tangan)

[nama. Jenglomi

Nomor den Tanggal SPP NP

TFN i sah apshile teloh ditoudatmgon: den disterpne] alef Kepoin SEPD
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d. SPM-LS
PEMERINTAH PROVINSI/ EABUPATEN/EOTA*)
SURAT PERINTAH MEMEBAYAR
Langsung (L3)
Tahun Anggaran: No. 5PM:
EUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potengan
PEMERINTAH PROVINSI/EAEUPATEN/KOTA Uraian
! / Ko. Jumlah Eaterangan
[No. Rekening)
Supaya menerhitian P20 Kepada:
i1 [ —
. Imformasi ; (Tidak mengurang wmiah pembayaran SPM]
SEFD
Bendaharemhak la: e
. 'w_a,n".r. : = 0. TR Jumlah Heterangan
Yo, Pekening Bank [No. Relening)
Nama Bank |
NFWP Jumlah|Rp. .. .
Dazar Pembayaran
Untuk Keperhuem :
Peambebanan Pada Ergiatan 5PM Yang Dibayarkan
KODE EEGIATAN [vRaias  |woas | Tumlah Yang Diminta Bp s
pumlah Potongan IEE:J. —
Jumak o - [ umlah Yang Dibayarkan IE!_:I. I
Uang Sejumlah o]
Jumlah 5PF Yang Diminta: 21— -
.......... tanggsl ... _
| terbidang] Pengguos Anggeren [Euazs Pengguns Anggersn
|texzda tamgan)
|nama lengiapy
Nomor dan Tenggal SFP NIP

PN ni 5k il felof SEtemdsrongars dam diserpal sish Senal SEFD
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Q. PERINTAH PENCAIRAN DANA

1.

Ketentuan Umum

a.

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk
mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM
yang diterima dari PA/KPA.

Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank
operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD
dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait
sesuai jenis SPM yang diajukan. Proses perintah pencairan
dana memuat informasi, aliran data serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:

a.

Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang

diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank

operasional mitra kerjanya.

Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM

diterima.

Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban

untuk:

1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA
berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD
yang tercantum dalam perintah pembayaran;

3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan;
dan

4) memerintahkan pencairan dana  sebagai dasar
Pengeluaran Daerah.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA

apabila:

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab
PA/KPA; dan/atau

2) pengeluaran tersebut melampaui pagu;

Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D

tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak

diterimanya SPM.

Terkait hal tersebut di atas, beberpa ketentuan yang diatur sebagai

berikut:
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Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan
memuat informasi tentang:
1) Baki Rekening yang akan dicairkan
2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan
3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci
menjadi:
a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga
penyedia barang/jasa;
b) potongan yang bersifat transitoris diperlakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa
BUD dengan Bank, harus dipastikan informasi yang
dipersyaratkan dalam Perintah Pencairan Dana
tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap
memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-

masing.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

PA/KPA menyampaikan SPM kepada BUD yang disertai

dokumen:

1) Surat pernyataan Verifikasi PPK-SKPD;

2) Ceklist kelengkapan dokumen SPP yang ditandatangani
oleh PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD;

3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA.

Kuasa BUD berdasarkan pengajuan SPM melakukan

verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang
menjadi persyaratan pengajuan SPM;

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban
APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA

dan/atau KPA apabila:
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1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
PA/KPA;

2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD /PPK
Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
dan

3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana
tidak tersedia.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau

ketidaklengkapan dalam  proses  verifikasi tersebut,

BUD/Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling

lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD

menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang

didokumentasikan dalam SP2D.
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[lustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai

berikut:
a. SP2D-UP
KABUPATEN BULUNGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN
DANA (SP2D)
NOIMOY : .cccececcncccncann
Nomor SPM : Dari : BUD/KuasaBUD
Tanggal : NPWP :
NamaSKPD : Tahun Anggaran:

Bank Pengirim :

Rekening Nomor ... ...
Uang sebesar Rp .........

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki

(terbilang... )

Kepada

NPWP :
No.RekeningBank :
Bank Penerima :
Keperluan Untuk

Pagu Anggaran D o 2 U
JUMLAH
NO KODE KEGIATAN/ URAIAN (Rp)
SUB KEGIATAN
1
2
3
Jumlah
Potongan-potongan:
Jumlah
No. | Uraian (No. Rekening) (Rp) Keterangan
1.
2.
3.

Jumlahl

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

Jumlah

No. | Uraian (No. Rekening) (Rp) Keterangan

Jumlah

SP2D yvang Dibayarkan

Jumlah yvang Diminta

Jumlah Potongan

Ju ml ah yvang Dibayarkan Rp. coieiiiiiaaa... 5=

Uang Sejumlah:

Lembar 1 Bank yg Ditunj
Lembar 2 PA/KPA

Lembar 3 Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 Pihak penerima Nama lengkap

uk Kuasa Bendahara Umum Daerah

ttd

NIP.
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b. SP2D-GU

KABUPATEN BULUNGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN

DANA (SP2D)

NOmMOY : .ccceeeecnnecncan.
Nomor SPM : Dari BUD/KuasaBUD
Tanggal NPWP :
NamaSKPD : Tahun Anggaran:

Bank Pengirim :
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki

Rekening Nomor ...
Uang sebesar Rp

Kepada

NPWP :
No.RekeningBank :
Bank Penerima
Keperluan Untuk

Pagu Anggaran R e
JUMLAH
NO KODE KEGIATAN/ URAIAN (Rp)
SUB KEGIATAN

1

2

3

Jumlah
Potongan-potongan:
Jumlah

No. | Uraian (No. Rekening) (Rp) Keterangan

1.

2.

3.

Jumlah

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

Lembar 1 Bank yg Ditunjuk
Lembar 2 PA/KPA
Lembar 3 Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 Pihak penerima

Jumlah
No. | Uraian (No. Rekening) (Rp) Keterangan
1.
2.
3.

Jumlah

SP2D yang Dibayarkan
Jumlah yvang Diminta Rp. ................ ,—
Jumlah Potongan Rp. ..ol .=
Ju ml ah yang Dibayarkan Rp. ool .
Uang Sejumlah:

............ , tanggal ..... ...... ...

Kuasa Bendahara Umum Daerah

ttd

Nama lengkap

NIP.
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c. SP2D-TU

KABUPATEN BULUNGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN

DANA (SP2D)

NOmMOY : .ccceeeecnnecncan.
Nomor SPM : Dari BUD/KuasaBUD
Tanggal NPWP :
NamaSKPD : Tahun Anggaran:

Bank Pengirim :
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki

Rekening Nomor ...
Uang sebesar Rp

Kepada

NPWP :
No.RekeningBank :
Bank Penerima
Keperluan Untuk

Pagu Anggaran R e
JUMLAH
NO KODE KEGIATAN/ URAIAN (Rp)
SUB KEGIATAN

1

2

3

Jumlah
Potongan-potongan:
Jumlah

No. | Uraian (No. Rekening) (Rp) Keterangan

1.

2.

3.

Jumlah

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

Lembar 1 Bank yg Ditunjuk
Lembar 2 PA/KPA
Lembar 3 Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 Pihak penerima

Jumlah
No. | Uraian (No. Rekening) (Rp) Keterangan
1.
2.
3.

Jumlah

SP2D yang Dibayarkan
Jumlah yvang Diminta Rp. ................ ,—
Jumlah Potongan Rp. ..ol .=
Ju ml ah yang Dibayarkan Rp. ool .
Uang Sejumlah:

............ , tanggal ..... ...... ...

Kuasa Bendahara Umum Daerah

ttd

Nama lengkap

NIP.
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d. SP2D-LS
KABUPATEN BULUNGAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN
DANA (SP2D)
NOmMOY : .ccceceeennecncan.
Nomor SPM : Dari : BUD/KuasaBUD
Tanggal : NPWP :
NamaSKPD : Tahun Anggaran:

Bank Pengirim :

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki
Rekening Nomor ... ... ...

Uang sebesar Rp ......... (terbilang... )

Kepada D e e e e e
NPWP D e e et et e

No.RekeningBamnk : ittt
Bank Penerima D e ettt et
Keperluan Untukk i ittt eetaaaaannn

Pagu Anggaran : R e
JUMLAH
NO KODE KEGIATAN/ URAIAN (Rp)
SUB KEGIATAN

1

2

3

Jumlah
Potongan-potongan:
Jumlah

No. | Uraian (No. Rekening) (Rp) Keterangan

1.

2.

3.

Jumlah

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

Jumlah
No. | Uraian (No. Rekening) (Rp) Keterangan

1.

2.

3.

Jumlah]

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yvang Diminta Rp. oo =

Jumlah Potongan Rp. ..ol .=

Ju ml ah yang Dibayarkan Rp. ool .

Uang Sejumlah:

Lembar 1 Bank yg Ditunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah

Lembar 2 PA/KPA

Lembar 3 Arsip Kuasa BUD ttd

Lembar 4 Pihak penerima Nama lengkap

NIP.
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R. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

1. Ketentuan Umum

a.

Dalam penatausahaan belanja  daerah, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu harus
melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja yang
menjadi kewenangannya.

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah,
menggunakan buku- buku sebagai berikut:

1) Buku Kas Umum

)
2) Buku Pembantu Bank
3) Buku Pembantu Kas Tunai
4) Buku Pembantu Pajak
5) Buku Pembantu Panjar
6) Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.

Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara
lain:

1) Bukti transaksi yang sah dan lengkap

)
2) SPP-UP/GU/TU/LS
3) SPM-UP/GU/TU/LS
4) SP2D
S5) Dokumen  pendukung lainnya sesuai peraturan

perundang-undangan

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

1) Penerimaan Uang Persediaan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu membukukan penerimaan UP/GU/TU
berdasarkan SP2D- UP/GU/TU, dengan melakukan
pencatatan pada Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan

pada Buku Kas Pembantu Bank di sisi penerimaan
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sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP2D-
UP/GU/TU.

Pelimpahan Uang Persediaan

Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu dicatat pada BKU disisi pengeluaran, serta
pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai
dengan jumlah UP yang dilimpahkan.

Pergeseran Uang Persediaan

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu melakukan pergeseran
UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai,
dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan
penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi
pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi
penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang
digeser.

Pembayaran belanja oleh Bendahara

Atas pembayaran yang  dilakukan Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan
PPTK secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan
dengan mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada
Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi
pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Sub Rincian
Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai
belanja bruto.

Pemberian Uang Panjar

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti
pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada
PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu
Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di
sisi pengeluaran.

Pertanggungjawaban Uang Panjar

Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas

penggunaan uang panjar, Bendahara
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Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di
BKU pada sisi pengeluaran dan di buku pembantu Sub
Rincian Objek Belanja pada sisi pengeluaran.

a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang
panjar dari PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat di Buku Pembantu
Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi
penerimaan sebesar yang dikembalikan.

b) Dalam hal terdapat kekurangan wuang panjar,
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara  Pengeluaran
Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK, dan
selanjutnya mencatat di Buku Pembantu Bank atau
Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran
sebesar yang dibayarkan.

Belanja melalui LS

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu melaksanakan pembukuan pembayaran

belanja melalui LS dengan melakukan pencatatan pada

BKU di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pada

tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku Pembantu

Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar

jumlah belanja bruto.

Pemungutan dan Penyetoran Pajak

a) Pada saat pemungutan/pemotongan pajak,
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatat pada BKU di sisi penerimaan, dan
pada Buku Pembantu Pajak di sisi penerimaan.

b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatat pada BKU di sisi pengeluaran,

dan Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.

Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir

bulan dengan ditandatangani oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan

PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan

Kas.
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3. Dokumen Terkait

[ustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran antara

lain sebagai berikut:

a. Register SPP-SPM-SP2D

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

SKPD i
TAHUN ANGGARAN...ccuei e
REGIETER SPP/SPM/5P2D
Pericde!
Jeni SPP SPM 5P 20
MNo. & Uraian Jumlah Keterangan
[UPfGUSTU/LS)| Tgl Nomer Tel Nomer Tel Nomor
Bendahara Penerdmaan/
Eendahara Penerimaan
L
A
9]
Nama
NIP: ...
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SKPD....
TAHUMN ANGGARAM............
BUKU KAS UMUM
Periode: . cveevennes
No. Tanggal No. Bubkti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

(= s w1 e T T S |
terdiri dari:

a. Tunai R

b. Bank RO e

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran Kuasa
Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran

!
E o
(o] (o]
MNMama Mama

MNIP: ...
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c. Buku Pembantu Bank

BUKU PEMBANTU BANK
Perode: .ou e veee

No. | Tanggal | Mo. Bukti Uraian Penerimaan

Pengeluaran Saldo

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggarany Bendahara Pengeluarany/
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
7! &l
Al "
0] O]
Nama Nama
NIF: ... - MNP ...
d. Buku Pembantu Kas
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SKPD............
TAHUN ANGGARANM............
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Periode: v erie e
MNo. | Tanggal |No.Bukti Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna

3

]
Gl

Nama
NIP: .. ...

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran

R
El
@]
Nama
MIP: .
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

SKPD............
TAHUN ANGGARAN............

BUKU PEMBANTLU PAJAK
Periode: ..o oo ceee

No. | Tanggal |Mo.Bukti

Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

Saldo

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna

¥
A

o]

Nama
NIP:..........

f. Buku Pembantu Panjar

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA

Disiapkan

oleh,

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran

o3

A
O

Nama
NIP: ..........

TAHUN ANGGARAN............

BUKU PEMBANTU PANIJAR
Periode: v
MNo. | Tanggal |No.Bukti Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo

Dizetujui oleh,

Pengzuna Anggaran Kuasa
Pengguna Anggaran

i
]

8]

Nama
11 1| H—

Diiziapkan oleh,

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara

Pengeluaran Pembantu

o5
A
o]
Hama
P

MIP: ..
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Buku Pembantu per Sub Rincian Objek

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

SKPD............
' TAHUN ANGGARAN..........
Kode Rekening V——
Mama Rekening R
Jumlah Anggaran (DPA) b 11+ S
Jumlah Angegaran (DPPA) sRpessss:
BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
Periode ! e ceceen
Mo. | Tanggal | No.BKU Uraian Belanja LS | Belanja TU o Saldo
UP/GU
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
& Y
] A
o o]
Nama Nama
MNP .......

MIP: e 3
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S. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
PENGELUARAN

1. Ketentuan Umum

a.

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dapat dilakukan secara elektronik.
Bendahara  Pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS
kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara

fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada

PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara

fungsional dilaksanakan  setelah diterbitkan  surat

pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh

PA/KPA.

Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan

Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan

pertanggungjawaban atas pengelolaan yang terdapat dalam

kewenangannya.

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas

Penggunaan UP:

1) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran
pada setiap pengajuan GU.

2) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui
PPK-SKPD dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap
dan sah.

3) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran
pengajuan SPP-GU.
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4) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan
sebagai lampiran pengajuan Nihil, sekaligus sebagai
laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi.
Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa
dana UP ke RKUD.

i. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas
penggunaan TU

1) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu  setelah TU yang  dikelolanya telah
habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub
kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan
sejak TU diterima.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan
kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
berupa LPJTU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang
lengkap dan sah.

3) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap
LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.

j- Pertanggungjawaban Administratif

1) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK- SKPD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

2) Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa
pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan
yang dilampiri:

a) BKU;
b) Laporan penutupan kas (BKU); dan
c) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

3) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan
wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.

k. Pertanggungjawaban Fungsional

1) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
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Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang
merupakan  konsolidasi dengan LPJ Bendahara
Pengeluaran Pembantu, dilampiri:

a) BKU;

b) Laporan penutupan kas;

c) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan

d) Fotokopi rekening bank Bendahara Pengeluaran.
Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD
setelah mendapat persetujuan PA.

Pada bulan terakhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban fungsional disampaikan paling
lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan

bukti setoran sisa UP.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP

1)

2)

Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran
menyiapkan LPJ penggunaan UP.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP
disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-
SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP-GU dengan
dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

1)

2)

3)

Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan
TU setelah TU yang dikelolanya telah habis digunakan
untuk mendanai suatu sub kegiatan dan/atau telah
sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ
Penggunaan TU kepada PA melalui PPK-SKPD dengan
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
a) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan.
b) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa

belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran.
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Meneliti keabsahan bukti belanja.

Pertanggungjawaban Administratif

1) Penyusunan LPJ

a)

b)

Setiap  akhir bulan, Bendahara  Pengeluaran
Pembantu menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran
Pembantu untuk disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ
Bendahara serta melakukan konsolidasi dengan LPJ
Bendahara Pembantu. LPJ Bendahara memberikan
gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan sisa pagu
anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan
yang dilampiri:

a) BKU;

b) Laporan Penutupan Kas;

c) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2) Penyampaian LPJ Administratif

a)

b)

Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ
Bendahara kepada PA melalui PPK-SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ

administratif dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

a) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti
belanja yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

b) Meneliti penerimaan SP2D yang
terdokumentasikan dalam buku atau laporan
terkait

c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan
terhadap proses belanja dan pengeluaran kas

Apabila dalam  proses  verifikasi, PPK SKPD

menemukan ketidaksesuaian dan/atau

ketidaklengkapan, maka PPK SKPD meminta
perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada

Bendahara Pengeluaran.
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d) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan
lengkap, maka PPK SKPD akan pengajuan
penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara
secara administratif kepada Pengguna Anggaran.

e) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara

yang sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

Pertanggungjawaban Fungsional

1)

Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani
oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran
menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada
PPKD selaku Kuasa BUD untuk ditandatangani, paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi
dan menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran

sebagai bentuk persetujuan.

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

atas penggunaan Limpahan UP

1)

Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan
Bendahara Pengeluaran pada setiap pengajuan
penggantian limpahan UP.

Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP
disampaikan kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa
LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-bukti belanja yang
lengkap dan sah.

LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara

Pengeluaran.

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu

atas penggunaan TU

1)

2)

Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk
mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada
waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan

kepada KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa
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LPJ-TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap
dan sah.

3) PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap
LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

g. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

1) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ
kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5
bulan berikutnya, dilampiri:

a) BKU; dan
b) Laporan penutupan kas.

2) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan = verifikasi
terhadap LPJ sebelum ditandatangani KPA untuk
mendapatkan persetujuan.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban

bendahara pengeluaran antara lain sebagai berikut:
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a. LPJ-UP

Besaran UP berdasarkan SK KDH:

Uang Persediaan (UP) Awal PEMOUE & e mens
Pengzunan Uang Persediaan (UFP)
Uang Persediaan [UP) Akhir PEAOOE & vvoveveeveereenes

Urusan

Bidang Urusan
Program
Kegiatan

Sub Kegiatan

lumlah Belanja Akumulasi Sisa

Kode Rekeni Uraian g ;
i Anggaran Periode ini Belanja Anggaran

Urusan

Bidang Urusan
Program
Kegiatan

Sub Kegiatan

lumilah Belanja Akumulasi Sisa

Kode Rekeni Uraian R g
i Anggaran Periode ini Belanja Anggaran

Bendahara Pengeluaran
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b. LPJ-TU

Program < T—
Sub Kegiatan PR
Tanggal SP2DTU e

Kode Rekening Uraian Jumliah

TOTAL

Tambahan Uang Persediaan (TU)

Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU)

Menyetujui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
3 !

" "
0 o]
Nama Nama
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Laporan Penutupan Kas

LAPORAN PEMNUTUPAN EAS
Bulan:........ .

Kepada Yth,

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan  Gubernur/BupatiWalikota._.__ .

Mo.......... Tahun....me;ngenal Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas
Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD............... &dzlah
sejumlah Rpe e dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

Al Saldo awal bulan tanggal Rp.

A2 lumlah Penerimaan Rp.

A3 lumalah Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal.............terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
RPeecmeramene. d@n saldo di bank sebesar R e

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

Al Saldo awal bulan tanggal Rp.

A2 lumlah Penerimaan Rp.

A3 lumalah Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal............terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
RPeeroee.. dan saldo di bank sebesar Rp e

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.15aldo Kas Tunai Rp.
C.2 Saldo Bank Rp.
C.3 Saldo Total Rp.

Bendahara Pengeluaran
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d. SPJ Administratif

LAPORAMN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
[SPJ ADMIMISTRATIF)

SPJ LS Gaji SPJ LS Barang dan Jasa SPJ UP/GUSTU Jumlah SPJ
Kode Jumlah

; LS+UP/GU Sisa P

Rekenil o Anggaran e Bulan = = Bulan 3s = Bulan =2 IU]‘-s.d,;uFa{'lT A::gaﬁi
+E £E Bulan S Bulan | Bulan e Bulan | Bulan B Bulan 2

ini i ini S ini B ini

Lalu ini Lalu ini Lalu

ni

JUMLAH
Penerimaan
-SP2D
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh 21
£. PPh 22
d. PPh 23
- Lain-lain
Jumizh Penerimaan
Pengeluaran
-5PJ (L5+UP/GU/TU)
- Penyetoran Pajak
a. PPN
b. PPh 21
£. PPh 22
d. PPh 23
- Lain-lain
Jumliah Pengeluaran
Saldo Kas

Menyetujui,

Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran
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SPJ Fungsional
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SKPD.ssans
Tahun Anggaran.......
LAPORAM PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
[SPJ FUNGSIOMAL)
Bulant..iw.
SPJ LS Gaji SPJ LS Barang dan Jasa SPI UPJ/GU/TU Jumilah SPJ
Ui AE:; o Bulan = e Bulan i = Bulan ot I;?::ﬁ?af EZﬁ:
Bulan e Bulan | Bulan H Bulan | Bulan o Bulan A
ini el ini R ini T ini
Lalu ini Lalu ini Lalu ini
JUMLAH

Penerimaan

-5P2D

- Potongan Pajak

a. PPN

b. PPh 21

¢. PPh 22

d. PPh 23

- Lain-lain

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran

-SP (LS+UR/GU/TU)

- Penyetoran Pajak

a. PPN

b. PPh 21

¢. PPh 22

d. PPh 23

- Lain-lain

Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

Menyetujui,
Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran
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T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI
TAHUN ANGGARAN

1.

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/
kontrak /perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang
melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah
diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;

b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang dan jasa;

c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau
penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force
majeure) sesuai peraturan perundang-undangan;

d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil
putusan pengadilan yang bersifat tetap.

Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran

terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun

berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai
berikut:

a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD
untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD
tahun berikutnya;

b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan;

c. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan
SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa,
pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

a. melakukan perubahan Peraturan Bupati Bulungan tentang

penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan
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DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam  perda
perubahan APBD tahun berikutnya;

b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan;

c. mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar
pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar

kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa

termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan
perundang- undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan
sebagai berikut:

a. kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang
berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan
penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia
barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;

b. Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai
peraturan perundang-undangan;

c. melakukan perubahan Peraturan Bupati Bulungan tentang
penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam  Perda
perubahan APBD tahun berikutnya;

d. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan;

e. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan
SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat
tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban
pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam
APBD;

b. melakukan perubahan Peraturan Bupati Bulungan tentang

penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan
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DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam  perda
perubahan APBD tahun berikutnya;

c. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan;

d. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan
SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian /kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan pada tahun = anggaran
berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan
reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah

untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati

tentang penjabaran APBD;

U. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

1.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan
dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan
setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada
DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang
APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran
sebelumnya.

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana
dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat
sebelum DPA-SKPD disahkan, BUD dapat membuat SPD-nya
tanpa menunggu DPA disahkan.
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Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan
SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib
dan mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan

b. Dalam hal dokumen belum siap.

V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK

1.

4.

Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak
(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan
Peraturan Daerah.

Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani

bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Bupati dan

DPRD) tahun jamak sekurang-kurangnya memuat:

a. nama sub kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;

c. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran pertahun.

Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:

a. Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang
secara teknis merupakan satu kesatuan  untuk
menghasilkan satu output yang memerlukan waktu
penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

b. Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan,
pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah
sakit, layanan pembangunan sampah dan pengadaan jasa
cleaning service.

c. Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui
masa jabatan Bupati.

d. Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati

berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun
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jamak dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya

tahun anggaran.

W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pengaturan dan penatausahaan penerimaan pembiayaan daerah

adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

2. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah.

3. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak

dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD

melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan

pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

4. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan

dalam tahun anggaran berjalan untuk:

a.
b.

menutupi defisit anggaran;

mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya;

membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah
yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului
perubahan APBD;

melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat
adanya kebijakan Pemerintah;

mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum
tersedia anggarannya; dan/atau

mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD
tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun

anggaran berjalan.

5. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening

Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan

Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
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Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening
Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang
pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan
yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun
anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening
Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah
pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa
BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan
pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi
penerimaan sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi
pengeluaran.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat
pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan
di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi
penerimaaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi
pengeluaran

Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas
pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD
menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP).
Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah melalui RKUD.

Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran dan dicatat oleh Kuasa
BUD untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan
penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah pada sisi penerimaan.

Pinjaman Daerah merupakan semua  transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima

manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah
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tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, yang
bersumber dari:

a. Pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah lain;

c. lembaga keuangan bank;

d. lembaga keuangan bukan bank; dan

e. masyarakat.

Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari
pemerintah pusat dilaksanakan melalui:

a. Pembayaran langsung;

b. Rekening khusus;

c. pemindahbukuan ke RKUD;

d. letter of credit; dan

e. pembiayaan pendahuluan.

Pembukuan  penerimaan kas atas Pinjaman  Daerah
menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran dan
dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi penerimaan.

Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dapat dilakukan secara elektronik.

X. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan
pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala
SKPKD.

Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan
pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan

dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang
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ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana

Cadangan.

Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum

Daerah ke rekening Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD

atas persetujuan PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa

BUD berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan
oleh kepala SKPKD;

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan
yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa

BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan

pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi

penerimaan sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di

Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi

pengeluaran.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat

pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan

pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran

(BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan pengeluaran

pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran

(BKPP) pada sisi pengeluaran.

Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan

anggaran pembayaran bunga dan pokok utang serta

menghindari denda dan/atau sanksi sesuai dengan perjanjian

pinjaman.

Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening

tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang

ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi

jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

- 279 -

Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan
Dana Cadangan, Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat
Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai
kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan
dalam mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.
Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu
sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran
yang telah ditetapkan.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik
negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan
peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk
investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan
mendapat hak kepemilikan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki
negara.

Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk
uang dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen
antara lain:

a. Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan

b. Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.
Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan
atas penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan
dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan antara lain:

a. Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan;
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b. Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

c. Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.

Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD
menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran.
Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD
diperkirakan surplus.

Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah
dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan
mengacu pada perjanjian pemberian pinjaman/pemberian
utang.

Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang
jatuh tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan
jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD
dengan mengacu pada perjanjian utang/obligasi daerah.
Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan
pembebanan melalui RKUD.

Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang
yang jatuh tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.
Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur
dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dapat

dilakukan dengan elektronik.

Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI BULUNGAN

An. Kepala Bagian Hukum
Analis Hukum Ahli Muda,

ttd

ttd
SYARWANI

MUHAMMAD HATTA, SH..MH

Penata / Illc

NIP. 197501082003121003
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

A. AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

1.

Ketentuan Umum

a.

Akuntansi Pemerintah Daerah mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar,
konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh
Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan
fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan
pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan
daerah.

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

2) SAPD; DAN

3) Bagan Akun Standar (BAS).

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas
akuntansi dan entitas pelaporan.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan
akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat

penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang
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berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan
keuangan.

2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi
atau peristiwa sesuai dengan SAP.

SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam

melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal,

posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan
penyajian laporan keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi

SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3) Neraca

4) Laporan Operasional

5) Laporan Arus Kas

6) Laporan Perubahan Ekuitas

7) Catatan atas Laporan Keuangan

2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan lebih lanjut terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah diatur dalam

Peraturan Bupati tersendiri.

B. LAPORAN REALISASI SEMESTER ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PERTAMA APBD

1. Ketentuan Umum

a.

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan
laporan  kegiatan keuangan pemerintah daerah yang
menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber
daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBD selama periode
Januari-Juni tahun anggaran berkenaan.

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam
periode Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta
menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

1) Pendapatan-LRA;

2) Belanja;
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Transfer;

Surplus/Defisit-LRA;
Pembiayaan; dan

Sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran.

c. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester

pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

d. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir

bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD

1)

2)

3)

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan
bulanan dari bendahara penerimaan dan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran dari bendahara
pengeluaran, PPK SKPD menyiapkan laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan cara:

a) Menggabungkan  nilai realisasi penerimaan dan
pengeluaran dalam  laporan  pertanggungjawaban
penerimaan bulanan dan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran bulanan per rekening dan jenis penerimaan
belanja dari bulan Januari s.d. Juni.

b) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis
belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke
dalam format laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis SKPD pada kolom realisasi semester
pertama.

c) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara
anggaran dan penerimaan.

d) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran
ditambah dengan nilai rencana perubahan anggaran.
PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA

untuk ditandatangani.

Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk

meneliti ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan

dalam penyajian data dan informasi yang tercantum pada
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosi SKPD

yang diserahkan oleh PPK SKPD.
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4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD
selaku PA menandatangani laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis SKPD.

5) Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah
ditandatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10
hari setelah semester pertama berakhir.

6) Ilustrasi format Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

pada SKPD sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6

(ENAM) BULAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN ....
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Sub-unit Organisasi
SISA
KODE JUMLAH REALI | ANGGA KET
REKENING U ANGGARAN| SASI RAN PR
R SEMES S/D | OG
A TER SEMES | NO
I PERTA | TER SIS
A MA PERTA
N MA
1 2 3 4 5 6 7
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
4.1.1.xx Pendapatan Pajak......
4.1.2 Pendapatan Retribusi
Daerah
4.1.2.xx Pendapatan Retribusi....
4.1.3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan




4.1.3.XK | e

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli
Daeah Yang Sah

4.1AXK | v

4.2 Pendapatan Transfer

4.2.1 Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat

4.2.1.XX | v

4.2.2 Pendapatan transfer Antar
Daerah

4.2.2.XK | i

4.3 Lain-lain Pendapatan
Yang Sah

4.3.1 Pendapatan Hibah

4.3.1.XX | e

4.3.2 Dana Darurat

4.3.2.XK | e

4.3.3 Lain-lain Pendapatan
Sesuai Ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan

4.3.3. XK | e

5 BELANJA

5.1 Belanja Operasi

5.1.1 Belanja Pegawai

S.1.1.XX | e

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa

S.1.2. XX | e

5.1.3 Belanja Bunga

S.1.3.XXK | e

5.1.4 Belanja Subsidi

S.1.4.XX | e

5.1.5 Belanja Hibah

S.1.5.XX | e

5.1.6 Belanja Bantuan Sosial




S.1.6.XX | ceeeeiiieii e

5.2 Belanja Modal

5.2.1 Belanja Modal tanah

S5.2.1.XX | e

5.2.2 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

5.2.2.XX | ceiiiii

5.2.3 Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

S.2.3.XX | e

5.2.4 Belanja Modal Jalan,
Jaringan dan irigasi

S.2.4.XX | i

5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya

S5.2.05XX | i

5.2.6 Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud

5.2.6.XX | ciiiiiii

5.3 Belanja Tak Terduga

5.3.1 Belanja Tak Terduga

5.4 BELANJA TRANSFER

5.4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak

5.4.2 Belanja Bantuan
Keuangan

SURPLUS/(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

6.1 Penerimaan Pembiayaan
Daerah

6.1.1 SILPA

6.1.2 Pencairan Dana Cadangan

6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

6.1.4 Penerimaan Pinjaman

daerah

6.1.5

Penerimaan kembali
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Pemberian Pinjaman

daerah

6.1.6 Penerimaan Pembiayaan
Lainnya

6.2 Pengeluaran Pembiayaan
Daerah

6.2.1 Pembentukan dana
cadangan

6.2.2 Penyertaan Modal

6.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok
Utang Yang Jatuh Tempo

6.2.4 Pemberian Pinjaman
daerah

6.2.5 Pengeluaran Pembiayaan

Lainnya

Pembiayaan Netto

SISA LEBIH
PEMBIAYAAN
ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)

b. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah

1)

2)

3)

Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD

melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti

kesesuaian laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis SKPD dengan:

a) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan

b) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD
yang ada di BUD.

Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD

menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBD

dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasi semester

pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling

lambat minggu kedua bulan Juli.

Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut
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disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator

Pengelolaan
persetujuan.

4) Setelah disetujui,

Keuangan

draf tersebut

Daerah

untuk mendapatkan

difinalkan kemudian

disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani paling

lambat minggu ketiga bulan Juli.

5) Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama

APBD dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD

paling lambat akhir bulan Juli.

6) Ilustrasi format Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pemerintah Daerah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6
(ENAM) BULAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN ....
SISA
KODE JUMLAH REALI | ANGGAR KET
REKEN U ANGGARAN [SASI |AN PROGNOS
ING R SEME S/D IS
A STER | SEMEST
I PERT | ER
A AMA PERTAM
N A
1 2 3 4 5 6 7
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
4.1.1.xx | Pendapatan Pajak......
4.1.2 Pendapatan Retribusi
Daerah
4.1.2.xx | Pendapatan Retribusi....
4.1.3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
A 1. 3XK | eeneeneieee e
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli
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Daeah Yang Sah

Gl AXK| ceiiiiiiiiii

4.2 Pendapatan Transfer

4.2.1 Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat

2 U5 o < R

4.2.2 Pendapatan transfer Antar

Daerah

F2.2.XX | ceiiiiiiiiiii

4.3 Lain-lain Pendapatan

Yang Sah

4.3.1 Pendapatan Hibah

223G T 10~ + ¢ I

4.3.2 Dana Darurat

4.32.XX | ceiiiiiiiiiii

4.3.3 Lain-lain Pendapatan
Sesuai Ketentuan
Peraturan

Perundang-undangan

4. 3.3XK | et
5 BELANJA

5.1 Belanja Operasi

5.1.1 Belanja Pegawai

S 1 LXK | eeieiiiii e
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
S 1.2.XK | teiiiiiiii e

5.1.3 Belanja Bunga

ST IRC TS ol E TP

5.1.4 Belanja Subsidi

ST I 35 o -l E TP

5.1.5 Belanja Hibah

ST RS0 o<l E

5.1.6 Belanja Bantuan Sosial

ST O T0: ;< E

5.2 Belanja Modal
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5.2.1 Belanja Modal tanah

S 2. 1T.XX | teieiiiiiiei

5.2.2 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

5.2.2.XX | i

5.2.3 Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

5.2.3.XX | i

5.2.4 Belanja Modal Jalan,
Jaringan dan irigasi

S 24 XX | vt

5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya

S 2.5 XK | teitiiiiii

5.2.6 Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud

S5.2.0.XX | tiviiiiiiiiiiii

5.3 Belanja Tak Terduga

5.3.1 Belanja Tak Terduga

5.4 BELANJA TRANSFER

5.4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak

5.4.2 Belanja Bantuan
Keuangan

SURPLUS/(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

6.1 Penerimaan Pembiayaan
Daerah

6.1.1 SILPA

6.1.2 Pencairan Dana Cadangan

6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

6.1.4 Penerimaan Pinjaman
daerah

6.1.5 Penerimaan kembali

Pemberian Pinjaman

daerah
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6.1.6 Penerimaan Pembiayaan
Lainnya

6.2 Pengeluaran Pembiayaan
Daerah

6.2.1 Pembentukan dana
cadangan

6.2.2 Penyertaan Modal

6.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok
Utang Yang Jatuh Tempo

6.2.4 Pemberian Pinjaman
daerah

6.2.5 Pengeluaran Pembiayaan

Lainnya

Pembiayaan Netto

SISA LEBIH
PEMBIAYAAN
ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)

C. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1.

Ketentuan Umum

a.

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah
Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas
laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala
SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit
meliputi:

1) laporan realisasi anggaran;

2) neraca;

3) laporan operasional;

4) laporan perubahan ekuitas; dan

5) catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui
PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
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berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan
oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan
untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3) Neraca

4) Laporan Operasional

5) Laporan Arus Kas

6) Laporan Perubahan Ekuitas

7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh
Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD diajukan kepada DPRD.

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
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Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan
keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan
kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

. PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan
dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran paling lambat 10 hari
setelah periode bulan pelaporan berakhir.

PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD
semesteran paling lambat 1(satu) bulan setelah periode
semesteran berakhir.

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan
keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Entitas Akuntansi, disusun SKPD dilampiri
dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah
sebagai bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas
Pelaporan.

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang
menyatakan pengelolaankas yang menjadi tanggung jawabnya
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa

Laporan Realisasi Anggaran.
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t. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

u. Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi,
aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dapat
dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi (SKPD)

1) Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau
berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK-SKPD
menyusun:

a) Neraca Saldo

b) Jurnal penyesuaian akhir periode
c) Neraca Saldo setelah penyesuaian
d) Jurnal penutupan

PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri atas

kolom-kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal penyesuaian

akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup

dan laporan keuangan terkait.

2) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD
menyusun:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b) Laporan Operasional (LO)
c) Neraca
d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

3) Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat,
PPK-SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

4) PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah
disusun kepada Pengguna Anggaran.

5) Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala
SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang
menjadi  tanggung jawabnya telah  diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,
standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan

peraturan perundang- undangan.
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Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan
SKPD dilampiri Surat Pernyataan kepada Bupati melalui
PPKD untuk dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah

periode tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dilakukan oleh Fungsi Akuntansi pada Entitas Pelaporan
(SKPKD/PPKD).

Fungsi Akuntansi menyiapkan kertas kerja (worksheet)
konsolidasi.

Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi
untuk mengeliminasi akun transitoris yaitu R/K PPKD dan
R/K SKPD.

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi
Akuntansi menyusun:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi

b) Laporan Operasional (LO) Konsolidasi
c) Neraca Konsolidasi
d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

e) Laporan Perubahan SAL

f) Laporan Arus Kas

Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan
(CALK).

PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Bupati membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Bupati menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah direviu oleh Aparat
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Pengawas Internal Pemerintah sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum
Analis Hukum Ahli Muda,

ttd
MUHAMMAD HATTA, SH.,MH

Penata / Illc
NIP. 197501082003121003
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

1. Ketentuan Umum

a.

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,

dilampiri:

1) laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan

2) Ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD

3) Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan
APBD, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dibahas Bupati bersama DPRD untuk

mendapat persetujuan bersama.

Persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah dilakukan

paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Atas dasar persetujuan bersama, Bupati menyiapkan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Dalam hal 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil keputusan bersama

dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan
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menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan
dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah
kabupaten /kota.

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Bupati
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta
lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

2) Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam
persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan
pimpinan DPRD.

4) Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran  pertanggungjawaban = pelaksanaan  APBD
berdasarkan hasil pembahasan.

Penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Bupati

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD saat tidak

tercapai persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD,
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan

dan dokumen pendukung kepada gubernur sebagai wakil
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pemerintah pusat (bagi Daerah kabupaten/kota) paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Bupati.

2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi Daerah
kabupaten/kota) mengesahkan rancangan Peraturan Bupati
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi
Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD.

B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

1. Ketentuan Umum

a.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada
gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga)
hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, untuk
dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan
Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan
Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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d. Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungiawaban pelaksanaan
APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan
Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD,
Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan
telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Peraturan
Daerah menjadi Peraturan Daerah, dan rancangan Peraturan
Bupati menjadi Peraturan Bupati.

e. Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan
Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD,
Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD,
dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati  bersama
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan
DPRD dan Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi
Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi
Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri,
selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

g. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi
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dapat memuat informasi aliran data, penggunaan dan penyajian

dokumen yang dapat dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama
dengan DPRD, Bupati mengirimkan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur
selaku wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan
Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Gubernur mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil
evaluasi untuk disampaikan kepada Bupati.

Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan
laporan hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, Bupati
menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan
Daerah dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan

Bupati.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum
Analis Hukum Ahli Muda,

ttd
MUHAMMAD HATTA, SH.,MH

Penata / IlIc
NIP. 197501082003121003
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH, BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH, PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN INFORMASI

KEUANGAN DAERAH

A. KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Ketentuan umum terkait pengelolaan kekayaan daerah dan utang

daerah adalah sebagai berikut:

1.

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan,
belanja,dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap
Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat
waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah
perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai
Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari
pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara
dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara
penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi rangkaian Kegiatan
pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

10.Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman

Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

11.Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan

utang daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Ketentuan umum terkait pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

adalah sebagai berikut:

1.

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati

menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati

yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan

kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan

umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang

dihasilkan.

Pelayanan kepada masyarakat meliputi:

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi
dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau

c. pengelolaan  wilayah/kawasan tertentu  untuk  tujuan

meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

5. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang

dikelola  untuk  menyelenggarakan  Kegiatan @ BLUD  yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

7. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.

8. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintahan.
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9. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan
teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab
atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

10.Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk
membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

11.Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari
aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

12.Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja
BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran APBD serta laporan
keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

13.Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Ketentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian daerah

adalah sebagai berikut:

1. Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain
yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan
kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan
Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.

3. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.

4. Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. Pedoman teknis mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

D. PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

1. Ketentuan umum terkait Penyajian Informasi Keuangan Daerah
adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan

daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
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Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi

penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

Informasi keuangan daerah digunakan untuk:

1) membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan
laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;

2) membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan
Daerah;

3) membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja
Keuangan Daerah;

4) menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;

5) mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

6) mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan
daerah; dan

7) melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh

masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

2. Ketentuan umum terkait Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai
berikut:

a.

Pemerintah Daerah menerapkan SPBE dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah. Penerapan SPBE dapat dilakukan secara
bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
menuntut perubahan paradigma dari yang sebelumnya
berorientasi alur dokumen menjadi aliran data dan informasi
secara elektronik. Hal ini berimplikasi pada hal-hal sebagai
berikut:
1) Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan
secara elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang
andal pada setiap pejabat pengelola keuangan sebagai

pengguna yang unik.
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2) Informasi yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen,
dapat disampaikan secara elektronik melalui tampilan (user
interface) dalam sistem yang memadai.

3) Integrasi antar sistem yang memungkinkan transfer data
dan informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah disertai

hal- hal sebagai berikut:

1) Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan
budaya digital di semua lapisan pengelola keuangan daerah.

2) Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai
acuan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan
daerah, pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan,

dan evaluasi.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum
Analis Hukum Ahli Muda,

ttd
MUHAMMAD HATTA, SH.,MH

Penata / Illc
NIP. 197501082003121003
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Ketentuan umum pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

1.

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
dilaksanakan oleh Bupati.

Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan
dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan keuangan
daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah
Daerah beserta seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah daerah
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan koridor peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud, sebagai berikut:

d. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui
pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara
mendalam, dan/atau penelaahan dokumen.

e. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara
menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia,
infrastruktur dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja
pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

f. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja pengelolaan
keuangan pemerintah daerah, termasuk penentuan kriteria dan
indikatornya, akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis,

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib
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menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan Daerah.
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Kepala Bagian Hukum
Analis Hukum Ahli Muda,

ttd
MUHAMMAD HATTA, SH..MH

Penata / Illc
NIP. 197501082003121003




